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MOTTO 
 
 الَ او الْو اح الَ ِمْيِظاعْلا ِّيِلاعْلا ِللهِاب َّلَِا اةَّو ُق  
“tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang 
Maha Tinggi lagi Maha Agung” 
(HR. Bukhari) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif Tidak dilambangkan  Huruf disamakan 
ب ba B Be 
ت ta T Te 
ث ṡa ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج jim J Je 
ح ḥa ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ kha Kh Ka dan ha 
د dal D De 
ذ żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
x 
 
ر ra R Er 
ز zai Z Zet 
س sin S Es 
ش syin Sy Es  dan ye 
ص ṣad ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …‘… Koma terbalik di atas 
غ gain G Ge 
ف fa F Ef 
ق qaf Q Ki 
ك kaf K Ka 
ل lam L El 
م mim M Em 
ن nun N En 
و wau W We 
ه ha H Ha 
ء hamzah ...’… Apostrop 
ي ya Y Ye 
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2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
  َ  Fathah A A 
  َ   Kasrah I I 
  َ   Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Żukira 
3. بهذي Yażhabu 
 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
 
 
xii 
 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لوح Ḥaula 
 
3. Vokal panjang (Maddah) 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ 
Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
ي...أ Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
و...أ 
Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
 
Contoh: 
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No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. ليق Qīla 
3. لوقي Yaqūlu 
4. يمر Ramā 
 
4. TaMarbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl 
2. ةحلط Ṭalhah 
 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
xiv 
 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. انّبر Rabbana 
2. لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
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2. للاجلا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت Taꞌkhużuna 
3. ؤنلا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
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disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لوسرلاإدّمحمام و Wa mā Muhammadun illā rasūl 
 نيملاعلا بر للهدمحلا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 نيقزارلاريخ وهل الله نإو 
Wa innallāha lahuwa khair ar-
rāziqīn / Wa innallāha lahuwa 
khairur-rāziqīn 
 نازيملاو ليكلا اوفوأف 
Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
NADYA INDAH SHOLEKAH, NIM: 152131066, “SANKSI 
TERHADAP MUCIKARI DALAM TINDAK PIDANA PROSTITUSI 
MENURUT HUKUM POSITIF DAN QANUN ACEH”. Penelitian ini 
membahas mengenai bagaimana pandangan Hukum Positif dan Qanun 
Aceh tentang mucikari, membahas tentang sanksi pidana terhadap 
mucikari dalam tindak pidana prostitusi menurut hukum positif dan Qanun 
Aceh. Serta menjelaskan bagaimana keefektifan hukum mengenai 
mucikari dalam tindak pidana prostitusi. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian kepustakaan (Library research), dimana data yang dihimpun 
melalui beberapa kitab Al-Quran, dan buku mengenai hukum Islam serta 
hukum Positif, Undang-undang, Qanun Aceh, artikel-artikel dan jurnal. 
Teknik analisa data yang di gunakan penulis dalam menganalisis data 
adalah metode kualitatif, lebih jelasnya deskriptif kualitatif karena 
menganalisis data untuk menggambarkan suatu masalah berikut jawaban 
dan pemecahannya menggunakan uraian-uraian kalimat yang di peroleh 
dari data-data kualitatif yang telah disimpulkan. Dalam sistematika 
penulisan, bab yang pertama adalah pendahuluan, bab kedua adalah 
landasan teori, bab ketiga adalah penerapan sanksi, keempat adalah 
analisis dan yang terakhir adalah penutup yang berisi kesimpulan dan 
saran. 
Hasil dari penelitian saya ini menjelaskan tentang larangan untuk 
melakukan zina diatur dalam QS Al-Isra’ ayat 32, dan QS An-Nur ayat 2. 
Serta menjelaskan tentang mucikari atau penyedia jasa prostitusi yang 
telah melakukan perekrutan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan 
seseorang dengan kekerasan dan ancaman, untuk tujuan eksploitasi dan 
memeproleh keuntungan dari hasil eksploitasi serta telah dianggap 
menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarīmah zina. Perbuatan 
tersebut telah dianggap melanggar pasal 296 jo pasal 506 KUHP dan pasal 
12 jo pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Tindak Perdagangan orang dan melanggar ketentuan pasal 
33 ayat (3) QanunAceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. 
Terdapat persamaan dan perbedaan antara Undang-Undang dan Qanun 
Aceh, serta sanksi bagi mucikari dalam perspektif ta’zīr. 
Kata Kunci: Mucikari, Tindak Pidana Prostitusi, pasal 296  KUHP, 
pasal 506 KUHP, UU No. 21 tahun 2007, Qanun Aceh No. 6 tahun 2014. 
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ABSTRACT 
NADYA INDAH SHOLEKAH, NIM: 152131066, "SANCTIONS 
AGAINST PIMPS IN CRIMINAL ACT OF PROSTITUTION 
ACCORDING TO POSITIVE LAW AND TE QANUN ACEH". This 
study discusses how the views of positive Law and Qanun Aceh regarding 
pimpa, discusses criminal sanctions againts pimps in criminal acts of 
prostitution accoring to positive law and the Qanun Aceh. And explain 
how the effectiveness of the law regarding pimps in the crime of 
prostitution. 
The research method used in this study is library research, in which 
data are collected through several books of the Qur’an, and books on 
Islamic law and Positive law, Laws, Qanun Aceh, articles and journals. 
The data analysis technique used by the author in analyzing the data is a 
qualitative method, more clearly descriptive qualitative because analyzing 
the data to describe a problem and the answers and solving it using 
sentence descriptions obtained from qualitative data that has been 
concluded. In writing systematics, the first chapter is the introduction, the 
second chapter is the theoretical foundation, the third chapter is the 
application of sanctions, the fourth is analysis and the last is the 
conclusion containing conclusions and suggestions. 
The results of my research explain about the prohibition to commit 
adultery as regulated in QS Al-Isra 'verse 32, and QS An-Nur paragraph 2. 
As well as explaining about pimps or prostitution service providers who 
have committed recruitment, sending, transferring, or accepting someone 
with violence and threats, for the purpose of exploitation and profit from 
the exploitation and have been considered to provide facilities or promote 
jarīmah adultery. The act has been deemed to violate article 296 jo 506 
KUHP and article 12 jo article 2 paragraph (1) of Law Number 21 of 2007 
concerning Eradication of Trafficking in Persons and violates the 
provisions of article 33 paragraph (3) of QanunAceh Number 6 of 2014 
concerning Jinayat Law. There are similarities and differences between the 
Law and the Qanun Aceh, as well as sanctions for pimps in the ta'zīr 
perspective 
Keywords: Pimps, Prostitution of Crimes, Article 296 KUHP, 
Article 506 KUHP, Law No. 21 of 2007, Aceh Qanun No. 6 of 2014. 
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 1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang  
Kejahatan terus berkembang seiring dengan perkembangan peradaban 
manusia, dengan kualitas dan kuantitasnya kompleks dengan variasi modus 
operandinya. Mengingat kejahatan itu setua usia kehidupan, maka tingkat dan 
ragam kejahatan juga mengikuti realitas perkembangan kehidupan manusia. 
Kencendrungannya terbukti, bahwa semakin maju dan modern kehidupan 
masyarakat, maka semakin maju dan modern pula jenis modus operandi 
kejahatan yang terjadi ditengah masyarakat. Kemajuan teknologi dan informasi 
dewasa ini berdampak pada perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang 
menuju pada pembentukan masyarakat modern. Kemajuan teknologi dapat 
dikatakan gagal apabila kemajuannya menyebabkan banyak dampak negatif 
dibandingkan dengan dampak positifnya. Selain itu ada beberapa masyarakat 
yang ingin mengikuti pekembangan zaman namun dengan menghalalkan segala 
cara misalnya dengan melakukan praktik Prostitusi.1 
Sanksi pidana didefinisikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang 
ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang 
oleh hukum pidana. Dengan adanya sanksi tersebut, diharapkan orang tidak 
akan melakukan tindak pidana. Berdasarkan penjelasan diatas, sanksi pidana 
                                                             
       1 Abdul Wahid, Mohammad Labib, Kejahatan Mayantara (Cyber Crime), (Bandung: Refika 
Aditama, 2005), hal. 36 
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pada dasarnya adalah suatu pengenaan suatu derita kepada seseorang yang 
dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan (tindak pidana) melalui suatu 
rangkaian proses pengadilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus 
diberikan untuk hal itu. Belakangan ini terdapat beberapa kasus yang sedang 
viral karena menjerat beberapa artis tanah air yaitu prostitusi. 
Prostitusi merupakan permasalahan yang sangat kompleks karena 
menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kegiatan prostitusi 
menyangkut aspek sosial, gender, hukum, kesehatan, moral dan etika, agama,  
pendidikan, psikologis, ekonomi dan industrialisasi, dan juga masalah politik. 
Prostitusi sendiri merupakan penyebar penyakit kelamin menular di antaranya 
gonorhoe atau kencing nanah, dan syphilis. Kedua jenis penyakit tersebut 
secara mudah dapat diketahui sarangnya terdapat pada diri Pekerja Seks 
Komersil (PSK).2 
Praktik prostitusi sendiri terdapat tiga komponen diantaranya Pekerja 
Seks Komersial (PSK), mucikari atau germo, dan pelanggan seks (pengguna 
jasa seks). Dalam mempermudah proses prostitusi, mucikari bertugas sebagai 
mencari pelanggan, menyediakan sarana, mencari tempat bertemu, dan lain 
sebagainya. Mucikari sendiri merupakan aspek penting dalam pratik prostitusi 
karena sebagian besar praktik prostitusi karena mucikari yang mempertemukan 
                                                             
       2 Soedjono D.,Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat, 
(Bandung: Karya Nusantara, 1997), hlm. 109. 
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dan mengatur apa saja yang harus dilakukan oleh pekerja seks dan pengguna 
jasa seks. 
Mucikari berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan 
mendapat komisi daripenerimaan PSK yang persentasenya dibagi berdasarkan 
perjanjian. Mucikari biasanyaamat dominan dalam mengatur hubungan ini, 
karena kebanyakan PSK yang berhutang budi kepadanya. Banyak PSK yang 
diangkat dari kemiskinan oleh mucikari, walaupun dapat terjadi eksploitasi oleh 
mucikari kepada anak asuhnya. Seperti ini pula mucikari dalam dunia 
prostitusi, mereka hanya sebagai penghubung antara pekerja seks komersial 
dengan mereka lelaki mata keranjang.3 
Dalam hukum positif, terdapat Undang-Undang yang menyinggung 
tentang tindak pidana prostitusi yaitu dalam KUHP pasal 296 jo pasal 506 
dengan tegas melarang seseorang yang membantu dan menyediakan pelayanan 
seks secara illegal, artinya larangan hanya diberikan untuk mucikari atau 
germo. Dan perbuatan tersebut juga melanggar Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dijelaskan bahwa yang dimaksud 
dengan TPPO adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, 
pengiriman, pemindahan, atau penerimaanseseorang dengan ancaman 
kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, 
                                                             
       3 Umi Chulsum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Surabaya: Kashiko, 2006), hlm. 473. 
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penipuan, penyalahgunaan kekerasan atau posisi rentan, penjeratan utang atau 
memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang 
yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam 
negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan 
orang tereksploitasi.4 
Sanksi Pidana yang menyangkut tentang Mucikari dalam Tindak Pidana 
Prostitusi diatur dalam pasal 296 jo pasal 506 KUHP dan Undang-Undang 
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 
Orang dalam pasal 12 jo pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 
2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.5 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Perdagangan Orang pasal 12 dijelaskan bahwa setiap orang yang 
menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang 
dengan cara persetubuhan atau pencabulan dengan korban tindak pidana, 
memperkerjakan korban untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau 
                                                             
       4 Henny Nuraeny, “Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan 
Pencegahannya”, (Jakarta: Sinar Grafika,2013), hlm. 98 
       5 Mia Amalia, “Analisis jurnal terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan dengan Etika 
Moral serta Upaya Penanggulangan di Kawasan Cisarua Kampung Arab”, Jurnal Mimbar Justitia, Vol 
II No 2, 2016.  
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mengambilkeuntungan dari korban sebagai yang dimaksud dalam pasal 2, pasal 
3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 6.6 
Dan yang bersangkutan yaitu pasal 2 ayat (1) yang dijelaskan bahwa 
setiap orang yang melakukan perekrutan, penampungan, pengiriman, 
pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman, dan lain sebagainya 
serta dengan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh 
persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan 
mengeksploitasi, diancam pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan 
paling lama (15) lima belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 
120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 
600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).7 
Sedangkan Hukum Pidana Islam, pada hakikatnya semua perbuatan 
asusila adalah hukumnya haram. Sebab segala perbuatan asusila yang dilakukan 
dilakukan diluar pernikahan adalah perbuatan zina. Adapun tindak pidanayang 
terkait dengan tindakan asusila adalah seperti pelaku prostitusi, lesbian dan 
homoseks, sebagian pendapat mengatakan pelaku tidak dihukum ḥad melainkan 
dengan ta’zīr. 
Tindak pidana asusila terkait prostitusi merupakan suatu kegiatan atau 
keadaan yang mengarah ke zina. Zina merupakan perbuatan hubungan seksual 
                                                             
       6 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Orang, Bab II, 
pasal 12 
       7 Ibid., pasal 2 ayat (1)  
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atau persetubuhan diluar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan 
perempuan yang kedua-duanya atau salah satu masih dalam hubungan 
perkawinan yang sah. Tidak hanya larangan perbuatan yang mengarah ke 
perzinaan tatapi juga mengharamkan keberadaan prostitusi. 
Perbuatan zina tegas dilarang dalam Agama Islam, larangan tersebut 
diatur dalam Al-Qur’an terdapat dalam QS Al-Isra’ ayat 32, An-Nur ayat 2, 
yang berbunyi:8 
QS AL-Isra’ ayat 32:  
 ًلايِبَس ءاَسَو ًةَشِحاَف َناَك ُهَّنِإ َنَِّزلا ْاُوبَرْق َت َلاَو-٢٣  
“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu 
adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”.9 
QS An-Nur ayat 2: 
 ِِب مُكْذُخْأَت َلاَو ٍةَدْلَج َةَئِم اَمُهْ نِّم ٍدِحاَو َّلُك اوُدِلْجاَف نِاَّزلاَو ُةَِيناَّزلا  ِ ِةَْفََ  اَم ُتنُك نِإ ِهَّللا ِنيِد ْم
 ْؤُمْلا َنِّم ِةَِفئَاط اَمُه َباَذَع ْدَهْشَيْلَو ِرِخْلْا ِمْو َيْلاَو ِهَّللِاب َنوُنِمْؤ ُت َينِنِم-٣ -  
 “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka 
deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan 
janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk 
(menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan 
                                                             
       8 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm.38 
       9 Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, Al Qur’an dan Terjemahnya..., hlm. 429 
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hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka 
disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.10 
Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat 
hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur 
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang 
Gubernur.Bahwa berdasarkan amanah Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, hukum Jinayat (hukum Pidana) 
merupakan bagian dari Syari’at Islam yang dilaksanakan di Aceh. 11 
Terdapat larangan terhadap Tindak Pidana Mucikari dalam Qanun 
Aceh, yaitu terdapat dalam pasal 33 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 
2014 tentang Hukum Jinayat, yang berbunyi : 
“Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja 
menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina, diancam 
dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali 
dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni 
dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan”.12 
 
 
                                                             
       10 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta:Darus Sunnah, 2012) Hlm. 285 
       11 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, pasal 1 
       12 Ibid., pasal 33 
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Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian yang dituangkan dalam judul skripsi “SANKSI TERHADAP 
MUCIKARI DALAM TINDAK PIDANA PROSTITUSI MENURUT 
HUKUM POSITIF DAN QANUN ACEH”. 
 
B. Rumusan Masalah  
Dari judul skripsi diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam 
penulisan skripsi diatas adalah:  
1. Bagaimana Pandangan Hukum Positif dan Qanun Aceh terhadap Mucikari 
dalam Tindak Pidana Prostitusi ? 
2. Bagaimana Sanksi Terhadap Mucikari dalam Tindak Pidana Prostitusi 
ditinjau dari Hukum Positif dan Qanun Aceh ? 
3. Bagaimana Penerapan Efektivitas Hukum Mengenai Sanksi Terhadap 
Mucikari dalam Pandangan Hukum Positif dan Qanun Aceh ?  
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Positif dan Qanun Aceh terhadap 
Mucikari dalam Tindak Pidana Prostitusi  
2. Untuk mengetahui Sanksi Terhadap Mucikari dalam Tindak Pidana 
Prostitusi ditinjau Hukum Positif dan Qanun Aceh. 
3. Untuk mengetahui Penerapan Efektivitas Hukum Mengenai Sanksi 
Terhadap Mucikari dalam Pandangan Hukum Positif dan Qanun Aceh.  
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D. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan objek studi yang dilakukan Sanksi terhadap Mucikari 
dalam Tindak Pidana Prostitusi maka beberapa manfaat yang diharapkan dapat 
diperoleh adalah sebagai berikut: 
1. Secara teoritis  
Untuk memberi pemahaman bagi sipenulis dan bagi masyarakat beberapa 
penjelasan menenai Mucikari dalam Prostitusi dan  mengetahui sanksi apa 
saja yang pantas diberikan kepada sipelaku. 
2. Secara praktis  
Hasil pengetahuan ini diharapkan dapat memberi penjelasan terhadap 
masyarakat tentang sanksi yang diperoleh dalam melakukan 
perbuatanMucikari  dan supaya penegakan hukum terhadap Mucikari 
dalam Prostitusi segera bisa diterapkan. 
 
E. Kerangka Teori 
1. Pengertian Prostitusi  
Prostisusi sering disebut juga sebagai pelacur atau pelacuran dari 
Bahasa Latin prostituare atau prostauree yaitu membiarkan diri berbuat 
zina, pencabulan, dan pergendakan. Dalam Bahasa Inggris prostitusi 
disebut prostitution yang artinya tidak jauh beda dengan Bahasa Latin yaitu 
10 
 
 
pelacuran, atau ketunasusilaan. Orang yang melakukan perbuatan prostitusi 
disebut pelacur yang dikenal juga dengan WTS atau Wanita Tuna Susila.13 
Prostitusi dapat disebut gejala sosial ketika wanita menyediakan 
dirinya untuk perbuatan seksual sebagai mata pencahariannya. Prostitusi 
adalah suatu perbuatan dimana seorang wanita memperdagangkan atau 
menjual tubuhnya, untuk memperoleh pembayaran dari laki-laki yang 
datang membayarnya dan wanita tersebut tidak ada mata pencaharian 
nafkah lain dalam hidupnya kecuali yang diperoleh dengan melakukan 
hubungan sebentar-sebentar dengan banyak orang.14 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa prostitusi adalah bentuk 
penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls/dorongan seks 
yang tidak wajar dan terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu 
seks tak terkendali dengan banyak orang (promiskuitas), disertai eksploitasi 
dan komersialisasi seks yang impersonal tanpa efeksi sifatnya. 
Umumnya para Pekerja Seks Komersil (PSK) itu hanya mencari 
nafkah dengan menjual dirinya, mereka lalu disebut pendosa para pembeli 
dan pengguna jasa. Kemiskinan seksualitas dalam prostitusi yang 
sepenuhnya bersifat pribadi bagi konsumen dan menjadi barang komoditi 
bagi Pekerja Seks Komersial (PSK) bukan pondasi yang kuat bagi 
                                                             
       13 Kartini Kartono, Patologi Social, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 177 
       14 John Godwin, Pekerjaan Seks dan Hukum diAsia Pasifik: Hukum, HIV, dan Hak Asasi Manusia 
dalam Konteks Pekerjaan Seks, 2012, hlm. 32 
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pengurangan hak-hak para Pekerja Seks Komersial (PSK) apalagi 
mendiskriminasikannya. Serta faktor ekonomi lah yang paling menjadi 
faktor utama para Pekerja Seks Komersil (PSK) terpaksa melakukan 
pekerjaan ini. 
Sedangkan menurut Hukum Islam, prostitusi termasuk dalam 
kategori zina. Karena dalam Islam zina merupakan setiap hubungan antara 
laki-laki dan perempuan yang belum terikat dalam pernikahan baik sama-
sama suka ataupun tidak suka, namun hubungan tersebut dinamakan zina.  
Dalam Hukum Islam, para pelaku prostitusi dianggap telah berbuat 
zina maka pelakunya dihukum dengan hukuman rajam (dilempari batu 
sampai meninggal dengan disaksikan banyak orang), apabila pelakunya 
muḥṣan (sudah menikah). Namun jika pelakunya gairu muḥṣan (belum 
menikah) maka ia  dihukum cambuk 100 kali. 15 
2. Pengertian Mucikari  
Mucikari adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, 
pemilik pekerja seks komersial (PSK). Dalam kebanyakan bisnis seks, 
khusunya yang bersifat massal, pekerja seks tidak langsung berhubungan 
dengan pengguna jasa. Mucikari berperan sebagai penghubung kedua pihak 
ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan PSK yang persentasenya 
dibagi berdasarkan perjanjian. Mucikari biasanya amat dominan dalam 
                                                             
       15 Makhrus Munajat, Hukum Pidan Islam di Indonesia, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009, hlm.135 
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mengatur hubungan ini, karena banyak PSK yang berhutang budi 
kepadanya. Banyak PSK yang diangkat dari kemiskinan oleh mucikari, 
walaupun dapat terjadi eksploitasi oleh mucikari kepada anak asuhnya. 
Sama seperti pada mucikari dalam dunia prostitusi online, mereka hanya 
sebagai penghubung antara Pekerja Seks Komersial dengan mereka lelaki 
yang ingin menggunakan jasa nya untuk kepuasan hawa nafsu atau biasa 
disebut dengan lelaki mata keranjang.16 
Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pekerjaan 
mucikari yaitu sebagai berikut :17 
a. Faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan 
b. Faktor orang tua yang kurang memberikan perhatian dan pengawasan 
c. Faktor pergaulan yang bebas menyebabkan seseorang tak canggung 
melakukan hubungan seks sehingga timbulnya kejahatan seksual dan 
kepuasan tersendiri pada diri si pelaku. 
Dalam Islam, mucikari merupakan perbuatan yang sangat dilarang. 
Karena berkaitan dengan perdagangan perempuan baik dewasa maupun 
anak dibawah umur. Selain itu, mucikari juga dianggap sebagai  perbuatan 
yang menyediakan peluang untuk berzina, sehingga pelaku mucikari juga 
sama dengan yang melakukan zina. Dalam Hukum Islam, berdasarkan 
                                                             
       16 Susi Konitatin, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jombang 
Nomor : 302/Pid.B/2015/PN.JBG tentang Tindak Pidana Mucikari”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas 
Syari’ah dan Hukum Jurusan Hukum Publik Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018 
       17Ibid. 
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ketentuan dalam surat an-Nur ayat 33, pekerjaan mucikari adalah haram 
hukumnya. 
Sedangkan dalam Qanun Aceh, pelaku mucikari merupakan orang 
yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah 
zina, diancam melanggar ketentuan Pasal 33  ayat (3) Qanun Aceh Nomor 
6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang diancam dengan ‘Uqubat 
Ta’zīr cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling 
banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 
(seratus) bulan.18 
3. Sanksi terhadap pelaku Mucikari  
Sanksi Pidana merupakan suatu  jenis sanksi yang bersifat nestapa 
yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan 
pidana atau tindak pidana yang dapat menganggu atau membahayakan 
kepentingan hukum. Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja 
dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan memenuhi unsur 
syarat-syarat tertentu.  
Dalam Hukum Positif di Indonesia, mucikari diatur dalam Pasal 
296 jo pasal 506 KUHP dan pasal 12 jo pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 
Orang yang bunyinya: 
                                                             
       18 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat  
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Pasal 296 KUHP: 
“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan 
perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya 
sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara 
paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima 
belas ribu rupiah”.19 
Pasal 506 KUHP:  
“Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang 
wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancamdengan pidana 
kurungan paling lama satu tahun”.20 
 
 Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 
“Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak 
pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan 
atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana 
perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana 
perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau 
mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang 
dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”.21 
 Pasal 2 ayat (1)  
“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, 
penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang 
dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, 
penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau 
posisi rentan, penjeratanutang atau memberi bayaran atau manfaat 
walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang 
kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut 
                                                             
        19 3 Kitab Undang-Undang KUHPer KUHP KUHAP, (Graha MediaPress, 2016), Pasal 296 
       20 Ibid., Pasal 506 
       21 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 
Orang, pasal 12  
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di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 
tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus 
dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam 
ratus juta rupiah)”.22 
Sedangkan dalam Qanun Aceh, sanksi yang diberikan kepada 
pelaku mucikari diancam melanggar ketentuan Pasal 33  ayat (3) Qanun 
Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang berbunyi: 
“Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja 
menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina, diancam 
dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali 
dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni 
dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan”.23 
 
4. Hukuman Ḥad dan Ta’zīr 
Hukuman ḥad sebagai hak Allah, yang artinya ketentuan tentang 
sanksi terhadap pelaku kejahatan, berupa siksaan fisik atau moral, menurut 
syariat yaitu ketentuan ketetapan Allah yang terdapat dalam Al-Qur’an, 
dan/atau kenyataan yang dilakukan oleh Rasulullah.24 
Hukuman ḥad dijatuhkan dalam tujuh perkara berikut yaitu:25 
                                                             
       22 Ibid., pasal 2 ayat 1  
       23 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, pasal 33 
       24 Zainuddin Ali, Hukum Islam :Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta : Sinar 
Grafika, 2006), hlm. 106 
       25 Abdur Rahman, Tindak Pidana dalam Syari’at Islam, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1992), hlm 
13-14 
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a. Hukuman yang dituntut karena melakukan pembunuhan (dengan 
sengaja), penganiayaan sampai mati, atau mengakibatkan cacat tubuh 
b. Hukuman bagi pencuri dengan potong tangan 
c. Hukuman bagi pezina yaitu dirajam sampai mati bagi orang yang telah 
menikah, dan dicambuk seratus kali bagi orang yang belum pernah 
menikah 
d. Hukuman bagi orang memfitnah (menuduh tanpa bukti) berupa 
delapan puluh kali cambukan 
e. Hukuman mati bagi orang yang murtad (keluar dari islam) 
f. Hukuman cambuk sebanyak delapan puluh kali karena mabuk 
(minum-minuman keras) 
g. Hukuman bagi perampok atau pembegal (Qata’ Al Thaliq), dengan 
dibunuh (hukuman mati), potong tangan dan kaki bersilang, atau di 
buang/ dipenjara, berdasarkan beratnya tindak pidana yang dilakukan. 
Ta’zīr merupakan hukuman yang bersifat mendidik yang tidak 
mengharuskan pelakunya dikenakan ḥad dan tidak pula harus membayar 
kuffarah atau diyat.26 Hukuman ta’zīr itu tidak ditetapkan dengan ketentuan 
                                                             
       26 Zainuddin Ali, Hukum Islam :Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta : Sinar 
Grafika, 2006), hlm 129 
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Allah dan Rasul-Nya, dan Qadhi diperkenankan untuk mempertimbangkan 
baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya.27 
Jenis hukuman yang termasuk jarimah ta’zīr antara lain hukuman 
penjara, skors atau pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran dengan kata-
kata, dan jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran 
dari perilakunya. Dalam hukum Islam, hukuman ta’zīr diserahkan 
sepenuhnya dengan kesepakatan manusia. Keputusan mengenai sanksi 
hukum dan pihak yang diberi kewenangan untuk menetapkan jenis 
hukuman dan pelaksana ta’zīr adalah pemerintah.28 
F. Tinjauan Pustaka 
Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggali informasi dari penelitian-
penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan baik mengenai kekurangan 
atau kelebihan yang sudah ada.Selain itu peneliti juga menggali informasi dari 
buku-buku maupun skripsi dan jurnal dalam rangka mendapatkan suatu 
informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang 
digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah. Penelitian-penelitian 
tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut: 
 Yang pertama, yaitu penelitian dari Calvin dalam skripsinya yang 
berjudul “Sanksi Pidana Terhadap Mucikari yang Memasarkan Prostitusi 
                                                             
       27 Ibid, Abdur Rahman, hlm 14 
       28 Ibid, Zainuddin Ali, hlm 129.  
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melalui Sarana Media Online (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri 
Denpasar No 642/Pid.B/2015/PN.Dps)”29 Dalam skripsi tersebut lebih 
membahas tentang analisis putusan Pengadilan Negeri Denpasar No 
643/Pid.B/2015/PN.Dps dan membahas masih lemahnya hukuman bagi pelaku 
mucikari, sedangkan skripsi saya membahas tentang sanksi apa saja yang 
dikenakan terhadap pelaku Mucikari dalam Prostitusi. 
 Yang kedua, yaitu penelitian dari Fahtiya Rizza Amalia dalam skripsinya 
yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penyedia Sarana 
Praktik Prostitusi (Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pid.B/2013/PN.Br)”30 Dalam 
skripsinya tesebut lebih fokus terhadap penjatuhan hukuman hanya pada Pasal 
296 KUHP saja. Sedangkan skripsi saya terdapat Pasal 296 KUHP dan Pasal 
506 KUHP dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Perdagangan Orang. 
 Yang ketiga, yaitu penelitian dari Mia Amalia dalam jurnal yang berjudul 
“Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan dengan Etika Moral 
serta Upaya Penanggulangan di Kawasan Cisarua Kampung Arab” Jurnal 
                                                             
       29 Calvin, ”Sanksi Pidana Terhadap Mucikari yang memasarkan Prostitusi Melalui Sarana Media 
Online (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No 642/Pid.B/2015/PN.Dps)”,Skripsi tidak 
diterbitkan, Fakultaas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta,  2018 
       30 Fahtiya Rizza Amalia, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyedia Sarana Praktik 
Prostitusi (Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pid.B/2013/PN.Br)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, 2015. 
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Mimbar Justitia Vol II No 2 tahun 2016.31 Dalam jurnal tersebut membahas 
tentang Tindak Pidana Prostitusi yang dihubungkan dengan Etika Moral, 
sedangkan skripsi saya membahas tentang Sanksi bagi Mucikari dalam KUHP, 
Undang-Undang, dan Qanun Aceh.  
 Yang keempat, yaitu penelitian dari Arivai Nazaruddin Sembiring dalam 
jurnalnya yang berjudul “Tindak Pidana Terkait Asusila Berdasarkan Hukum 
Pidana (KUHP) di Indonesia dan Syari’at Islam di Banda Aceh (Studi 
Penelitian di Kota Banda Aceh)” USU Law Jurnal Vol 4 no 2 tahun 2016.32 
Menjelaskan tentang Tindak Pidana Prostitusi ditinjau dari KUHP dan Syari’at 
Islam di Aceh. Sedangkan skripsi saya menjelaskan tentang Mucikari dalam 
Tindak Pidana Prostitusi ditinjau dari Hukum Positif dan Qanun Aceh.  
 Yang kelima, yaitu Skripsi dari Kuswatun Khasanah yang berjudul 
“Pidana Terhadap Pelaku Zina”33 yang menjelaskan tentang Persamaan dan 
Perbedaan antara Pandangan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif. 
Sedangkan skripsi saya membahas tentang  sanksi terhadap Mucikari dalam 
                                                             
       31 Mia Amalia, “Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi dihubungkan dengan Etika Moral 
serta Upaya Penanggulangan di Kawasan Cisarau Kampung Arab”, Jurnal Mimbar Justitia, (Jawa 
Barat) Vol II Nomor 2, 2016.  
        32 Arivai Nazaruddin Sembiring, dkk, “Tindak Pidana terkait Asusila Berdasarkan Hukum Pidana 
(KUHP) di Indonesian dan Syari’at Islam di Banda Aceh (Studi Penelitian di Kota Banda Aceh”, USU 
Law Jurnal, (Medan) Vol 4 Nomor 2, 2016. 
       33 Kuswatun Khasanah, Pidana Terhadap Pelaku Zina” Fakultas Syariah STAIN Surakarta, 
Surakarta, 2007. 
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Prostitusi menurut Hukum Positif dan pasal 33 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 
2014. 
 
G. Metode Penelitian 
Dalam penyusunan suatu karya ilmiah, penggunaan metode mutlak 
diperlukan untuk mempermudah penelitian sebagai cara kerja yang efektif dan 
rasional guna mencapai hasil penelitian yang optimal, berikut uraiannya: 
1. Jenis penelitian  
Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah 
library research (penelitian pustaka) yaitu penelitian yang dilakukan 
dengan mengumpulkan bahan melalui literature yang sesuai dengan judul 
yang diangkat yaitu Sanksi terhadap Mucikari dalam Tindak Pidana 
Prostitusi Menurut Hukum Positif dan Qanun Aceh. Literatur yang 
digunakan bersumber dari perpustakaan, buku-buku, jurnal, dokumen, dan 
materi yang dapat dijadikan sumber rujukan. 
2. Sumber data  
Karena penelitian ini penelitian pustaka,maka menggunakan data 
sekunder,yaitu data yang didapat dari keterangan-keterangan atau 
pengetahuan yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi-studi 
kepustakaan seperti buku-buku,hasil-hasil penelitian atau sumber tertulis 
lainnya.Data sekunder juga berhubungan dengan permasalahan yang 
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diteliti.Adapun data dalam penelitian ini diperoleh dari tiga sumber Bahan 
hukum yaitu : 
a. Bahan Hukum Primer  
Bahan hukum primer meliputi bahan hukum yang mempunyai 
kekuatan mengikat.34 Dapat berupa pasal 296 jo pasal 506 KUHP, 
Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana 
Perdagangan Orang dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang 
Hukum Jinayat yang menyangkut penelitian ini.  
b. Bahan Hukum Sekunder  
Bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak 
langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun 
tulisan, buku-buku hasil dari kalangan hukum, hasil-hasil penelitian 
seperti skripsi dan jurnal hukum tentang prostitusi.35 
c. Bahan Hukum Tersier  
Tulisan yang mendukung dalam pembahasan permasalahan yang 
diteliti seperti Ensiklopedia Hukum Islam dan Kamus.36 
3. Teknik pengumpulan data  
Salah satu rangkaian dalam penelitian yang sangat penting yaitu 
pengumpulan data,karena pengumpulan data ini bertujuan untuk 
                                                             
      34 M.Syamsudin, Operasional Penelitian Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 
99. 
       35 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 23. 
       36 Ibid, hlm. 24. 
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mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang permasalahan yang 
diteliti,untuk menghindari kerancuan atau kekurangan data untuk 
penelitian.  
4. Analisis Data 
Analisis data kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses 
penyimpulan deduktif serta pada dinamika hubungan yang diamati,dengan 
menggunakan logika ilmiah.Dalam hal ini penekananya tidak pada 
pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian 
melalui cara berpikir formal dan argumentatif. Sedangkan pada penelitian 
ini menggunakan metode kompratif yaitu bertujuan untuk mengetahui 
kemungkinan sebab akibat yang ada tentang permasalahan tersebut.37 
 
H. Sistematika Penulisan 
Secara keseluruhan skripsi terdiri dari lima bab. Untuk mempermudah 
penyusunan skripsi ini agar lebih terarah,serta membahas dan menjabarkan 
rangkaian pembahasan dari awal hingga akhir secara sistematis,maka 
disusunlah kerangka penulisannya. Adapun sistematika pembahasan ini 
meliputi: 
Bab pertama adalah sebuah pendahuluan yang merupakan abstrak dari 
format skripsi, isinya Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan 
                                                             
       37 Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 96. 
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Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Pustaka, Metode 
Penelitian, dan Sistematika Penulisan.  
Bab kedua, secara umum membahas tentang pengertian tindak pidana, 
pengertian Hukum Pidana Islam, Pengertian Mucikari, Pengertian Prostitusi, 
dan Penjelasan tentang Keefektifan Hukum.  
Bab ketiga, bab ini secara umum membahas tentang isi Pasal 296 jo 
Pasal 506 KUHP, Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana 
Perdagangan Orang danisi Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014, dan membahas 
tentang sanksi terhadap mucikari.  
Bab keempat, membahas tentang analisis sanksi mucikari dalam tindak 
pidana prostitusi menurut Hukum Positif dan Qanun Aceh dalam perspektif 
Ta’zīr, serta membahas tentang persamaan dan perbedaan Hukum Positif dan 
Qanun Aceh serta Efektivitas Hukum mengenai Mucikari. 
Bab kelima, berisi tentang kesimpulan dan saran yang merupakan 
rangkuman yang terdapat pada bagian akhir dari penelitian skripsi ini. Dalam 
bab akhir ini dijelaskan kesimpulan dari keseluruhan bahasan sebagai jawaban 
yang ada pada rumusan masalah, dengan disertai saran yang membangun agar 
menjadi masukan bagi peneliti.  
24 
BAB II 
LANDASAN TEORI TENTANG MUCIKARI DALAM TINDAK PIDANA 
PROSTITUSI  
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana  
Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang 
diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Tindak 
pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, 
yaitu strafbaar feit, kadang juga menggunakan istilah delict, yang 
berasal dari bahasa latin delictum. Hukum Pidana Negara-Negara 
Anglo-Saxon menggunakan istilah offense atau criminal act untuk 
maksud yang sama. Oleh karena Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
(KUHP) bersumber dari W.V.S Belanda maka istilah aslinya pun sama, 
yaitu strafbaar feit (perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang 
diancam dengan hukuman).1 
Beberapa unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa ahli 
diantaranya:2 
a. Simons, unsur-unsur tindak pidana adalah: 
1) Unsur subjektif yaitu: 
a) Orang yang mampu bertanggung jawab.  
                                                             
       1 Nurul Irfan, Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam, (Jakarta: AMZAH, 2011), hlm. 23 
       2 fh.unsoed.ac.id, diakses pada 21 Sep 2019 pukul 18.44 
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Ada 2 faktor untuk menentukan adanya kemampuan 
bertanggung jawab, yaitu: 
i. Faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatann 
yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan 
ii. Faktor kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah 
lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang 
diperbolehkan dan tidak diperbolehkan.  
b) Kesalahan artinya perbuatan harus dilakukan dengan 
kesalahan.  
2) Unsur subjektif, yaitu: 
a) Perbuatan orang; 
b) Akibat yang kelihatan; 
c) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu.  
b. Merger, unsur pidana yaitu: 
1) Perbuatan dalam arti luas oleh manusia 
2) Bersifat melawan hukum  
3) Dapat dipertanggung jawabkan  
4) Diancam dengan pidana  
c. Van Hamel, yaitu: 
1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam UU  
2) Bersifat melawan hukum  
3) Dilakukan dengan kesalahan  
d. Van Baumen, yaitu: 
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1) Perbuatan oleh manusia  
2) Bersifat melawan hukum  
3) Dilakukan dengan kesalahan.  
 
B. Tinjauan UmumTentang Hukum Pidana Islam 
1. Pengertian Hukum Pidana Islam 
Hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam atau 
fiqh secara umum yang merupakan disiplin ilmu tentang islam atau 
syariah, dimana ajaran dasar agama islam meliputi tiga aspek pokok, 
yaitu Imam, Islam, dan Ihsan; atau Akidah, Syariah, dan Akhlak. Ketiga 
aspek pokok ini memerlukan tiga disiplin ilmu yang berbeda. Ilmu 
tentang imam atau akidah disebut dengan ilmu tauhid, ilmu tentang 
Islam atau syariah disebut dengan ilmu fiqh, dan ilmu tentang ihsan 
atau akhlak disebut dengan ilmu tasawuf. 3 
Hukum Pidana Islam didefinisikan meliputi dua kata pokok, 
yaitufiqh dan jināyah. Secara etimologis, fiqh berasal dari kata faqiha-
yafqahu yang berarti memahami ucapan secara baik. Dan secara 
terninologi, fiqh didefinisikan oleh Qahhab Al-Zuhaili, Abdul Karim 
Zaidan, dan Umar Sulaiman dengan mengutip definisi Al-Syafi’i dan 
Al-Amidi, yaitu ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat 
amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang terperinci. 4 
                                                             
       3 M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: AMZAH, 2016), hlm. 1 
       4 ibid., hlm. 3. 
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Dengan demikian, fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum 
syariah yang bersifat praktis dan merupakan hasil analisis seorang 
mujtahid terhadap dalil-dalil yang terperinci, baik yang terdapat dalam 
Al-Qur’an maupun hadis.5 
Adapun istilah jināyah yang juga berasal dari Bahasa Arab, 
berasal dari kata janā-yajnī-janyan-jināyatan yang berarti ażnaba 
(berbuat dosa) atau tanāwala (menggapai atau memetik dan 
mengumpulkan) seperti dalam kalimat janāal-żahaba (seseorang 
mengumpulkan emas dari penambangan). Dalam menerangkan makna 
kata jināyah ini, Louis Ma’ruf mengatakan bahwa kata janāberarti 
irtakaba żanban (melakukan dosa). Pelakunya disebut jānindan bentuk 
jamaknya adalah janātin. 
Sementara itu, secara terminologis, jināyah didefinisikan 
beberapa pakar diantaranya menurut Al-Jurjani dalam kitab Al-Ta’rifat 
ia mendefinisikan jināyah adalah semua perbuatan yang dilarang yang 
mengandung mudarat terhadap nyawa atau selain nyawa. Kemudian 
menurut Abdul Qadir Audah, jināyah adalah nama bagi sebuah 
tindakan yang diharamkan secara syara’, baik tindakan itu terjadi pada 
jiwa, harta, maupun hal-hal lain.6 
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Hukum 
Pidana Islam atau fiqh jināyah adalah ilmu tentang hukum-hukum 
syariah yang digali dan disimpulkan dari Al-Qur’an dan hadis tentang 
                                                             
       5 Ibid., hlm. 4 
       6 Ibid.  
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kriminalitas yang berkaitan dengan keamanan jiwa (nyawa) dan 
anggota tubuh, baik menyangkut lima aspek (agama, nyawa, akal, 
kehormatan (nasab), dan harta) maupun tidak.7 
2. Unsur atau rukun jināyah 
Pengertian jināyah mengacu kepada perbuatan-perbuatan yang 
dilarang oleh syara’ dan diancam dengan hukuman ḥad atau Ta’zīr. 
Dalam kaitan ini, larangan tersebut dapat berupa larangan untuk tidak 
melakukan sesuatu atau larangan untuk melakukan sesuatu. Larangan-
larangan atas perbuatan-perbuatan yang termasuk kategori jināyah 
berasal dari ketentuan (naṣṣ) syara’. Artinya perbuatan manusia dapat 
dikategorikan sebagai jināyah jika perbuatan tersebut diancam 
hukuman. 8 
Dari penjelasan tersebut, dapat ditarik unsur atau rukun umum 
dari jinayah. Unsur atau rukun jināyah tersebut adalah: 
a. Adanya naṣṣ, yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang 
disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan di atas. Unsur 
ini dikenal dengan istilah “unsur formal” (al-Rukn al-Syar’i)  
b. Adanya unsur perbuatan yang membentuk jināyah, baik berupa 
melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan 
yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan “unsur material” (al-
Rukn al-Mādī) 
                                                             
       7 Ibid., hlm. 12 
       8 Ahmad Djazuli, Fiqh Jinayah (upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam), (Jakarta: PT 
Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 2 
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c. Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima khithāb atau 
dapat memahami taklīf, artinya pelaku kejahatan adalah mukallaf, 
sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka 
lakukan. Unsur ini dikenal dengan “unsur moral” (al-Rukn al-
Adabī). 9 
3. Asas-asas dalam Hukum Pidana Islam  
Secara umum, hukum pidana Islam memiliki tiga asas, yaitu:10 
a. Asas keadilan  
Asas keadilan merupakan asas yang paling penting dan 
mencakup semua asas dalam Hukum Islam. Keadilan menjadi 
asas yang mendasari proses dan sasaran hukum Islam. 
b. Asas kepastian hukum  
Asas kepastian hukum artinya tidak ada satu perbuatan pun 
yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan kepastian hukum atau 
aturan hukum berupa ayat Al-Qur’an, hadis, atau fatwa para 
ulama. Asas ini senada dengan asas legalitas dalam hukum pidana 
islam. 
c. Asas kemanfaatan  
Asas kemanfaatan adalah asas yang mengiringi asas 
keadilan dan asas kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas 
keadilan dan kepastian hukum, sebagiannya dipertimbangkan asas 
kemanfaatannya, baik bagi yang bersangkutan maupun orang lain. 
                                                             
       9 Ibid., hlm. 3 
       10 M. Nurul Irfan, hukum pidana islam..., hlm. 12-15 
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Selanjutnya, terkait dengan asas-asas hukum pidana Islam 
terdapat enam asas pokok, yaitu:11 
a. Asas legalitas  
Asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak 
ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-
undang yang mengaturnya. Asas ini dirumuskan dalam Pasal 1 
ayat (1) KUHP. 
b. Asas tidak berlaku surut  
Topo Santoso menyatakan bahwa asas ini melarang 
berlakunya hukum pidana ke belakang, yaitu kepada perbuatan 
yang belum ada aturannya. Dengan kata lain, hukum pidana harus 
berjalan ke depan. Pelanggaran terhadap asas ini mengakibatkan 
pelanggaran terhadap hak asasi manusia. 
c. Asas praduga tak bersalah 
Asas ini memiliki arti bahwa seseorang yang dituduh 
melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah 
sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan dan tidak 
terdapat unsur keraguan sedikitpun menyatakan dengan tegas 
kesalahan itu. 
d. Asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain 
                                                             
       11 Ibid., hlm. 15-22 
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Artinya seseorang harus bertanggung jawab atas segala hal 
yang telah dilakukan dan tidak ada konsep pelimpahan kesalahan 
kepada pihak lain. 
e. Asas keharusan membatalkan hukuman akibat unsur keraguan 
Hal ini harus dilakukan sebab seorang hakim yang salah 
dalam memberikan pemanfaatan, jauh lebih baiki daripada 
seorang hakim yang salah dalam menjatuhkan vonis hukuman. 
f. Asas kesamaan di hadapan hukum  
Dalam hukum pidana Islam tidak ada perbedaan antara 
pejabat dan rakyat, antara orang kaya dan orang miskin, serta 
antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Adapun 
yang membedakan adalah ketakwaan seseorang terhadap Allah 
SWT. 
4. Ruang Lingkup Hukum Pidana Islam  
Ruang lingkup hukum pidana Islam meliputi tiga bidang pokok, 
yaitu tindak pidana qiṣāṣ, ḥudūd, dan ta’zīr. Qiṣāṣ terdiri dari dua 
macam, yaitu qiṣāṣ dalam tindak pidana pembunuhan dan 
penganiayaan. Sementara itu, tindak ḥudūd meliputi tujuh macam, yaitu 
perzinaan, penuduhan zina, pencurian, perampokan, pemberontakan, 
perbuatan minum khamr atau penyalahgunaan narkoba, dan perbuatan 
murtad. Selanjutnya, semua jenis tindak pidana yang tidak masuk ke 
dalam ranah qiṣāṣ dan ḥudūd masuk ke dalam ranah jarīmah yang 
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diancam dengan hukuman ta’zīr, yaitu hukuman yang diterapkan oleh 
otoritas yang berwenang di sebuah lembaga atau negara tertentu.12 
a. Qiṣāṣ 
Secara bahasa, qiṣāṣ berasal dari kata qaṣṣa-yaquṣṣu-
qiṣaṣan yang berarti mengikuti dan menelusuri jejak kaki. Arti 
qiṣāṣ secara terminologi antara lain dikemukakan oleh Al-Jurjani, 
yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi perbuatan) kepada 
pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap 
korban. Dalam Al-Mu’jam Al-Wasiṭ, qiṣāṣ diartikan dengan 
menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama 
persis dengan tindak pidana yang dilakukan; nyawa dengan nyawa 
dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh. 
Hukuman pembalasan secara setimpal ini tidak dibenarkan 
kalau dilakukan secara individu dan tidak melibatkan negara. Jika 
qiṣāṣ dilaksanakan secara bebas, dipastikan akan terjadi kekacauan 
dan perang saudara antar kelompok suku atau golongan. Hal ini 
disebut dalam QS Al-Baqarah  (2) ayat 178 yang berbunyi:13 
 
                                                             
       12 Ibid.., hlm. 24. 
       13 https://tafsirweb.com/677-surat-al-baqarah-ayat-178.html, diakses pada 25 Sep 2019 pukul 
08.07 
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 َل ْ تَقْلا فِ ُصاَصِقْلا ُمُكْيَلَع َبِتُك اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأ َاي ى  ۖ  ْلِاب ُدْبَعْلاَو ُِّرْلِْاب ُُّرْلْا ِدْبَع
 ٰىَث ُْنْلِْاب ٰىَث ُْنْلْاَو  ۖ  ِّتاَف ٌءْيَش ِهيِخَأ ْنِم ُهَل َيِفُع ْنَمَف ِهْيَلِِ ٌءا ََ َأَو ِِ وُرْعَمْلِاب ٌٌ اَب 
 ٍناَسْحِِإب  ۖ  ٌةَْحَْرَو ْمُكِّبَر ْنِم ٌفيِفَْتَ َكِل َٰذ  ۖ  ٰىَدَتْعا ِنَمَف  ٌباَذَع ُهَل َف َكِل َٰذ َدْع َب
مِيَلأ 
“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu 
qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang 
merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan 
wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat 
suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang 
memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan 
hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang 
memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian 
itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu 
rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka 
baginya siksa yang sangat pedih”. (Al-Baqarah (2): 178).14 
 
Sehingga pelaksanaan eksekusi qiṣāṣ, baik penganiayaan 
maupun pembunuhan, harus melibatkan pemerintah melalui 
mekanisme persidangan majelis hakim di pengadilan.15 
Dalam kajian hukum pidana Islam sanksi qiṣāṣ ada dua 
kategori, yaitu:16 
1) Pembunuhan  
Tidak setiap pelaku tindak pidana pembunuhan pasti 
diancam sanksi qiṣāṣ, tetapi harus diteliti mengenaimotivasi, 
cara, faktor pendorong, dan teknis melakukan pembunuhan. Hal 
                                                             
       14 Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, Al Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: 
CV. Toha Putra Semarang, 1989), hlm. 43 
       15 M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam..., hlm. 33 
       16 Ibid.., hlm. 36 
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ini dikarenakan jarīmah pembunuhan oleh para ulama fiqh 
dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu pembunuhan sengaja, 
pembunuhan semi sengaja, dan pembunuhan bersalah. 
2) Penganiayaan  
Qiṣāṣ melakukan jarīmah pelukaan atau penganiayaan 
secara eksplisit dijelaskan oleh Allah SWT dijelaskan dalam 
QS Al-Ma’idah (5): 45 yang berbunyi:17 
 ِب َْيَْعْلاَو ِسْف َّ نلِاب َسْف َّ نلا َّنَأ اَهيِف ْمِهْيَلَع اَن ْ بَتََكو َنُُذْلْاَو ِفْنَْلِْاب َفْنَْلْاَو ِْيَْعْلا ِنُُذْلِْاب 
 ٌصاَصِق َحوُُرْلْاَو ِّن ِّسلِاب َّن ِّسلاَو  ۚ  ُه َف ِهِب َق َّدَصَت ْنَمَف ُهَل ٌةَرا َّفَك َو  ۚ  ْمُكَْيَ َْلَ ْنَمَو 
 َلَز َْنأ َابِ  َنوُمِلاَّظلا ُمُه َكِئ َٰلوُأَف ُهَّللا  
 
“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya 
(At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata 
dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, 
gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. 
Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka 
melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. 
Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang 
diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang 
zalim”. (QS Al-Maidah (5): 45).18 
 
Menurut jumhur ulama, Hanafiyah, Malikiyah, sebagian 
Syafi’iyah, dan sebuah riwayat Ahmad, berpendapat bahwa 
ayat-ayat tentang qiṣāṣterhadap anggota badan tetap berlaku 
bagi umat Islam. Dengan sanksi hukum yang beragam sesuai 
                                                             
       17 https://tafsirweb.com/1929-surat-al-maidah-ayat-45.html, diakses pada 25 Sep 2019 pukul 
08.15 
       18 Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an, Al Qur’an dan Terjemahnya..., hlm. 157 
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dengan jenis, cara, serta bagian tubuh sebelah mana 
jarīmahpenganiayaan dilakukan pelaku terhadap korban. Qiṣāṣ 
hanya berlaku pada penganiayaan terencana dan sengaja. 19 
Hukuman qiṣāṣ dapat dihapus karena beberapa hal, 
diantaranya:20 
1) Hilangnya tempat untuk di qiṣāṣ, maksudnya adalah 
hilangnya anggota badan atau jiwa orang yang mau di 
qiṣāṣ sebelum dilaksanakan hukuman qiṣāṣ. 
2) Pemaafan, yang dimaksud pemaafan menurut Imam 
Syafi’i dan Imam Ahmad adalah memaafkan qiṣāṣ atau 
diyāt tanpa imbalan apa-apa. Sedangkan menurut Imam 
Malik dan Imam Abu Hanifah pemaafan terhadap qiṣāṣ 
atau diyāt itu bisa dilaksanakan bila ada kerelaan 
pelaku/terhukum. Adapun memaafkan diyāt itu bukan 
pemaafan, melainkan perdamaian. Orang yang berhak 
memaafkan qiṣāṣ adalah orang yang berhak menuntutnya.  
3) Perdamaian, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan 
ulama tentang kebolehan perdamaian dan hapusnya 
hukuman qiṣāṣ karenanya. Dan melalui perdamaian pihak 
pembunuh bisa membayar tanggungan yang lebih kecil, 
sama atau lebih besar daripada diyāt. Orang yang berhak 
                                                             
       19 Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam..., hlm. 40 
       20 Ahmad Djazuli, Fiqh Jinayah (upaya menanggulangi kejahatan dalam islam)...., hlm. 154-
157. 
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mengadakan perdamaian adalah orang yang berhak atas 
qiṣāṣ dan pemaafan.  
4) Diwariskan hak qiṣāṣ, qiṣāṣ juga dapat hapus karena 
diwariskan kepada keluarga korban. Contoh bila ahli waris 
adalah anak pembunuh yakni penuntut dan penaggung 
jawab qiṣāṣ itu orangnya sama. Jelasnya adalah misalnya 
A membunuh saudara sendiri yang tidak mempunyai ahli 
waris kecuali dirinya sendiri (A).  
b. Ḥudūd 
Ḥudūd adalah semua jenis tindak pidana yang telah 
ditetapkan jenis, bentuk, dan sanksinya oleh Allah SWT dalam Al-
Qur’an dan oleh Nabi dalam hadis.Ḥudūd mencakup semua jarimah 
baik ḥudūd itu sendiri, qiṣāṣ, maupun diyāt. Sebab sanksi 
seluruhnya telah ditentukan secara syara’. 21 
Ḥudūd Allah ini terbagi pada dua kategori. Pertama, 
peraturan yang menjelaskan kepada manusia berhubungan dengan 
makanan, minuman, perkawinan, perceraian, dan lain-lain yang 
diperbolehkan dan yang dilarang. Kedua, hukuman-hukuman yang 
ditetapkan atau diputuskan agar dikenakan kepada seseorang yang 
melakukan hal yang terlarang untuk dikerjakan. 22 
                                                             
       21 Nurul irfan, hukum pidana islam..., hlm. 47. 
       22 Abdur Rahman, Tindak Pidana Dalam Syariat Islam, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992), 
hlm. 6 
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Dalam hukum islam, kata “ḥudūd” dibatasi untuk hukuman 
karena tindak pidana yang disebut oleh AL-Qur’an atau As-
Sunnah, sedangkan hukuman lain ditetapkan dengan pertimbangan 
Qodhi atau penguasa yang disebut ta’zīr. 23 
Ḥudūd meliputi tujuh macam tindak pidana diantaranya yaitu: 
1) Jarīmah Zina  
Zina adalah hubungan badan yang diharamkan (di luar 
hubungan pernikahan) dan disengaja oleh pelakunya. Selain 
dari itu, dianggap tidak zina, kecuali perkosaan atau 
pelanggaran kehormatan. 24 
Dalam KUHP zina diatur dalam pasal 284 KUHP, dan 
dalam Islam, Allah melarang zina dijelaskan pada QS Al-Isra’ 
ayat 32, yang berbunyi:25 
 ًلايِبَس ءاَسَو ًةَشِحاَف َناَك ُهَّنِِ َنَِّزلا ْاُوبَرْق َت َلاَو-٢٣  
“dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh 
perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk” . (QS Al-
Isra’ (17): 32).26 
 
Dalam hukum islam, ada dua kategori zina, yaitu zina 
muḥṣandan gairu muḥṣan. Zina muḥṣan yaitu zina yang 
dilakukan oleh seorang suami, istri, duda, atau janda. Jadi zina 
                                                             
       23 Ibid., 
       24 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 3 
       25 M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam..., hlm. 50 
       26 Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, Al Qur’an dan Terjemahnya..., hlm. 429 
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ini masih dalam status pernikahan atau yang pernah menikah. 
Kemudian zina gairu muḥṣan adalah zina yang pelakunya 
masih berstatus perjaka adau gadis.27 
2) Qażaf (menuduh zina)  
Menurut Abdur Rahman Al-Jaziri, qażaf adalah suatu 
ungkapan tentang penuduhan seseorang kepada orang lain 
dengan tuduhan zina, baik dengan menggunakan lafaẓ 
yangṣarīh (tegas) atau secara dilālah (tidak tegas). 28 
3) Meminum khamr dan penyalahgunaan narkoba  
Khamr secara etimologi berarti sesuatu yang bisa 
menutup akal dan memabukkan. Khamr dianggap sebagai 
induk keburukan, disamping merusak akal, jiwa, kesehatan, 
dan harta.29 Narkoba juga masuk ke dalam kategori khamr.  
Penjelasan dari narkoba itu sendiri adalah zat atau obat yang 
berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun 
semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau 
perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai 
menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan 
ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa 
golongan.30 
                                                             
       27 M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam..., hlm. 50-51. 
       28 Ahmad wardi muslich, hukum pidana islam..., hlm. 61 
       29 Ibid., hlm. 71 
       30 Nurul irfan, hukum pidana islam..., hlm. 59 
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4) Pencurian  
Pencurian adalah mengambil harta milik seseorang 
dengan sembunyi-sembunyi dan tipu daya. Secara 
terminologis, pencurian adalah mengambil harta orang lain 
dengan sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan.31 
Pencurian memiliki empat unsur yaitu pengambilan secara 
diam-diam, barang yang diambil itu berupa harta, harta 
tersebut milik orang lain, dan adanya niat yang melawan 
hukum.32 
Hukuman bagi pencuri yang diancam dengan ḥad dibagi 
menjadi dua yaitu pencurian kecil/biasa artinya mencuri secara 
diam-diam dan pencurian besar/pembegalanartinya mencuri 
secara terang-terangan dengan kekerasan. Pencurian yang 
diancam hukuman ta’zīr juga dibagi menjadi dua yaitu 
pencurian yang diancam dengan ḥad, namun tidak memenuhi 
syarat untuk dilaksanakan ḥad lantaran ada syubhah (seperti 
mengambil harta anak sendiri atau harta bersama) dan yang 
kedua mengambil harta dengan sepengetahuan pemiliknya 
namun tidak ada dasar kerelaan dari pemiliknya dan tidak ada 
kekerasan.33 
5) Perampokan  
                                                             
       31 Ibid., hlm. 79. 
       32 Ahmad wardi muslich, hukum pidana islam..., hlm. 83 
       33 Ahmad Djazuli, Fiqh Jinayah (upaya menanggulangi kejahatan dalam islam)..., hlm. 72 
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Secara etimologi, perampokan (ḥirabah) berarti 
memerangi. Dan secara terminologis, perampokan adalah 
penyerangan dengan senjata lalu merampas harta korban 
secara terang-terangan.34 
6) Pemberontakan  
Secara etimologi jarīmah pemberontakan berarti 
menuntut sesuatu. Secara terminologi, pemberontakan adalah 
sikap menolak untuk tunduk terhadap seseorang pemimpin 
yang sah tidak dengan kemaksiatan, tetapi dengan perlawanan, 
walaupun alasannya kuat. Dalam pemberontakan, ada tiga 
unsurn pokok yaitu pemberontakan terhadap pemimpin negara 
yang sah dan berdaulat, sikap pemberontakan yang 
demonstraitif, dan unsur melawan hukum.35 
7) Murtad  
Secara istilah hukum pidana Islam, riddah berarti 
kembali dari agama Islam menuju kepada kekafiran yang 
dilakukan dengan sebatas niat atas dengan ucapan, baik 
sebagai penghinaan, penentangan, maupun keyakinan. Dengan 
demikian, murtad (riddah) adalah orang yang kembali dari 
agama islam kepada kekufuran, seperti orang yang 
mengingkari eksistensi Allah sebagai pencipta.36 Murtad ada 
                                                             
       34 M.  Nurul irfan, hukum pidana islam..., hlm. 88. 
       35 Ibid.., hlm. 66-67 
       36 Ibid., hlm. 71-72. 
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dua unsur yaitu pertama, keluar dari islam, ada tiga macam 
yang dimaksud keluar dari islam yaitu murtad dengan 
perbuatan atau meninggalkan perbuatan, murtad dengan 
ucapan, dan murtad dengan itikad. Yang kedua, ada itikad 
tidak baik.37 
c. Ta’zīr  
Ta’zīr adalah sanksi yang  diberlakukan kepada pelaku 
jarimah yang melakukan pelanggaran, baik berkaitan dengan hak 
Allah maupun hak manusia, dan tidak termasuk ke dalam kategori 
hukuman hudud dan qiṣāṣ. Karena ta’zir tidak ditentukan secara 
langsung oleh Al-Qur’an dan Hadis, maka ini menjadi kompetensi 
penguasa setempat. Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi 
ta’zīr, harus tetap memperhatikan petunjuk nash secara teliti karena 
menyangkut kemaslahatan umum. 38 
Tujuan dan syarat-syarat sanksi ta’zīr yaitu:39 
1) Preventif (pencegahan). Ditunjukkan bagi orang lain yang 
belum melakukan jarimah. 
2) Represif (membuat pelaku jera). Dimaksudkan agar pelaku 
tidak mengulangi perbuatan jarimah dikemudian hari.  
3) Kuratif (islah). Ta’zīr harus mampu membawa perbaikan 
perilaku terpidana di kemudian hari. 
                                                             
       37 Ahmad Djazuli, Fiqh Jinayah (upaya menanggulangi kejahatan dalam islam)..., hlm. 114 
       38 Abdur Rahman, Tindak Pidana.., hlm. 139 
       39 Ibid., hlm. 142 
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4) Edukatif ( pendidikan ). Diharapkan dengan mengubah pola 
hidupnya ke arah yang lebih baik. 
Ta’zīr berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. 
Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan, baik laki-laki 
maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun 
muslim. Setiap orang yang melakukan kemungkaran atau 
menganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan baik 
dengan perbuatan, ucapan, atau isyarat perlu diberi sanksi ta’zīr 
agar tidak mengulangi perbuatannya.40 
 
C. Tinjauan UmumTentang Prostitusi dan Mucikari 
1. Pengertian Prostitusi 
Prostitusi ialah perilaku seks bebas yang dilakukan secara tidak 
sah menurut hukum dan agama, yang terjadi didalam masyarakat. 
Biasanya wanita yang melakukan disebut wanita PSK, dan laki-lakinya 
dinamakan melakukan praktik tidak sah ini, dan biasanya mereka 
terdapat beberapa macam misalnya untuk kelas menengah kebawah 
atau kelas menengah ke atas. 41 
Prostitusi sama dengan perzinaan. Namun prostitusi sudah berarti 
khusus, yakni perzinaan secara terbuka dan mengharapkan uang sebagai 
imbalan. Secara bahasa, prostitusi berarti pertukaran hubungan seksual 
                                                             
       40 Ibid., hlm. 143. 
       41 Sofyan S. Willis, Remaja dan Masalahnya, (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2012), hlm. 27. 
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dengan uang atau hadiah-hadiah sebagai suatu suatu transaksi 
perdagangan atau pelacuran. Menurut Soedjono Dirdjosisworo (ahli 
kriminologi dan patologi sosial) merumuskan arti prostitusi secara 
terminologis, adalah penyerahan diri seorang wanita secara badaniah 
untuk pemuasan laki-laki siapapun yang menginginkannya dengan 
pembayaran. Penyerahan diri disini ada yang berbentuk persebadanan 
dan ada pula yang berbentuk kegiatan seksual lainnya yang 
mendatangkan kepuasan yang diinginkan pria yang bersangkutan. 
Praktik prostitusi ada yang dilakukan perorangan dan ada pula yang 
terorganisasi.42 
Menurut Kartini Kartono menjabarkan definisi dari pelacuran 
adalah sebagai berikut:43 
a. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual dengan pola-pola 
organisasi impuls atau dorongan seks yang tidak wajar dan tidak 
terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa 
kendali dengan banyak orang, disertai eksploitasi dan komersialisasi 
seks yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.  
b. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan 
jalan memperjual belikan badan, kehormatan, dan kepribadian 
                                                             
       42 Abdul Qadir Audah, Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta: PT. Kharisma Ilmu.  hlm. 1418 
       43 Meri Ratnawati, “Tindak Pidana Perdagangan Orang (trafficking) Perspektif Fikh Jinayah 
dan Hukum Positif di Indonesia”, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Syariah IAIN Surakarta, 
Surakarta, 2019, hlm. 55 
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kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan 
imbalan pembayaran 
c. Pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang 
menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan 
mendapatkan upah.  
Dalam praktek prostitusi terdapat unsur-unsur atau ciri-ciri 
sebagai berikut:44 
a. Para pelaku atau subjek prostitusi adalah orang laki-laki dan orang 
perempuan diluar hubungan pernikahan 
b. Peristiwa yang di lakukan adalah hubungan seksual atau hubungan 
persetubuhan, yang dilakukan atas kesepakatan bersama antara 
kedua pihak, atau bukan karena paksaan 
c. Tujuannya adalah pemenuhan kebutuhan biologis (bagi laki-laki), 
dan kebutuhan uang (bagi perempuan). 
Kartini Kartono (ahli psikologi sosial) sebagaimana juga 
Soedjono Dirdjosisworo membagi bentuk prostitusi menjadi:45 
a. Prostitusi Bordil, yaitu prostitusi yang para PSK nya dapat 
dijumpai di tempat-tempat tertentu seperti rumah bordil atau tempat 
yang sudah dilokalisasi. Pengaturan praktiknya ditentukan oleh 
germo atau mucikari tersebut. Mucikari memperoleh sebagian, 
bahkan sebagian besar penghasilan PSK masuk dalam kantong si 
mucikari. Dan para PSK tidak dapat berbuat apapun karena antara 
                                                             
       44 Ibid., hlm. 57. 
       45 Abdul Qadir Audah, Ensiklopedia Hukum..., hlm. 1422. 
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si mucikari dan pelanggan sudah melakukan transaksi. Apabila 
menolak, akan berakibat buruk terhadap si PSK. 
b. Prostitusi Panggilan (call prostitution), yaitu prostitusi yang para 
PSKnya dipesan oleh pelanggan ke tempat tertentu, misalnya hotel. 
Biasanya transaksi dilakukan melalui telfon atau penghubung 
(calo). Prostitusi seperti ini terkoordinasi secara rapi dan khususnya 
di Indonesia, prostitusi ini dilakukan dengan cara terselubung. 
c. Prostitusi jalanan (street prostitution), yaitu prostitusi yang para 
PSKnya berdandan dengan rapi dan mencolok serta berdiri di 
pinggir jalan atau di tempat-tempat umum untuk menjajakan diri 
serta dapat dibawa ke tempat tertentu. 
 
2. Hukum Positif dan Hukum Islam tentang Prostitusi  
Dalam hukum positif, dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP) terdapat sanksi bagi pelaku mucikari yaitu disebut 
dalam pasal 296 dan pasal 506 KUHP, terdapat juga penjelasan sanksi 
hukum bagi pelaku mucikari dalam pasal 12 jo pasal 2 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang. Jadi tidak ditemukan ancaman hukuman khusus 
pelaku prostitusi. Ini berarti tidak ada ancaman hukuman baginya, 
kendati tertangkap sedang berpraktek. Oleh karena itu, jalan keluar 
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yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempersempit praktek bagi 
mereka adalah dalam bentuk lokalisasi. 46 
Sedangkan prostitusi menurut Hukum Islam, dalam Al-Qur’an 
Allah SWT melarang mendekati perzinaan, karena merupakan 
perbuatan keji dan jalan yang sesat. Larangan ini bisa dipahami sebagai 
tindakan preventif (pencegahan) bagi orang yang belum terlanjur 
berbuat zina dan bisa juga sebagai tindakan represif (menekan) agar 
tidak meluas kepada orang lain. Sebab, jauh sebelum ayat ini 
diturunkan Allah SWT, perzinaan atau prostitusi sudah dipraktekkan 
oleh manusia.47 
Menurut hukum islam, Beberapa faktor atau kondisi yang 
memaksa seseorang menjadi Pekerja Seks Komersial, yaitu karena 
desakan ekonomi, keretakan rumah tangga, terjadinya pemerkosaan 
terlebih dahulu yang menyebabkan seseorang menjadi PSK, putus asa, 
balas dendam, dan sebagainya tidak dapat membebaskan dari ancaman 
dosa. 48 
3. Tinjauan Umum Tentang Mucikari 
Pada saat ini, zaman semakin maju dan teknologi semakin 
canggih sehingga beberapa orang memiliki gaya hidup yang semakin 
meningkat. Gaya hidup melahirkan berbagai bentuk perubahan perilaku 
masyarakat baik dewasa, tua maupun anak-anak. Tuntutan sosial dari 
                                                             
       46 Ibid. 
       47 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam..., hlm.5 
       48 Abdul Qadir Audah, Ensiklopedia Hukum Islam..., Hlm. 1419. 
47 
 
lingkungan membuat masyarakat terutama kaum hawa lebih cenderung 
mudah terpengaruh sehingga rasa ingin memiliki berbagai barang 
mewah, mencoba sesuatu yang baru dan ingin selalu terlihat lebih dari 
orang di sekitarnya. Untuk mendapatkan hal tersebut banyak diantara 
mereka melakukan pekerjaan yang melanggar hukum salah satunya 
memilih menjadi mucikari.49 
Mucikari adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara 
dan pemilik pekerja seks komersial (PSK). Pekerjaan sebagai mucikari 
saat ini sedang marak diberitakan media cetak maupun di media televisi. 
Pelaku mucikari tidak hanya dari orang dewasa tapi anak-anak di bawah 
umurpun melakoni pekerjaan tersebut. Hal ini sangat memperhatinkan 
mengingat anak di bawah umur merupakan penerus bangsa.  
Beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya mucikari yaitu:50 
a. Faktor ekonomi  
Keadaan ekonomi juga dapat menjadi faktor yang cukup 
mendominasi perbuatan kejahatan, faktor ekonomi adalah satu 
alasan mengapa mereka menganggap melakukan pekerjaan sebagai 
mucikari. Dari pekerjaan tersebut dapat memenuhi kebutuahan 
mereka dengan mudah, hal ini dikarenakan hasil dari pekerjaan 
tersebut cukup banyak dibanding dengan pekerjaan lain. 
                                                             
       49 Muhammad Akbar, Tinjauan Kriminologi terhadap Mucikari Anak di Bawah Umur di Kota 
Palu, (Palu: t.np., t.t), hlm. 2 
       50 Ibid., hlm. 8-9. 
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Berdasarkan alasan tersebutlah sehingga mendorong seorang untuk 
melakukan tindakan kejahatan yang dapat merugikan seseorang. 
b. Faktor Keluarga 
Keadaan keluarga sangat berpengaruh terhadap tingkah laku 
atau perkembangan psikis setiap orang. Biasanya orang 
mendapatkan peluang untuk melakukan pekerjaan mucikari karena 
kurangnya perhatian dari keluarga yang membuat mereka menjadi 
bebas dan tak memperdulikan apa yang akan terjadi ke depan. Tanpa 
ada pengawasan yang baik dan perhatian keluarga membuat mereka 
melakukan sesuatu sesuka hati dan pergaulan yang tak terkontrol.  
c. Faktor Pergaulan  
Pergaulan yang tak terkontrol membuat seseorang menjadi 
terjerumus dalam hal-hal yang negatif, zaman dimana teknologi 
semakin canggih mendorong seseorang dengan mudah terjangkit 
pergaulan bebas. Budaya Barat yang sekarang hampir mendominasi 
di kehidupan sehari-hari menjadikan zaman sekarang tidak lagi 
didominasi oleh pendidikan keluarga namun lebih banyak 
pendidikan dari lingkungan pergaulannya.  
Mucikari atau biasa disebut dengan penyalur atau penyedia 
jasa prostitusi. Pada umumnya, pelaku prostitusi identik dengan 
seorang wanita. Karena, sesuai yang dijelaskan dalam Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Perdagangan Orang pasal 1 ayat (1) bahwa Perdagangan 
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Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, 
pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan 
ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, 
penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau 
posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, 
sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang 
kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara 
maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan 
orang tereksploitasi.51 
Dalam Undang-Undang ini, yang berkaitan erat dengan 
mucikari yaitu pasal 1 karena terdapat penjelasan mengenai 
eksploitasi seks. Dalam pasal 1 ayat (7) ini menjelaskan bahwa 
Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban 
yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau 
pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, 
penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ 
reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau 
mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan 
tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk 
mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.52 
                                                             
       51 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 
Orang, Pasal 1 
       52 Ibid., pasal 7 
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Sedangkan yang sangat  erat dengan mucikari yaitu pasal 1 
ayat (8) yang menjelaskan bahwa eksploitasi seksual adalah segala 
bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari 
korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak 
terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.53 
 
D. Keefektifan Hukum  
Berbicara efektifitas hukum, Soerjono Soekanto (2011:26) 
berpendapat tentang pengaruh hukum “salah satu fungsi hukum baik sebagai 
kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah 
membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya 
terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum tapi mencakup 
efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat 
positif maupun negatif”.54 
Efektifitas penegak hukum dibutuhkan kekuatan fisik untuk 
menegakkan kaidah-kaidah hukum tersebut menjadi kenyataan berdasarkan 
wewenang yang sah. Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum 
threats dan promises, yaitu suatu ancaman tidak akan mendapatkan 
legitimasi bila tidak ada faedahnya untuk dipatuhi atau ditaati. Internal 
values merupakan penilaian pribadi menurut hati nurani dan ada hubungan 
yang diartikan sebagai suatu sikap tingkah laku.55 
                                                             
       53 Ibid., pasal 8 
       54 http://www.negarahukum.com, diakses pada tgl 11 Nov 2019, pukul 07.25 
       55 Ibid., 
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Efektifitas penegak hukum amat berkaitan erat dengan efektifitas 
hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum 
untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan 
kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (compliance), dengan kondisi 
tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah 
efektif.56 
Menurut Lawrence M. Friedman, efektif atau tidaknya suatu 
perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh tiga faktor, yang dikebal 
sebagai efektivitas hukum, dimana ketiga faktor tersebut  adalah:57 
1. Substansi hukum, yaitu inti dari peraturan perundang-undang itu 
sendiri. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang 
berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka 
keluarkan, aturan baru yang mereka susun. 
2. Struktur hukum, yaitu para penegak hukum. Penegak hukum adalah 
kalangn penegak hukum yang langsung berkecinampung di bidang 
penegak hukum tersebut. 
3. Budaya hukum, yaitu bagaimana sikap masyarakat hukum di tempat 
hukum itu dijalankan. Apabila kesadaran masyarakat untuk mematuhi 
peraturan yang telah ditetapkan maka masyarakat akan menjadi faktor 
pendukung. Namun, bila masyarakat tidak mau mematuhi peraturan 
yang ada maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat utama 
dalam penegak peraturan yang dimaksud.  
                                                             
       56 Ibid. 
       57 digilib.unila.ac.id 
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BAB III 
SANKSI TERHADAP PELAKU MUCIKARI MENURUT HUKUM 
POSITIF DAN QANUN ACEH 
 
A. Sanksi Pidana terhadap Mucikari dalam Tindak Prostitusi menurut 
Hukum Positif 
Sanksi adalah ancaman hukum. Atau dapat juga disebut sanksi 
merupakan sesuatu yang memaksa untuk mentaati suatu kaidah,  undang-
undang, dan norma hukum. Menurut penegak hokum pidana, sanksi hokum 
yaitu sanksi yang terdiri atas derita khusus yang dipaksakan kepada 
seseorang yang bersalah. Derita kehilangan nyawa (hukuman mati), derita 
kehilangan kebebasan (hukuman penjara dan kurungan), dengan kehilangan 
sebagian kekayaan (hukuman denda dan perampasan), dan derita kehilangan 
kehormatan (pengumuman keputusan hakim).1 Maka dapat ditarik 
kesimpuan bahwa sanksi adalah suatu akibat hukum yang harus di 
pertanggungjawabkan kepada seseorang pelaku suatu tindak pidana. 
Pada hakikatnya sanksi bertujuan untuk memulihkan keseimbangan 
tatanan masyarakat yang telah terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran 
kaidah dalam keadaan semula. Tugas sanksi adalah sebagai berikut:2 
                                                             
       1 Muhammad Syahrur Ridwan, Limitasi Hukum Pidana Islam, (Semarang: Wali Songo Press, 
2008), hlm. 23 
      2 Hambali Thalib, Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertahanan, (Jakarta: Kencana Prenada 
Media Group, 2009), hlm. 11-12 
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1. Merupakan alat pemaksa atau pendorong atau jaminan agar norma 
hukum ditaati oleh setiap orang. 
2. Merupakan akibat hokum bagi seseorang yang melanggar norma 
hukum. 
Penetapan sanksi pidana secara teoritis dimulai dengan penetapan 
perbuatan yang dilarang karena dianggap merugikan kepentingan hokum 
ataupun kriminalisasi. Jika proses kriminalisasi atas perbuatan tersebut telah 
selesai, pembentukan Undang-Undang kemudian dihadapkan kepada sekian 
banyak alternatif untuk melindungi kepentingan hukum yang diatur tersebut 
melalui sanksi hukum yang diancam kepada pelanggar.3 
Tujuan hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat 
dan perseorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat 
adanya suatu pelanggaran oleh seseorang. Hukum pidana tidak hanya 
menitikberatkan kepada perlindungan masyarakat, tetapi juga individu 
perseorangan, sehingga tercipta keseimbangan dan keserasian.4 
Fungsi hukum pidana disebut sebagai fungsi subsidiaritas. Artinya, 
penggunaan hukum pidana itu haruslah dilakukan secara hati-hati dan penuh 
dengan berbagai pertimbangan secara komprehensif. Karena selain sanksi 
hukum pidana yang bersifat keras, sanksi juga memiliki dampak 
penggunaan hukum pidana yang dapat melahirkan penalisasi maupun 
stigmatisasi yang cenderung berdampak negatif dan berkepanjangan.5 
                                                             
       3 Ali Zaidan, Menuju Pembaruan HukumPidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 11 
       4 Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 13 
        5 Ibid.. hlm. 11. 
54 
 
Globalisasi perkembangan sekarang ini dengan adanya teknologi 
yang berbasis internet dari perkembangan zaman, prostitusi sangat mudah 
untuk didapatkan dan juga transparan. Kebebasan dalam menggunakan 
sosial media menyebabkan bebasnya dalam bergaul dan berkomunikasi 
memiliki beberapa dampak yang negatif misalnya anak dibawah umur 
menjadi dewasa sebelum masanya, pengenalan dunia luar dan meningkatnya 
gaya hidup. Hal ini menjadikan seseorang melakukan segala hal untuk 
mengikuti perkembangan zaman. Mereka menghalalkan segala cara untuk 
dapat mengikuti gaya hidup yang terus meningkat, yaitu terjun dalam dunia 
prostitusi.6 
Dalam prostitusi, tidak hanya pelaku prostitusi saja yang terjun 
dalam dunia kebebasan seks. Melainkan terdapat beberapa oknum yang 
terlibat yaitu mucikari atau penyedia atau  penyalur jasa seks, dan orang 
yang menikmati jasa. Mucikari sendiri merupakan penanggung jawab dan 
pengelola seluruh aktifitas bisnis prostitusi hingga pada kerjasama tingkat 
keamanan yaitu para oknum aparat, singkatnya mereka merupakan 
koordinator keamanan yang harus mengamankan aktifitas bisnis prostitusi 
dari gangguan aparat penegak hukum setempat. Para mucikari inilah yang 
selalu bertugas menyuplai para oknum kepolisian sehingga aktifitas bisnis 
prostitusi dapat terus berlangsung.7 
                                                             
       6 Muhammad Akbar, Tinjauan Kriminologi terhadap Mucikari Anak di Bawah Umur di Kota 
Palu, (Palu, t.np, t.t), hlm. 3 
       7 Wahyu Adi Prasetyo, “Jaringan Sosial Prostitusi Peran dan Fungsi Mucikari Di Lokalisasi 
Sanggrahan Tretes”, (Surabaya:  Departemen Antropologi Fisip, 2017), hlm. 21 
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Khusus dalam melihat peran mucikari, mereka bertugas sebagai 
perantara sekaligus pemasok PSK dan menjaga keamanan PSK yang 
menjadi lindungan mereka selama ini, akan tetapi mereka juga tetap 
memberikan kebebasan kepada anak asuh mereka untuk menentukan siapa 
dan bagaimana hubungan yang dijalankan dengan pelanggan itu 
dilaksanakan, akan tetapi tetap mengingatkan efek dari hal tersebut.8 
Mucikari atau penyalur jasa prostitsi merupakan perbuatan yang 
melanggar hukum dan melakukan praktik perdagangan orang, yang  diatur 
dalam pasal 296 jo pasal 506 KUHP yang dengan tegas melarang seseorang 
yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara illegal, artinya 
larangan hanya diberikan untuk mucikari atau germo. Dan melangar 
Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Perdagangan Orang. Hal ini sesuai yang ditulis pada pasal 1 UU 
PTPPO yang menjelaskan bahwa Perdagangan Orang adalah tindakan 
perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau 
penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, 
penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan 
atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, 
sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas 
orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar 
negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.9 
                                                             
       8 Ibid., hlm.22. 
       9 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 
Orang, pasal 1, butir 1 
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Mucikari dianggap melakukan pelanggaran seksual sesuai yang 
dijelaskan dalam Undang-Undang bahwa Eksploitasi adalah tindakan 
dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas 
pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa 
perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ 
reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau 
mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga 
atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan 
baik materiil maupun immateriil.10 Sedangkan Eksploitasi Seksual adalah 
segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari 
korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada 
semua kegiatan pelacuran dan percabulan.11 
Tindak pidana perdagangan orang dapat terjadi dalam berbagai 
bentuk, namun biasanya bertujuan untuk mengeksploitasi korban untuk 
keuntungan orang lain. Secara singkat, tindak pidana perdagangan orang 
memiliki 3 unsur diantaranya:12 
1. Proses yang dilakukan biasanya pelaku memindahkan korban jauh dari 
komunitasnya dengan merekrut, mengangkut, mengirim, 
memindahkan,dan menerima korban untuk dijadikan alat mencari 
keuntungan. 
                                                             
       10 Ibid., butir 7 
       11 Ibid., butir 8 
       12 Henny Nuraeny, Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidanadan 
Pencegahannya, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 356 
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2. Cara yang dilakukan adalah pelaku menggunakan ancaman, kekerasan, 
penculikan, penyekapan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan/posisi 
rentan, atau jeratan utang untuk mendapat kendali atas diri korban 
sehingga dapat melakukan pemaksaan 
3. Tujuannya adalah untuk eksploitasi atau menyebabkan korban 
tereksploitasi untuk keuntungan finansial pelaku. Eksploitasi selalu 
dihubungkan dengan prostitusi, mengurung korban dengan kekerasan 
fisik atau psikologis (kerja paksa), menempatkan korban dalam situasi 
jeratan hutang atau perbudakan. Dapat juga berarti pemanfaatan atau 
transplantasi organ tubuh. 
Terdapat beberapa bentuk eksploitasi diantaranya:13 
1. Perdagangan orang untuk eksploitasi pekerja atau buruh migran. Pada 
dasarnya tujuan untuk menjadi pekerja atau buruh migran didorong 
desakan ekonomi. 
2. Perdagangan orang untuk eksploitasi seksual. Banyak perempuan 
terutama gadis Indonesia menjadi korban eksploitasi seksual. 
Umumnya mereka ingin memperbaiki nasib dan untuk meningkatkan 
penghasilan/pola hidup yang konsumtif.  
3. Perdagangan orang untuk perkawinan kontrak. Banyaknya warga 
negara asing yang bekerja di Indonesia, menimbulkan fenomena baru 
yaitu kawin kontrak. 
                                                             
       13 Ibid., hlm. 358-359 
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4. Perdagangan orang untuk eksploitasi anak. Umumnya terjadi pada 
anak-anak di bawah umur. Modusnya dapat berlatar belakang adopsi, 
tetapi banyak juga yang berupa penculikan.  
Dilihat delik-delik kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana  khususnya Pasal 296 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP) tidak ditunjukkan pada Wanita Tuna Susila. Melainkan 
ditujukan kepada pemilik rumah-rumah bordil yaitu para germo/mucikari 
dan para calo. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, merupakan upaya 
memberikan perlindungan hukum baik langsung atau tidak langsung, 
kepada korban dan/atau calon korban agar tidak menjadi korban di 
kemudian hari.14 Untuk pasal yang bersangkutan dengan mucikari atau 
penyalur jasa prostitusi, diancam telah melanggar pasal 296 jo pasal 506 
KUHP dan pasal 12 jo pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 
2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 
Pasal 296 dalamKUHP berbunyi:  
“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan 
perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan 
menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam 
dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau 
denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.15 
Pasal 506 KUHP:  
                                                             
       14 Ibid., hlm. 237. 
        15 3 Kitab Undang-Undang KUHPer KUHP KUHAP, (Graha MediaPress, 2016), Pasal 296 
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“Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang 
wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancamdengan pidana 
kurungan paling lama satu tahun”.16 
 
Unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 296 dan pasal 506 adalah 
sebagai berikut :  
a. Sengaja  
b. Menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain 
c. Menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan 
d. Menarik keuntungan dari perbuatan cabul 
Sanksi dalam KUHP yaitu Penjara paling lama satu tahun Denda 
paling banyak lima belas ribu rupiah. 
Undang-Undang yang mengatur tentang perdagangan orang terdapat 
pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang berbunyi:17 
“Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak 
pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau 
perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan 
orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang 
untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan 
dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana 
yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, 
Pasal 5, dan Pasal 6”. 
 
Dalam pasal 12 UU TPPO memenuhi beberapa unsur tindak pidana 
diantaranya: 
                                                             
       16 Ibid., Pasal 506 
       17 Undang-Undang Nomor  21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 
Orang  
60 
 
1. Kesalahan: tindak pidana perdagangan orang  
2. Perbuatan: melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya 
dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan 
korban tindak pidana perdagangan orang 
3. Objek: menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana 
perdagangan orang 
4. Tujuan:  meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan 
dari hasil tindak pidana perdagangan orang. 
5. Akibat konstitutif: mengakibatkan mudahnya tersebar penyakit 
kelamin seperti sipilis dan HIV/AIDS. 
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, berbunyi:18 
“Setiap orang yang melakukanperekrutan, pengangkutan, 
penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang 
dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, 
penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau 
posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat 
walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang 
kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut 
di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 
tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus 
dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam 
ratus juta rupiah)”. 
 
Dalam pasal 2 ayat (1) UU TPPO ini memenuhi beberapa unsur 
tindak pidana diantaranya: 
1. Kesalahan: dengan sengaja  
                                                             
       18 Ibid. 
61 
 
2. Melawan hukum: menggunakan kekerasan, penculikan, penyekapan, 
pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan 
3. Perbuatan: melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, 
pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang 
4. Objek: memaksa seseorang  
5. Tujuan: mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik 
Indonesia 
6. Akibat konstitutif: mengakibatkan seseorang harus bekerja di bawah 
tekanan 
7. Ancaman hukuman: diancam dengan pidana penjara paling singkat 
tiga (tiga) tahun dan paling lama lima belas (15) tahun, pidana denda 
paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan 
paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).  
Terdapat beberapa jenis hukuman yang dapat dijatuhkan pada 
seseorang yang telah melakukan tindak pidana, dimana hukuman yang akan 
dijatuhkan itu dapat berupa:19 
1. Pidana pokok: 
a. Pidana mati 
b. Pidana penjara 
c. Kurungan 
d. Denda 
2. Pidana tambahan: 
                                                             
       19 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm.17. 
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a. Pencabutan hak-hak tertentu 
b. Perampasan barang-barang tertentu 
c. Pengumuman putusan hakim. 
Dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang 
pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ini, diharapkan 
mengurangi terjadinya praktik perdagangan orang baik berupa eksploitasi 
buruh, eksploitasi seksual, penjualan organ, dan lain sebagainya. Undang-
Undang ini bertujuan untuk memberi efek jera dan  menyempitkan ruang 
gerak para pelaku perdagangan orang agar tidak dengan mudah melakukan 
perbuatannya. Karena pada dasarnya tindak pidana perdagangan orang 
merupakan perbuatan yang keji dan merugikan beberapa pihak serta 
memberikan banyak efek negatif diantaranya banyaknya korban kekerasan 
pada para pekerja migran, meningkatnya angka penyakit HIV/AIDS setiap 
tahunnya akibat seks bebas dan masih banyaknya prostitusi di beberapa 
daerah.20 
 
B.  Sanksi terhadap Mucikari atau Penyedia Jasa Prostitusi menurut 
Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 
Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia  yang diberikan 
otonomi khusus yaitu Syariat Islam berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 
Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah 
                                                             
       20 Ibid. 
63 
 
Aceh.21 Sesuai Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat, 
dalam butir 1 dijelaskan bahwa Aceh adalah daerah provinsi yang 
merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi 
kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan dalam system dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia berdasarkanUndang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.22 
Aceh yang saat ini sedang menggeliat dalam penerapan Syariat Islam 
secara Kaffah tidak terlepas dari kerikil-kerikil yang mengganjal, salah 
satunya yaitu tindak pidana asusila terkait dengan prostitusi. Kegiatan 
prostitusi merupakan bentuk penyimpangan seksual dengan pola-pola 
organisasi impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi 
dalam bentuk pelampiasan nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang 
disertai eksploitas dan komersialisasi seks yang impersional tanpa afeksi 
sifatnya.23 
Pada hakikatnya semua perbuatan asusila adalah hukumnya haram. 
Sebab perbuatan asusila yang dilakukan diluar pernikahan adalah 
perbuatan zina. Salah satu perbuatan asusila yaitu prostitusi. Tindak pidana 
asusila terkait prostitusi merupakan gejala sosial yang dapat menimbulkan 
                                                             
       21 Undang-Undang Nomor44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi 
Daerah Aceh 
       22 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2016 tentang Hukum Jinayat, butir 1. 
       23 Kartini,Kartono, PathologiSosial, (Jakarta: CV. Rajawali), 1997, hlm.207 
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berbagai akibat yang membahayakan bagi orang yang bersangkutan, 
keluarga, dan masyarakat sekitar. Akibat yang ditimbulkan dari kegiatan 
prostitusi biasanya berupa penyebaran penyakit kelamin, berbagai 
perbuatan kriminal dan lain sebagainya.24 Pelaku-pelaku tindak pidana 
terkait prostitusi biasanya terdiri dari: 
1. Pekerja Seks Komerial (PSK) 
2. Mucikari 
3. Penyedia Tempat, dan 
4. Penikmat Jasa Layanan. 
Tindak pidana asusila terkait prostitusi merupakan suatu perbuatan 
yang mengarah ke zina. Zina dilarang karena hubungan seksual atau 
persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan 
perempuan yang kedua-duanya atau salah satu masih dalam hubungan 
perkawinan yang sah. Bahkan diharamkan bagi suatu perbuatan yang 
mengarah ke perzinaan diantara prostitusi itu sendiri.25 
Mahkamah Syar’iyah merupakan Lembaga Peradilan di Aceh yang 
bertugas menegakan Syarait Islam. Dalam menegakkan Syariat Islam, 
Mahkamah Syar’iyah menggunakan Qanun dalam menindak pelaku-pelaku 
pelanggar tindak pidana asusila terkait prostitusi. Dalam prostitusi, yang 
sangat berpengaruh penting adalah mucikari. Mucikari sendiri merupakan 
orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, pemilik pekerja seks 
                                                             
       24 http://sosbud.kompasiana.com/2012/12/29/-prostitusi-di-serambi-makkah--514907, diakses 
pada 25 Sept 2019, pukul 16.30 
       25 Ibid. 
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komesial. Dalam kebanyakan bisnis seks, khususnya yang bersifat masal, 
pekerja seks tidak langsung terhubung dengan pengguna jasa. Dalam hal 
ini mucikari lah yang berperan sebagai penghubung kedua belah pihak ini 
dan akan mendapat komisi dari penerimaan PSK yang biasanya dibagi 
sesuai dengan perjanjian.26 
Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pekerjaan mucikari 
yaitu:27 
1. Faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dengan mudah dan hasil 
pekerjaan tersebut cukup banyak dibandingkan dengan pekerjaan yang 
lain. 
2. Faktor keluarga yang kurang memperhatikan dan memberi 
pengawasan  
3. Faktor pergaulan yang bebas menyebabkkan seseorang tak canggung 
untuk melakukan hubungan seks sehingga menimbulkan kejahatan 
seksual yang menjadi hal yang biasa bagi mereka. 
Dalam Qanun Aceh, pelaku mucikari merupakan orang yang dengan 
sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarīmah zina. Hal ini 
diatur dalam pasal 33 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Hukum Jinayat yang berbunyi:28 
                                                             
       26 Susi Konitatin, Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri 
Jombang Nomor: 302/Pid.B/2015/PN. JBG tentang Tindak Pidana Mucikari”, Skripsi tidak 
diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2018 
       27 Muhammad Akbar, Tinjauan Kriminologi terhadap..., hlm. 2 
       28 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, pasal 33 ayat 3 
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“Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja 
menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina, diancam 
dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali 
dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni 
dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan”. 
 
Pasal ini ditujukkan kepada para pelaku penyedia jasa atau biasa 
disebut dengan mucikari yang mempromosikan jasa prostitusi kepada 
pelanggan. Hal ini juga dianggap bahwa mucikari melakukan perbuatan 
yang memberikan peluang zina, sehinga mucikari juga sama dengan yang 
melakukan zina. Maksud dari sama melakukan zina yaitu perbuatan 
tersebut merupakan perbuatan yang haram dan dilarang dalam syariat 
Islam. Dan dalam hukum islam sendiri, zina merupakan perbuatan yang 
diharamkan. Sedangkan  perilaku seks bebas sangatlah memilik banyak 
dampak negatif yaitu menimbulkan dan menyebarluaskan penyakit 
kelamin dan kulit, merusak sandi-sandi keluarga, berkorelasi kepada hal 
criminal dan narkotika, dan merusak sendi-sendi moral, agama, susila dan 
hukum.29 
Terdapat beberapa langkah untuk dapat meminimalisir terjadinya 
prostitusi diantaranya:30 
1. Menciptakan aturan hukum yang tegas dan pemberian hukuman yang 
berat kepada para pelaku pelanggar Syariat Islam baik pekerja seks, 
                                                             
       29 Arivai NazaruddinSembiring, “Tindak Pidana Terkait Asusila Berdasarkan Hukum Pidana 
(KUHP) di Indonesia dan Syariat Islam di Aceh (Studi Penelitian di Kota Banda Aceh)”, USU 
Law Journal, (Medan) Vol. 4 Nomor 2, 2016, hlm. 194 
       30 ibid., hlm. 200.  
67 
 
mucikari, penyedia tempat dan penikmat dengan tujuan agar tidak 
mengulanginya lagi 
2. Melakukan patroli dan razia 
3. Sosialisasi 
4. Pendidikan agama 
5. Adanya kerjasama antara masyarkat 
6. Memaksimalkan sumber daya manusia khususnya pengadaan jumlah 
personil dan infrastruktur yang memadai guna kelancaran dalam hal 
penegakan Syariat Islam.  
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BAB IV 
TINDAK PIDANA MUCIKARI MENURUT HUKUM POSITIF DAN 
QANUN ACEH 
A. Persamaan dan Perbedaan Sanksi Mucikari Menurut Hukum Positif 
dan Qanun Aceh 
Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual,dengan pola-pola 
organisasi impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan terintegrasi dalam 
bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tak terkendali dengan banyak orang 
(promiskuitas), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks yang impersonal 
tanpa efeksi sifatnya. Biasanya para pelaku prostitusi menjadikan praktik 
prostitusi ini untuk menjadi mata pencahariannya. Mereka akan 
mendapatkan upah untuk setiap transaksi kepada para lelaki mata  
keranjang.1  
Biasanya mereka tidak langsung bertemu dengan para pelanggan, 
namun melalui seorang mucikari. Mucikari sendiri merupakan orang yang 
berperan sebagai pengasuh, perantara, pemilik pekerja seks komersial 
(PSK). Mucikari amat dominan dalam mengatur berbagai kebutuhan pekerja 
seks dan pelanggan. Mulai dari kapan mereka bertemu, di mana mereka 
melakukan praktik prostitusi, bahkan bayaran untuk setiap transaksi mereka, 
mucikarilah yang membuat perjanjian.2 
                                                             
       1 John Godwin, Pekerjaan Seks dan Hukum diAsia Pasifik: Hukum, HIV, dan Hak 
AsasiManusia dalam KonteksPekerjaan Seks,Oktober, 2012, hlm. 32 
       2 Ibid..., hlm. 33 
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1. Sanksi Pidana Terhadap Mucikari Menurut KUHP 
Kegiatan Prostitusi dapat diartikan sebagai pekerja baik laki-laki 
maupun perempuan yang menyerahkan diri atau menjual jasa kepada khalayak 
umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan 
upah sesuai apa yang diperjanjikan sebelumnya. Bila kita lihat dalam kitab 
undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maka tidak ada satu pasalpun yang 
mengatur pelacuran secara khusus. KUHP hanya melarang mengeksploitir 
seksualitas orang lain baik sebagai pencaharian ataupun kebiasaan, 
sesuai yang disebut dalam pasal 296 KUHP atau menarik keuntungan 
dari pelayanan seks (komersial) seorang perempuan dengan praktek 
germo sesuai dengan pasal 506 KUHP. Pasal tersebut hanya melarang 
mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara illegal, 
artinya larangan hanya diberikan untuk mucikari atau germo, sedangkan 
pelacurnya sendiri sama sekali tidak ada pasal yang mengaturnya. 
Kegiatan seperti itu pun tidak dikelompokkan sebagai tindakan 
kriminal.3 
Para pelaku mucikari diancam melanggar pasaln296 jo pasal 506 
KUHP yang berbunyi: 
Pasal 296 KUHP: 
“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan 
perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan 
menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam 
                                                             
       3 Mia Amalia, “Analisis jurnal terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan dengan Etika 
Moral serta Upaya Penanggulangandi Kawasan Cisarua Kampung Arab”, Jurnal Mimbar Justitia, 
Vol II No 2, 2016, hlm. 865 
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dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau 
denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.4 
 
Pasal 296 ini memenuhi unsur pidana kesusilaaan yaitu subjek-
subjek yang mempunyai peran langsung dengan pelacuran. Subjek-
subjek tersebut diantaranya adalah wanita tuna susila, mucikari/germo 
serta pihak-pihak lain yang berperan didalamnya. Seorang germo pada 
dasarnya dapat diancam pidana, karena berbuat sebagai orang yang 
menyediakan tempat berbuat cabul, mereka juga berperan sebagai 
perantara/makelar seks.5 
Pasal 506 berbunyi:  
“Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang 
wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancamdengan pidana 
kurungan paling lama satu tahun”.6 
 
Orang yang menarik keuntungan dari perbuatan tersebut dan 
menjadikannya sebagai mata pencaharian sering disebut mucikari. 
Mucikari yaitu makelar cabul artinya seorang laki-laki yang 
kehidupannya dibayar oleh pelacur yang tinggal bersama-sama 
dengannya dalam tempat pelacuran, yang menolong mencarikan para 
pelanggan, dari hasil itu ia mendapat bagiannya. Pada umumnya 
mucikari ini di samping menjadi perantara (calo) untuk 
                                                             
        4  3 Kitab Undang-Undang KUHPer KUHP KUHAP, (Graha MediaPress, 2016), Pasal 296 
       5 Arivai Nazaruddin Sembiring, dkk, “Tindak Pidana Terkait Asusila Berdasarkan Hukum 
Pidana (KUHP) di Indonesia dan Syariat Islam di Aceh (Studi Penelitian di Kota Banda Aceh), 
USU Law Journal, (Sumatera Utara) Vol 4 Nomor 2,2016, hlm. 196 
       6 3 Kitab Undang-Undang..., Pasal 506 
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mempertemukan pelacur dan pelanggannya, juga berperan sebagai 
“kekasih atau pelindung” para wanita pelacur itu.7 
 
2. Sanksi Terhadap Mucikari menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 
2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang  
Tindak pidana perdagangan orang merupakan suatu perbuatan 
yang melanggar HAM. Perdagangan orang meliputi beberapa hal 
seperti pengiriman tenaga kerja indonesia secara ilegal, adopsi anak 
untuk di jadikan buruh migran, eksploitasi seksual, dan lain sebagainya. 
Prostitusi terutama mucikari termasuk dalam eksploitasi seksual, 
sehingga sanksi untuk pelaku mucikari diatur dalam pasal 12 jo pasal 2 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan 
tindak pidana perdagangan orang.  
Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 menjelaskan 
tentang perdagangan orang sesuai dengan yang dilakukan oleh 
mucikari, yang berbunyi:8 
“Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban 
tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan 
persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak 
pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana 
perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau 
mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan 
orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”.  
                                                             
       7 Arivai Nazaruddin Sembiring, dkk, “Tindak Pidana Terkait Asusila..., Hlm. 196 
       8 Undang-Undang Nomor 21 tahun2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 
Orang, pasal 12 
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Analisis pasal 12 ini yaitu: 
Pasal ini dapat menjerat mucikari karena dalam pasal ini 
dijelaskan bahwa “memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan 
orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul 
lainnya”. Dalam hal ini, mucikari memanfaatkan tubuh para pekerja 
seksual untuk memuaskan nafsu para lelaki mata keranjang yang 
mencari kepuasan nafsu saja dan dengan cara dibayar.9 
Kemudian semakin diperkuat dengan “mempekerjakan korban 
tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, 
atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan 
orang”. Karena mucikari memiliki tempat untuk melakukan praktiknya 
dan biasa disebut dengan rumah bordil. Dan mucikari akan 
mendapatkan sebagian uang dari dari setiap transaksi perbuatan para 
pekerja seks dengan lelaki. Bahkan biasanya mucikari lah yang 
mengatur pertemuan dan budget setiap para pekerja seksnya. Dan untuk 
pembagiannya diatur sesuai dengan perjanjian antara mucikari dengan 
Pekerja Seks Komersial (PSK).10 
Unsur yang terdapat dalam pasal ini di antaranya:11 
                                                             
       9 Eldi Rizqi, “Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Wanita) 
dalam Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan)”, Jurnal Fakultas 
Hukum, (Medan), 2017, hlm. 9 
       10 Ibid.  
       11 Fredi Yuniantoro, “Eksploitasi Seksual sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan dalam 
Peraturan Perundang-Undangan”, Justitia Jurnal Hukum, (Surabaya), Vol 2 Nomor 1, 2018, hlm. 
121 
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a. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang 
melakukan mucikari dalam tindak pidana prostitusi  
b. Kesalahannya yaitu  menggunakan atau memanfaatkan korban 
tindak pidana. Dalam hal ini jelas disebutkan bahwa si pelaku 
tindak pidana atau mucikari ini memanfaatkan korban agar dapat 
menguntungkan dirinya sendiri 
c. Melawan hukumnya yaitu memperkerjakan korban untuk praktik 
eksploitasi. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa 
persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada 
pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik 
serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, 
seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum 
memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh 
atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak 
lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun 
immateriil. 
d. Perbuatannya yaitu melakukan perdagangan orang dengan cara 
persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya 
e. Objeknya yaitu melakukan tindak pidana perdagangan orang.  
Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau 
serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana 
yang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Perbuatan ini juga 
dilakukan untuk mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana. 
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f. Akibatnya yaitu meningkatnya penyakit sipilis dan HIV/AIDS 
setiap tahunnya. Tidak hanya itu, perbuatan ini mengancam 
hubungan rumah tangga para penikmat jasa apabila sudah menikah. 
Dan menyebabkan rendahnya etika setiap orang karena hanya demi 
materi, seseorang rela melakukan perbuatan yang jelas-jelas 
melanggar agama karena merupakan dosa besar dan melanggar 
norma kesusilaan. Hal ini juga dapat menyebabkan peningkatan 
angka seks bebas.  
Penjelasan  dari pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 
ini kemudian dijelaskan ancaman hukumannya pada pasal 2 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Perdagangan Orang, yang berbunyi:12 
“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, 
penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan 
seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, 
penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan 
kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi 
bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari 
orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan 
mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik 
Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) 
tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda 
paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) 
dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.  
 
Analisis pasal 2 ayat (1):  
                                                             
       12 Ibid., pasal 2 ayat 1 
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Unsur pertama, yaitu Undang-Undang ini dapat dikategorikan 
berkaitan prostitusi atau pelacuran karena dalam prostitusi beberapa 
terdapat perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, 
pemindahan atau penerimaan seseorang dengan cara atau modus 
ancaman kekerasaan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, 
pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, 
penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat. Dalam hal ini 
mucikari membujuk seseorang sehingga seseorang mau untuk dijadikan 
sebagai pelacur.13 
Unsur kedua, perbuatan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan 
korban untuk tujuan seksual dan diperdagangkan demi mendapat 
keuntungan dari hasil kegiatan pengeksploitasian seks. Eksploitasi  
Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau 
organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk 
tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.14 
Eksploitasi di sini tidak hanya tentang pelacuran dan percabulan 
saja, namun juiga dengan cara memperkerjakan seseorang sebagai 
pramuria/pemandu karaoke bebas layanan seks, penari bugil/telanjang, 
penjualan wanita untuk pemuas nafsu seks/ dengan maksud tujuan 
selalu melakukan aktivitas hubungan seks atau memaksa berhubungan 
                                                             
       13 Riris Novtasya Yolanda, “Penerapan Ketentuan Pidana TerhadapOrang yang Mengambil 
Keuntungan dari Perbuatan Cabul dan Menjadikan sebagai Pencaharian (Analisis Putusan PN No. 
234/PID. Sus/2012/PN.BGL), Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Hukum, Medan, 2019, hlm. 17 
       14 Ibid..., hlm. 18 
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intim. Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah 
kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana 
perdagangan orang.15 
Sesuai dengan yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang, pelaku tindak pidana sesuai yang dijelaskan dalam 
pasal tersebut diancam hukuman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) 
tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling 
sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling 
banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).16 
Pasal ini cukup  berat untuk menjerat pelaku mucikari dalam 
tindak pidana prostitusi. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir 
semakin berkembangnya tindak pidana prostitusi di Indonesia. Karena 
prostitusi dengan mudah menyebar dan biasanya mengincar wanita-
wanita terutama yang masih remaja.17 
 
3. Sanksi Mucikari menurut pasal 33 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 
2014 tentang Hukum Jinayat  
Qanun adalah peraturan Perundang-Undangan sejenis peraturan 
daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan 
                                                             
       15 Fredi Yuniantoro, Eksploitasi Seksual sebagai Bentuk..., hlm. 116 
       16 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007..., Pasal 2 ayat (1) 
       17 Fredi Yuniantoro, “Eksploitasi Seksual sebagai Bentuk..., hlm. 16 
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masyarakat di Provinsi Aceh.18 Aceh sendiri merupakan salah  satu 
provinsi di Indonesia  yang diberikan otonomi khusus yaitu Syariat 
Islam berdasarkan   Undang-Undang Nomor   44 Tahun 1999 Tentang 
Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Aceh.19 Dalam Qanun 
Aceh, pelaku mucikari dalam tindak pidana prostitusi dapat dijerat 
dengan pasal 33 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang 
Hukum Jinayat yang berbunyi:20 
“Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja 
menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina, 
diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 
(seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram 
emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan”. 
 
Yang dimaksud dalam pada pasal 33 ayat (3) ini adalah “setiap 
orang dan/atau badan usaha” dalam hal ini ditunjukkan kepada siapa 
saja baik orang maupun badan usaha yang menyediakan fasilitas atau 
mempromosikan jarīmah Zina. Pasal ini mengancam para penyedia 
fasilitas atau mempromosikan jarīmah zina sehingga menyebabkan 
merebaknya jarīmah zina.21 
Ancaman ta’zīr kepada setiap orang dan/atau badan usaha yang 
dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarīmah 
                                                             
       18 http://acehprov.go.id, diakses pada 29 September 2019, pukul 19.40 
       19 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi 
Daerah Aceh 
       20 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, pasal 33 ayat (3) 
       21 Nyak Fadhlullah, “Metode Perumusan Qanun Jinayah Aceh: Kajian terhadap Pasal 33 
tentang Zina”, Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, (Yogyakarta), Vol. 7 Nomor 1, 2017, hlm. 
32 
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zina. Artinya pemberian hukuman ta’zīr kepada para pelaku mucikari 
didasari oleh QS Al-Isra’ ayat 32 yang berbunyi:22 
 ًلايِبَس ءاَسَو ًةَشِحاَف َناَك ُهَّنِإ َنَِّزلا ْاُوبَرْق َت َلاَو-٢٣  
“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu 
adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”.23 
 
Dalam QS Al-Isra’ ayat 32 ini, Allah SWT sudah mengingatkan 
agar jangan mendekati zina. Sedangkan dalam pasal 33 ayat (3) ini, 
mucikari menyediakan dan mempromosikan perbuatan zina. Perbuatan 
mucikari tersebut merupakan perbuatan yang keji karena perbuatan ini 
memberikan kesempatan orang untuk berbuat zina dan mengajak orang 
berbuat zina. Perbuatan zina sangat berbahaya karena selain merusak 
kehidupan pribadi, perbuatan zina juga merusak keluarga dan 
masyarakat karena semakin meningkatnya perbuatan zina.24 
Qanun ini mencegah setiap orang agar tidak terjerumus kepada 
perbuatan zina dengan menutup pintu atau jalan yang dapat membawa 
manusia menuju zina. Oleh karena itu orang yang membuka jalan 
menuju zina diancam hukuman ta’zīr berupa cambuk paling banyak 
100 kali dan/atau denda 1000 gram emas murni dan/atau penjara paling 
banyak 100 bulan. Pelaksanaan hukuman terhadap perbuatan terlarang 
                                                             
       22 ibid..., hlm. 33 
       23 Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, Al Qur’an dan Terjemahnya..., hlm. 429 
       24 Ibid.  
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dengan  cara dicambuk merupakan bentuk hukuman yang pertama 
dilakukan sebagai awal penetapan hukuman terhadap terdakwa. 
Pelaksanaan eksekusi cambuk dilakukan di depan umum yaitu di 
lingkungan mesjid yang diatur oleh petugas dari Kejaksaan setempat.25 
Hukuman bagi penyedia fasilitas dan mempromosikan jarīmah zina 
diancam hukuman ta’zīr yang dapat bersifat alternatif atau impersif 
antara cambuk dengan denda atau penjara.26 
 
4. Persamaan dan Perbedaan Sanksi Mucikari menurut Hukum Positif dan 
Qanun Aceh 
a. Persamaan Penerapan Sanksi Terhadap Mucikari27 
1) Syariat Islam sama pendiriannya dengan hukum positif dalam 
menetapkan jarimah atau tindak pidana dan hukumnya, yaitu dari 
segi tujuannya. Baik hukum positif maupun Qanun Aceh, 
keduanya sama-sama bertujuan memelihara kepentingan dan 
ketentraman masyarakat serta menjamin kelangsungan hidup.  
2) Dalam menentukan jenis tindak pidana baik hukum positif 
maupun Qanun Aceh memiliki persamaan dengan cara 
                                                             
       25 Usammah, “Ta’zir sebagai Hukuman dalam Hukum Pidana Islam”, Kanun Jurnal Ilmu 
Hukum, (Medan), Vol 21 Nomor 2, 2019, hlm. 264 
       26 Fredi Yuniantoro, Eksploitasi Seksual sebagai Bentuk..., hlm. 118 
       27 Anys Samara Umairoh, Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Penyebar Berita Bohong atau 
Hoax di Media Sosial Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam, Skripsi tidak diterbitkan, 
Jurusan Syariah, Surakarta, 2019, hlm. 87 
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merumuskan tindak pidana, menentukan bentuk kesalahannya dan 
juga menentukan macam perbuatannya.  
3) Berdasarkan jenis hukumannya kejahatan mucikari dalam tindak 
pidana prostitusi baik dari pukum positif maupun Qanun Aceh 
sama-sama mempunyai sanksi bagi pelakunya. Sanksi bagi pelaku 
menurut hukum positif adalah pidana penjara dan denda, 
sedangkan menurut Qanun Aceh sanksi  bagi mucikari masuk 
dalam kategori ta’zīr yaitu terdapat hukuman penjara dan denda.  
b. Perbedaan Penerapan Sanksi Terhadap Mucikari28 
1) Qanun Aceh menerapkan hukuman sesuai dengan Hukum Islam, 
Hukum Islam sangat memperhatikan pembentukan akhlak dan 
budi pekerti yang luhur, karena akhlak yang luhur merupakan 
sendi atau tiang untuk menegakkan masyarakat. Oleh karenanya, 
setiap perbuatan yang bertentangan dengan akhlak selalu dicela 
dan diancam dengan hukuman. Sebaliknya, Hukum Positif 
tidaklah menganggap perbuatan yang bertentangan dengan akhlak 
merupakan tindak pidana, kecuali apabila perbuatan tersebut 
membawa kerugian bagi masyarakat.  
2) Hukum Positif bertujuan untuk kepentingan duniawi, sedangkan 
Qanun Aceh berpedoman pada Al-Qur’an dan Hadits sehingga 
sanksinya sesuai dengan ketetapan Allah untuk mewujudkan 
kemaslahatan dan kepentingan dunia dan akhirat. 
                                                             
       28 Ibid Anys Samara..., hlm. 87-89 
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3) Dalam KUHP pasal 296 jo pasal 506 dan Undang-Undang Nomor 
21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang menerapkan sanksi terhadap pelaku berupa 
pidana penjara dan denda. Pidana penjara adalah pembatasan 
kebebasan bergerak seorang terpidana yang dilakukan dengan 
menempatkan seseorang tersebut di dalam sebuah Lembaga 
Permasyarakatan (LP) yang menyebabkan orang tersebut harus 
menaati semua peraturan tata tertib bagi mereka yang melanggar. 
Dan dalam Undang-Undang, pidana susila peradilannya 
dilakukan secara tertutup dan hanya keluarga serta hakim dan staf 
pengadilan yang boleh menyaksikan. Sedangkan dalam Qanun 
Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sanksi 
terhadap pelaku merupakan sanksi ta’zīr, ta’zīr sendiri merupakan 
sanksi yang sudah ditentukan kadar hukumnya oleh syara’ dan 
penentuan hukumnya menjadi kekuasaan hakim. Menurut Qanun 
Aceh, sanksi bagi mucikari berupa pidana cambuk yang sudah 
ditentukan hukumannya oleh mahkamah hakim. Pelaksanaan 
dilakukan di tempat terbuka dan disaksikan oleh umum serta 
dilakukan oleh algojo yang sudah disiapkan.  
 
B. Sanksi Terhadap Mucikari dalam Perspektif Ta’zīr 
Ta’zīr adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ditentukan 
kadar hukumnya oleh syara’ dan penentuan hukumnya menjadi 
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kekuasaan hakim. Sehingga dalam ta’zīr, penguasalah yang berwenang 
menentukan hukuman apa saja yang akan dijatuhkan kepada pelaku 
tindak pidana.29  
Mucikari sudah memenuhi unsur unsur pidana dalam Undang-
Undang  Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang. Karena telah melakukan perekrutan, 
pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemidanaan, atau 
penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan 
kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, 
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau 
memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari 
orang yang memegang kendali orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi 
orang tersebut.30  
Dalam perspektif ta’zīr, hakim memiliki wewenang penuh dalam 
penjatuhan hukuman bagi pelaku. Dan dalam Undang-Undang, segala 
putusan ditentukan oleh hakim. Dalam ta’zīr, sanksi dapat berupa 
hukuman mati, hukuman jilid, hukuman kawalan, hukuman 
pengasingan, hukuman salib, hukuman pengucilan, hukuman ancaman, 
hukuman peringatan, dan hukuman denda.31 
                                                             
       29 Mustofa Hasan, Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah dilengkapi dengan Kajian Hukum 
Pidana Islam, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 593 
       30 Undang-Undang Nomor 21..., pasal 12 
       31 Safaruddin Harefa, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui 
Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam, Jurnal Ubelaj, (Sumatera Barat) Vol 4 No. 1, 
2019, Hlm. 53 
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Menurut Qanun Aceh pasal 33 ayat (3), pelaku mucikari dijatuhi 
hukuman ta’zīr dikarenakan mucikari baik perorangan dan/atau badan 
usaha dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan 
Jarimah Zina. Memberikan peluang dan memberikan fasilitas kepada 
seseorang untuk melakukan zina merupakan perbuatan yang keji.32 
Mucikari sendiri dijatuhkan hukuman ta’zīr karena memberikan 
peluang dan mempromosikan seseorang untuk berzina. Ta’zīr sendiri 
terkadang dijatuhkan sebagai hukuman tambahan yang menyertai 
hukuman pokok bagi jarīmah ḥudūd atau qiṣāṣ. Mucikari sendiri 
diancam dengan hukuman cambuk paling banyak 100 kali dan/atau 
denda 1000 gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 
bulan, sesuai dengan yang sudah ditentukan dalam pasal 33 ayat (3) 
Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.33 
Sedangkan ḥudūd dijatuhkan kepada pelaku zina atau pelaku 
tindak pidana prostitusi. Hukuman ini didasari dari ketentuan pasal 33 
ayat (1) yang berbunyi: 
“setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina 
diancam dengan uqubat hudud 100 (seratus) kali”34 
 
Setiap orang dalam pasal ini ditunjukkan kepada siapa saja baik 
yang sudah menikah maupun belum menikah. Uqubat 100 (seratus) kali 
dijatuhkan kepada penzina yang telah terbukti secara sah dan 
                                                             
       32 Nyak Fadhlullah, Metode Perumusan Qanun..., hlm. 33 
       33 Ibid..., hlm. 34 
       34 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, pasal 33 ayat 1 
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meyakinkan di hadapan mahkamah, bersifat final karena ia adalah 
ḥudūd. Qanun juga menerapkan hukuman ta’zīr bagi pezina apabila 
pezina tersebut mengulangi perbuatannya. Ketentuan ini didasari pada 
pasal 33 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum 
Jinayat, yang berbunyi:35 
“Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 
100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir 
denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni 
atau ‘Uqubat Ta’zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan”.36 
 
Pasal ini sangat keras ditunjukkan kepada pelaku zina yang 
terbukti mengulangi perbuatan zina di hadapan Mahkamah. Dihukum 
pidana denda paling banyak 120 ( seratus dua puluh) gram emas murni 
atau pidana penjara paling banyak 12 (dua belas) bulan.37 
 
C. Efektivitas Hukum Mengenai Mucikari  
Salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai 
sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia. 
Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan 
atau kepatuhan pada hukum tapi mencakup efek total dari hukum terhadap 
sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif”.38 
Efektivitas penegak hukum dibutuhkan kekuatan fisik untuk menegakkan 
                                                             
       35 Ibid. 
       36 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, pasal 33 ayat 2 
       37 Ibid..., hlm. 34 
       38 http://www.negarahukum.com, diakses pada tgl 11 Nov 2019, pukul 07.25 
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kaidah-kaidah hukum tersebut menjadi kenyataan berdasarkan wewenang 
yang sah. Dalam hukum positif dan Qanun Aceh, terdapat perbedaan 
dalam penerapan hukuman terhadap mucikari maupun pelaku prostitusi itu 
sendiri. 
Dalam hukum positif, pemidanaan hanya terhadap mucikari saja 
tidak mencerminkan rasa keadilan karena dalam perbuatan prostitusi 
terdapat subjek-subjek yang berkaitan yakni mucikari, pengguna, dan 
pekerja seks. Perbuatan pelacuran bagian dari perbuatan zina 
dikategorikan sebagai (crime without victime) bahwa PSK dan pengguna 
termasuk korban tetapi juga sebagai pelaku dalam perbuatannya, sehingga 
hukum pidana positif di Indonesia saat ini masih belum memberikan 
kepastian hukum yang adil serta kelakuan yang sama dihadapan hukum 
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 1945 pasal 28D.39 
Secara sosiologis, penduduk Indonesia mayoritas muslim 
khususnya di Porvinsi Aceh, menunjukkan secara tidak langsung 
sesungguhnya mereka telah mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan 
sehari-hari. Meskipun kadar penerimaan hukum Islam itu sendiri 
bertingkat-tingkat, namun demikian Islam menjadi nilai yang dominan 
dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan spiritual, bahasa, 
budaya, praktik perilaku sampai pada pelaksanaan syariat Islam itu sendiri. 
Hukum Islam sudah menjadi living law dalam masyarakat. Maka integrasi 
hukum Islam ke dalam hukum nasional di dalam masyarakat Aceh 
                                                             
       39 Lucky Elza Aditya, “Urgensi Kriminalisasi Terhadap Pelacuran Pembaharuan Hukum 
Pidana di Indonesia”, (Malang: Universitas Brawijaya, 2016), hlm. 5 
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ditambah kesadaran pengamalan ajaran beragama, maka hukum Islam 
menjadi alternatif terbaik untuk mengatasi komplikasi kehidupan hukum.40 
Secara filosofis, hukum Islam memiliki kandungan yang sarat 
dengan tema keadilan. Islam yang dalam ajarannya juga mengandung 
aturan-aturan hukum adalah sistem ajaran sekaligus metodologi 
pencapaiannya, karena setiap bangsa memiliki cita-cita yang sama dan 
universal, berupa keadilan, ketertiban, perdamaian, keserasian, kesucian, 
dan lain sebagainya. Aturan ini tentu saja sesuai dengan kebutuhan 
manusia yang hidup dimuka bumi ini.41 
Substansi hukum, yaitu inti dari peraturan perundang-undang itu 
sendiri. Substansi yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu 
dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang 
yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka 
keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Dalam penerapan sanksi, 
Qanun Aceh lebih efektif karena tidak hanya pelaku mucikarinya saja 
yang dijerat, namun Pekerja Seks dan pengguna jasanya juga mendapatkan 
sanksi hukuman yaitu uqubat cambuk sebanyak 100 kali sesuai dengan 
yang dijelaskan dalam pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh tentang Hukum 
Jinayat yang berbunyi: 
“setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina 
diancam dengan uqubat hudud 100 (seratus) kali”.42 
                                                             
       40 Kamarusdiana, “Qanun  Jinayat Aceh dalam Perspektif Negara Hukum  Indonesia”, 
(Jakarta: UIN syarif Hidayatullah, 2014), hlm. 161 
       41 Ibid.  
      42  Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014..., pasal 33 ayat 1 
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Qanun Aceh lebih efektif karena memiliki sanksi yang menyeluruh 
tidak hanya pelaku mucikari, dan dilakukan didepan umum sehingga 
membuat pelakunya agar jera dan tidak mengulangi perilaku tersebut 
sesuai yang diatur dalam pasal 33 ayat (3) yang berbunyi:  
“Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja 
menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina, 
diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 
(seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram 
emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) 
bulan”.43 
 
                                                             
43 Ibid., pasal 33 ayat (3) 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan penjelasan yang diuraikan oleh beberapa bab diatas, 
maka dapat disimpulkan bahwa: 
1. Mucikari dalam Tindak Pidana Prostitusi menurut Hukum Positif 
dan Qanun Aceh 
a. Mucikari menurut Hukum Positif  
Prostitusi ialah perilaku seks bebas yang dilakukan secara 
tidak sah menurut hukum dan agama, untuk memuaskan hawa 
nafsu seorang laki-laki untuk mencari nafkah atau 
mendapatkan bayaran berupa uang. Mucikari  merupakan 
seseorang yang berperan sebagai pengasuh, perantara dan 
pemilik pekerja seks komersial (PSK). Mucikari bertugas 
untuk memberikan sarana, mengatur segala kebutuhan pekerja 
seks dan penlanggan. 
b. Mucikari menurut Qanun Aceh  
Menurut hukum Islam, Prostitusi merupakan perbuatan zina 
karena berhubungan dengan orang lain dan tidak memiliki 
ikatan pernikahan sama sekali. Dalam Qanun Aceh, Mucikari 
merupakan perbuatan yang keji karena memberikan peluang 
dan mempromosikan  jarīmah zina, dan zina merupakan 
perbuatan yang haram.  
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2. Sanksi terhadap Mucikari  
a. Sanksi terhadap Mucikari Menurut Hukum Positif  
Mucikari telah melanggar ketentuan pasal 296 jo pasal 506 
KUHP dan pasal 12 jo pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang. Dalam pasal 296 KUHP dijelaskan bahwa 
menyebakan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang 
lain, dan menjadikan sebagai pencaharian atau kebiasaan, 
diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat 
bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah. Dan 
menurut pasal 506 KUHP menyebut bahwa perbuatan  menarik 
keuntungan dari perbutan cabul seorang wanita dan 
menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana 
kurungan paling lama satu tahun.  
Menurut pasal 12 jo pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 21 Tahun 2007 perbuatan yang bertujuan eksploitasi 
dan mengendalikan seseorang untuk perbuatan cabul atau 
seksual diancam dengan hukuman pidana penjara paling 
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun 
dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua 
puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam 
ratus juta rupiah).  
 
b. Sanksi Mucikari Menurut QanunAceh 
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Mucikari diancam dihukum uqubat ta’zīr, karena 
memberikan peluang dan mempromosikan seseorang untuk 
berzina. Karena memberikan peluang kepada seseorang untuk 
berbuat zina, perbuatan tersebut telah melanggar pasal 33 ayat 
(3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat 
diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 
(seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram 
emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) 
bulan. 
3. Keefektivitasan Hukum mengenai Mucikari  
Efektivitas penegak hukum dibutuhkan kekuatan fisik untuk 
menegakkan kaidah-kaidah hukum tersebut menjadi kenyataan 
berdasarkan wewenang yang sah. Qanun Aceh lebih efektif karena 
memiliki sanksi yang menyeluruh tidak hanya pelaku mucikari, dan 
dilakukan didepan umum sehingga membuat pelakunya agar jera 
dan tidak mengulangi perilaku tersebut. Dianggap lebih efektif 
karena Qanun Aceh tidak hanya menjerat pelaku mucikarinya saja, 
tapi menyeluruh baik pekerja seks maupun pengguna jasanya. Dan 
penerapan hukumnya dilakukan dihadapan umum sehingga 
memberikan hukuman moral sendiri bagi pelaku. 
B. Saran  
Efektifitas penegak hukum dibutuhkan kekuatan fisik untuk 
menegakkan kaidah-kaidah hukum tersebut menjadi kenyataan 
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berdasarkan wewenang yang sah. Sanksi merupakan aktualisasi dari 
norma hukum threats dan promises, yaitu suatu ancaman tidak akan 
mendapatkan legitimasi bila tidak ada faedahnya untuk dipatuhi atau 
ditaati. Internal values merupakan penilaian pribadi menurut hati nurani 
dan ada hubungan yang diartikan sebagai suatu sikap tingkah laku. 
Prostitusi terjadi karena adanya peluang. Cara pencegahan yang 
paling dasar adalah dengan mempersempit peluang bagi para pelaku 
yang terlibat dalam tindak pidana prostitusi. Mempersempit gerak para 
pelaku dengan cara memberhentikan tempat-tempat yang terindikasi 
sebagai temat lokalisasi atau yang sering digunakan oleh para pelaku 
prostitusi. Pemberian sanksi yang tegas diharapkan akan memeberikan 
efek jera dan  efek takut terhadap masyarakat agar tidak melakukan 
tindak pidana prostitusi.  
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QANUN ACEH 
NOMOR 6 TAHUN 2014 
TENTANG 
HUKUM JINAYAT  
 
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG 
 
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 
GUBERNUR ACEH, 
 
Menimbang  : a. bahwa Al-Qur’an dan Al-Hadist adalah dasar utama agama 
Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah 
menjadi keyakinan serta pegangan hidup masyarakat Aceh; 
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara 
Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka 
(Memorandum of Understanding between The Government of 
Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement, Helsinki 15 
Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan 
Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk 
menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, 
berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak 
bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan 
Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang 
demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik 
Indonesia; 
c. bahwa Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik 
Indonesia memiliki Keistimewaan dan Otonomi khusus, salah 
satunya kewenangan untuk melaksanakan Syariat Islam, 
dengan menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan dan 
kepastian hukum; 
d. bahwa berdasarkan amanah Pasal 125 Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, hukum 
Jinayat (hukum Pidana) merupakan bagian dari Syari’at Islam 
yang dilaksanakan di Aceh; 
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu 
membentuk Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat; 
 
Mengingat :  1.  Pasal 18 ayat (6), Pasal 18B,  dan Pasal 29 Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
 
2. Undang-Undang... 
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2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan 
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); 
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa 
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3892); 
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4633); 
 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH 
dan 
GUBERNUR ACEH 
 
MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG HUKUM JINAYAT. 
BAB I 
KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 
Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan: 
1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan 
masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi 
kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri 
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem 
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.  
2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai 
suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan 
khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan dan  kepentingan masyarakat setempat sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota. 
3. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintah Daerah Provinsi dalam 
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 
UUD 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan 
kewenangan masing-masing.   
4. Pemerintahan... 
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4. Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan 
urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah 
kabupaten/kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
kabupaten/kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan 
masing-masing.  
5. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut 
Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan 
Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.  
6. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih 
melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan 
asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.  
7. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat 
DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah 
Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.  
8. Bupati/Walikota adalah kepala pemerintah daerah 
kabupaten/kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis 
yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil.  
9. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya 
disebut DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah kabupaten/kota yang anggotanya dipilih melalui 
pemilihan umum. 
10. Mahkamah adalah Mahkamah Syar’iyah Kabupaten/Kota, 
Mahkamah Syar’iyah Aceh dan Mahkamah Agung. 
11. Mahkamah Syar’iyah Kabupaten/Kota adalah lembaga 
peradilan tingkat pertama. 
12. Mahkamah Syar’iyah Aceh adalah lembaga peradilan tingkat 
banding. 
13. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya 
disebut Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tingkat 
kasasi dan peninjauan kembali. 
14. Hakim adalah hakim pada mahkamah syar’iyah 
kabupaten/kota, mahkamah syar’iyah Aceh dan mahkamah 
agung.  
15. Hukum Jinayat adalah hukum yang mengatur tentang 
Jarimah dan ‘Uqubat. 
16. Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam 
yang dalam Qanun ini diancam dengan ‘Uqubat Hudud 
dan/atau Ta’zir.  
17. ‘Uqubat adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim 
terhadap pelaku Jarimah.  
18. Hudud adalah jenis ‘Uqubat yang bentuk dan besarannya 
telah ditentukan di dalam Qanun secara tegas.    
19. Ta’zir adalah jenis ‘Uqubat yang telah ditentukan dalam 
qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarannya 
dalam batas tertinggi dan/atau terendah.  
 
 
20. Restitusi... 
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20. Restitusi adalah sejumlah uang atau harta tertentu, yang 
wajib dibayarkan oleh pelaku Jarimah, keluarganya, atau 
pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau 
keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, 
atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. 
21. Khamar adalah minuman yang memabukkan dan/atau 
mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau 
lebih. 
22. Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan 
dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 
(dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak 
yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu 
dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak 
langsung. 
23. Khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau 
tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis 
kelamin yang bukan Mahram dan tanpa ikatan perkawinan 
dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada 
perbuatan Zina.  
24. Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, 
bersentuh-sentuhan, berpelukan dan  berciuman antara laki-
laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan 
kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.   
25. Mahram adalah orang yang haram dinikahi selama-lamanya 
yakni orang tua kandung dan seterusnya ke atas, orang tua 
tiri, anak dan seterusnya ke bawah, anak tiri dari istri yang 
telah disetubuhi, saudara (kandung, seayah dan seibu), 
saudara sesusuan, ayah dan ibu susuan, saudara ayah, 
saudara ibu, anak saudara, mertua (laki-laki dan 
perempuan), menantu (laki-laki dan perempuan).   
26. Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih 
dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan 
perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.  
27. Pelecehan Seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan 
cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau 
terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun 
perempuan tanpa kerelaan korban.  
28. Liwath adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara 
memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain 
dengan kerelaan kedua belah pihak.  
29. Musahaqah adalah perbuatan dua orang wanita atau lebih 
dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau 
faraj untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual 
dengan kerelaan kedua belah pihak.  
30. Pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau 
dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau 
benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj 
atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut 
korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau 
paksaan atau ancaman terhadap korban. 
31. Qadzaf adalah menuduh seseorang melakukan Zina tanpa 
dapat mengajukan paling kurang 4 (empat) orang saksi.  
32. Memaksa... 
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32. Memaksa adalah setiap perbuatan atau serangkaian 
perbuatan yang dilakukan oleh Setiap Orang untuk 
menjadikan orang lain harus melakukan suatu perbuatan 
Jarimah yang tidak dikehendakinya dan/atau tidak kuasa 
menolaknya dan/atau tidak kuasa melawannya. 
33. Membantu melakukan adalah setiap perbuatan atau 
serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Setiap Orang 
untuk memudahkan orang lain melakukan Jarimah.   
34. Menyuruh melakukan adalah setiap perbuatan atau 
serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Setiap Orang 
untuk menggerakkan atau mendorong orang lain  melakukan  
Jarimah.  
35. Mempromosikan adalah memperagakan dan/atau 
menginformasikan cara melakukan Jarimah, dan/atau 
memberitahukan tempat yang dapat digunakan untuk 
melakukan Jarimah dan/atau orang/korporasi yang 
menyediakan tempat untuk melakukan Jarimah dan/atau 
menceritakan kembali pengakuan seseorang yang telah 
melakukan Jarimah, secara lisan atau tulisan, melalui media 
cetak, elektronik dan/atau media lainnya.  
36. Mengulangi adalah melakukan Jarimah yang sama dengan 
Jarimah yang sebelumnya sudah dia lakukan dan sudah 
diputus oleh Mahkamah Syar’iyah kabupaten/kota. 
37. Memproduksi Khamar adalah setiap kegiatan atau proses 
untuk menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, 
mengawetkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk 
sesuatu menjadi Khamar.  
38. Setiap Orang adalah orang perseorangan. 
39. Badan Usaha adalah Badan Usaha yang berbadan hukum 
dan bukan berbadan hukum.  
40. Anak adalah orang yang belum mencapai umur                          
18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.  
 
BAB  II 
ASAS DAN RUANG LINGKUP 
Bagian Kesatu 
Asas 
Pasal 2 
Penyelenggaraan Hukum Jinayat berasaskan: 
a. keislaman; 
b. legalitas;  
c. keadilan dan keseimbangan; 
d. kemaslahatan; 
e. perlindungan hak asasi manusia; dan 
f. pembelajaran kepada masyarakat (tadabbur).   
 
Bagian Kedua... 
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Bagian Kedua 
Ruang Lingkup 
Pasal 3 
(1) Qanun ini mengatur tentang:  
a. Pelaku Jarimah;  
b. Jarimah; dan  
c. ‘Uqubat. 
(2) Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. Khamar;  
b. Maisir;  
c. khalwat; 
d. Ikhtilath;  
e. Zina; 
f. Pelecehan seksual; 
g. Pemerkosaan; 
h. Qadzaf; 
i. Liwath; dan  
j. Musahaqah.  
Pasal 4 
(1) ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf 
c terdiri dari: 
a. Hudud; dan  
b. Ta’zir. 
(2) ‘Uqubat Hudud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
berbentuk cambuk. 
(3) ‘Uqubat Ta’zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
terdiri dari: 
a. ‘Uqubat Ta’zir utama; dan 
b. ‘Uqubat Ta’zir tambahan. 
(4) ‘Uqubat Ta’zir utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf a terdiri dari: 
a. cambuk;  
b. denda; 
c. penjara; dan 
d. restitusi. 
(5) ‘Uqubat Ta’zir Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) huruf b terdiri dari: 
a. pembinaan oleh negara;  
b. Restitusi oleh orang tua/wali;  
c. pengembalian kepada orang tua/wali; 
d. pemutusan perkawinan; 
e. pencabutan izin dan pencabutan hak;  
f. perampasan... 
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f. perampasan barang-barang tertentu; dan 
g. kerja sosial. 
(6) ‘Uqubat Ta’zir Tambahan dapat dijatuhkan oleh hakim atas 
pertimbangan tertentu. 
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan 
‘Uqubat Ta’zir Tambahan diatur dalam Peraturan Gubernur. 
Pasal 5 
Qanun ini berlaku untuk:  
a. Setiap Orang beragama Islam yang melakukan Jarimah  di 
Aceh; 
b. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan 
Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan 
memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada 
Hukum Jinayat;  
c. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan 
perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan 
pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini; dan  
d. Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh. 
Pasal 6 
(1) Setiap Orang yang turut serta, membantu atau menyuruh 
melakukan Jarimah dikenakan ‘Uqubat paling banyak sama 
dengan ‘Uqubat yang diancamkan kepada pelaku Jarimah. 
(2) Setiap Orang yang dengan sengaja mempromosikan Jarimah 
dikenakan ‘Uqubat paling banyak 1 1/2 (satu setengah) kali 
‘Uqubat yang diancamkan kepada pelaku Jarimah. 
(3) Setiap Orang yang memaksa melakukan Jarimah dikenakan 
‘Uqubat paling banyak 2 (dua) kali ‘Uqubat yang diancamkan 
kepada pelaku Jarimah. 
Pasal 7 
Dalam hal tidak ditentukan lain, uqubat ta`zir paling rendah 
yang dapat dijatuhkan oleh hakim adalah ¼ (seperempat) dari 
ketentuan `Uqubat yang paling tinggi.  
Pasal 8  
(1) ‘Uqubat cambuk atau penjara untuk Jarimah yang dilakukan 
oleh Badan Usaha dijatuhkan kepada pelaku dan 
penanggung jawab yang ada di Aceh. 
(2) ‘Uqubat denda untuk Jarimah yang dilakukan oleh Badan 
Usaha dijatuhkan kepada perusahaan, pelaku dan atau 
penanggung jawab yang ada di Aceh. 
 
BAB III... 
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BAB III 
ALASAN PEMBENAR DAN ALASAN PEMAAF 
Bagian Kesatu 
Alasan Pembenar 
Pasal 9   
Petugas yang sedang melaksanakan tugas atau perintah atasan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak dikenakan 
‘Uqubat. 
Bagian Kedua 
Alasan Pemaaf 
Pasal 10   
Tidak dikenakan ‘Uqubat, seseorang yang melakukan Jarimah 
karena: 
a. dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, kekuasaan atau 
kekuatan yang tidak dapat dihindari, kecuali perbuatan 
tersebut merugikan orang lain; dan/atau  
b. pada waktu melakukan Jarimah menderita gangguan jiwa, 
penyakit jiwa atau keterbelakangan mental, kecuali 
perbuatan tersebut merugikan orang lain. 
Pasal 11  
Perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang tidak 
mengakibatkan hapusnya ‘Uqubat, kecuali jika orang yang 
diperintahkan dengan itikad baik mengira bahwa perintah 
tersebut diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya 
termasuk dalam lingkungan pekerjaannya. 
Pasal 12  
(1) Setiap Orang yang melakukan pekerjaan di tempat kerja dan 
pada waktu kerja tidak dapat dituduh melakukan Jarimah 
khalwat dengan sesama pekerja.  
(2) Setiap Orang yang menjadi penghuni sebuah rumah yang 
dibuktikan dengan daftar keluarga atau persetujuan pejabat 
setempat, tidak dapat dituduh melakukan Jarimah khalwat 
dengan sesama penghuni rumah tersebut. 
Pasal 13  
Setiap Orang yang memberikan pertolongan kepada orang lain 
yang berbeda jenis kelamin dalam keadaan darurat, tidak dapat 
dituduh melakukan Jarimah khalwat atau Ikhtilath. 
Pasal 14 
(1) Setiap Orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung 
Khamar atas perintah dokter sebagai bagian dari kegiatan 
pengobatan tidak dapat dituduh melakukan perbuatan 
mengkonsumsi Khamar.  
(2) Apotek, dokter atau rumah sakit yang memberi resep, 
menyimpan, meracik, membeli atau menjual obat yang 
mengandung Khamar sebagai bagian dari kegiatan 
pengobatan tidak dapat dituduh melakukan perbuatan 
memproduksi, membeli, menyimpan, dan/atau menjual 
Khamar. 
BAB IV... 
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BAB  IV 
Jarimah Dan ‘Uqubat 
Bagian Kesatu 
Khamar 
Pasal 15  
(1) Setiap Orang yang dengan sengaja minum Khamar diancam 
dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali. 
(2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Hudud 
cambuk 40 (empat puluh) kali ditambah ‘Uqubat Ta’zir 
cambuk paling banyak 40 (empat puluh) kali atau denda 
paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau 
penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan. 
Pasal 16  
(1)  Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi, 
menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan 
Khamar, masing-masing diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir 
cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda 
paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau 
penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan. 
(2) Setiap Orang yang dengan sengaja membeli, 
membawa/mengangkut, atau menghadiahkan Khamar, 
masing-masing diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling 
banyak 20 (dua puluh) kali atau denda paling banyak 200 
(dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 20 
(dua puluh) bulan. 
Pasal  17  
Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dengan 
mengikutsertakan anak-anak dikenakan ‘Uqubat Ta’zir cambuk 
paling banyak 80 (delapan puluh) kali atau denda paling banyak 
800 (delapan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 
80 (delapan puluh) bulan. 
Bagian Kedua 
Maisir 
Pasal 18  
Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir 
dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 
(dua) gram emas murni, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk 
paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 
(seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 
12 (dua belas) bulan. 
Pasal 19  
Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir 
dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) 
gram emas murni, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling 
banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga 
ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) 
bulan.  
Pasal 20... 
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Pasal 20  
Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, 
menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diancam 
dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh 
lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima 
puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 
(empat puluh lima) bulan. 
Pasal 21 
Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, dengan 
mengikutsertakan anak-anak diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir 
cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau  denda 
paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni 
atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.  
Pasal 22  
Setiap Orang yang melakukan percobaan Jarimah Maisir 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan 
‘Uqubat Ta’zir paling banyak 1/2 (setengah) dari ‘Uqubat yang 
diancamkan. 
Bagian Ketiga 
Khalwat 
Pasal 23  
(1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah 
khalwat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling 
banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak                       
100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama                      
10 (sepuluh) bulan. 
(2) Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, 
menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah 
khalwat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling 
banyak 15 (lima belas) kali dan/atau denda paling banyak 
150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara 
paling lama 15 (lima belas) bulan. 
Pasal 24  
Jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat 
diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang 
pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/atau 
peraturan perundang-perundangan lainnya mengenai adat 
istiadat.  
Bagian Keempat 
Ikhtilath 
Pasal 25  
(1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah 
Ikhtilath, diancam dengan ‘Uqubat cambuk paling banyak 30 
(tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) 
gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) 
bulan. 
 
(2) Setiap... 
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(2) Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, 
menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah 
Ikhtilath, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling 
banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling 
banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni 
dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan. 
Pasal 26 
Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan anak yang 
berumur di atas 10 (sepuluh) tahun, diancam dengan ‘Uqubat 
Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau 
denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas 
murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.  
Pasal 27 
Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath 
dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain 
diancam dengan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 
ayat (1) dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling 
banyak 30 (tiga puluh) gram emas murni atau “uqubat Ta’zir 
penjara paling lama 3 (tiga) bulan.  
Paragraf 1 
Pengakuan Melakukan Ikhtilath 
Pasal 28  
(1) Setiap Orang yang mengaku telah melakukan Jarimah 
Ikhtilath secara terbuka atau di tempat terbuka, secara lisan 
atau tertulis, dianggap telah melakukan Jarimah Ikhtilath.  
(2) Penyidik hanya membuktikan bahwa pengakuan tersebut 
benar telah disampaikan.  
(3) Penyidik tidak perlu mengetahui dengan siapa Jarimah 
Ikhtilath dilakukan.  
(4) Hakim akan menjatuhkan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 25 ayat (1) apabila pengakuan tersebut terbukti 
telah disampaikan.  
Pasal 29  
(1) Dalam hal orang yang mengaku telah melakukan Jarimah 
Ikhtilath, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, 
menyebutkan nama pasangannya melakukan Jarimah 
Ikhtilath, maka dia wajib mengajukan bukti untuk 
menguatkan pernyataannya.  
(2) Penyidik akan memproses orang yang disebut, apabila bukti 
yang diajukan oleh orang yang mengaku, dianggap memenuhi 
syarat. 
 
 
 
Paragraf 2... 
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Paragraf 2 
Menuduh Seseorang Melakukan Ikhtilath 
Pasal 30 
(1) Setiap Orang yang dengan sengaja menuduh orang lain telah 
melakukan Ikhtilath dan tidak sanggup membuktikan 
tuduhannya, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling 
banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 
(tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 
(tiga puluh) bulan. 
(2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir 
cambuk 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling 
banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni 
dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan. 
Pasal 31 
(1) Orang yang dituduh melakukan Ikhtilath dapat membuat 
pengaduan kepada penyidik. 
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan 
melakukan penyidikan terhadap orang yang menuduh. 
Pasal 32 
Apabila orang yang menuduh dapat membuktikan tuduhannya, 
maka orang yang dituduh dianggap terbukti melakukan 
Ikhtilath.  
 
Bagian Kelima 
Zina 
Pasal 33  
(1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, 
diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali. 
(2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Hudud 
cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan 
‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) 
gram emas murni atau ‘Uqubat Ta’zir penjara paling lama 12 
(dua belas) bulan. 
(3) Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja 
menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina, 
diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 
(seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000  (seribu) 
gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 
(seratus) bulan. 
Pasal 34  
Setiap Orang dewasa yang melakukan Zina dengan anak, selain 
diancam dengan ‘Uqubat Hudud sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk 
paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 
(seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) 
bulan. 
 
Pasal 35... 
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Pasal 35  
Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina 
dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain 
diancam dengan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 
ayat (1) dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling 
banyak 100 (seratus) gram emas murni atau “uqubat Ta’zir 
penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.  
Pasal 36  
Perempuan yang hamil di luar nikah tidak dapat dituduh telah 
melakukan Jarimah Zina tanpa dukungan alat bukti yang 
cukup. 
Paragraf 1 
Pengakuan Telah Melakukan Zina 
Pasal 37  
(1) Setiap Orang yang diperiksa dalam perkara khalwat atau 
Ikhtilath, kemudian mengaku telah melakukan perbuatan 
Zina, pengakuannya dianggap sebagai permohonan untuk 
dijatuhi ‘Uqubat Zina.  
(2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 
berlaku untuk orang yang membuat pengakuan. 
(3) Penyidik dan/atau penuntut umum mencatat pengakuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara dan 
meneruskannya kepada hakim. 
Pasal 38   
(1) Hakim yang memeriksa perkara sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 37, setelah mempelajari berita acara yang 
diajukan oleh penuntut umum, akan bertanya apakah 
tersangka meneruskan pengakuannya atau mencabutnya. 
(2) Dalam hal tersangka meneruskan pengakuannya, hakim 
menyuruhnya bersumpah bahwa dia telah melakukan 
Jarimah Zina.  
(3) Apabila tersangka bersumpah bahwa dia telah melakukan 
Zina, hakim menjatuhkan ‘Uqubat Hudud dicambuk 100 
(seratus) kali.  
Pasal 39  
(1) Apabila tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 
mencabut pengakuannya atau tetap dalam pengakuannya, 
tetapi tidak mau bersumpah maka perkara tersebut akan 
dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara asal (Jarimah 
khalwat atau Ikhtilath).  
(2) Pelaku Jarimah khalwat atau Ikhtilath yang tidak mengaku 
melakukan Jarimah Zina akan diperiksa dalam perkara yang 
dituduhkan kepadanya.  
Pasal 40 
(1) Setiap Orang yang telah melakukan Jarimah Zina dapat 
mengajukan permohonan kepada hakim untuk dijatuhi 
‘Uqubat Hudud.  
(2) Permohonan... 
 
  
- 14 -  
 
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu 
menyebutkan identitas pemohon secara lengkap, dan tidak 
perlu menyebutkan tempat dan waktu kejadian. 
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 
berlaku untuk diri pemohon. 
(4) Hakim setelah menerima permohonan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), memberitahukannya secara tertulis 
kepada jaksa penuntut umum  sekaligus dengan penetapan 
hari sidang.   
(5) Dalam sidang yang diadakan untuk itu, hakim meminta 
pemohon mengulangi permohonannya secara lisan dan 
melakukan sumpah untuk menguatkannya.  
(6) Hakim mengeluarkan penetapan menjatuhkan ‘Uqubat 
Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan memerintahkan jaksa 
penuntut umum untuk melaksanakannya.  
(7) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) langsung 
berkekuatan hukum tetap. 
(8) Setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
hakim dapat memerintahkan penahanan pemohon untuk 
pelaksanaan ‘Uqubat. 
Pasal 41 
Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40  
tidak hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan atau 
mencabut permohonannya, perkara tersebut dianggap dicabut 
dan tidak dapat diajukan kembali.  
Pasal 42 
(1) Setiap Orang yang mengaku telah melakukan Zina di tempat 
terbuka atau secara terbuka, secara lisan atau tertulis, 
dianggap telah melakukan permohonan untuk dijatuhi 
‘Uqubat Hudud.  
(2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat 
dicabut.  
(3) Penyidik akan memeriksa orang tersebut untuk 
membuktikan bahwa pengakuan tersebut betul-betul telah 
diberikan.  
(4) Penyidik tidak perlu mengetahui siapa yang menjadi 
pasangannya melakukan Zina.  
(5) Penyidik akan mengajukan tersangka ke Mahkamah 
Syar’iyah Kabupaten/Kota setelah mendapat bukti bahwa 
pengakuan tersebut benar telah diberikan.  
(6) Hakim akan menjatuhkan ‘Uqubat sebagaimana yang 
ditetapkan dalam Pasal 33, apabila pengakuan tersebut 
terbukti telah diucapkan/disampaikan.  
(7) Setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), 
hakim dapat memerintahkan penahanan pemohon untuk 
pelaksanaan ‘Uqubat. 
 
 
 
Pasal 43... 
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Pasal 43  
(1) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 
dan Pasal 42 menyebutkan nama orang yang menjadi 
pasangannya melakukan Zina, hakim akan memanggil orang 
yang disebutkan namanya tersebut untuk diperiksa di 
persidangan. 
(2) Dalam hal orang yang disebutkan namanya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) menyangkal, pemohon wajib 
menghadirkan paling kurang 4 (empat) orang saksi yang 
melihat perbuatan Zina tersebut benar telah terjadi. 
(3) Dalam hal orang yang disebutkan namanya sebagai pasangan 
Zina mengakui atau pemohon dapat menghadirkan  paling 
kurang  4 (empat) orang saksi, pemohon dan pasangannya 
dianggap terbukti melakukan Zina.  
(4) Dalam hal pemohon tidak dapat menghadirkan paling kurang 
4 (empat) orang saksi, pemohon dianggap terbukti melakukan 
Qadzaf.   
Pasal 44   
(1) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 
dalam keadaan hamil, hakim menunda pelaksanaan ‘Uqubat 
hingga pemohon melahirkan dan berada dalam kondisi yang 
sehat. 
(2) Pemohon yang menyebutkan nama pasangan Zinanya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42  yang sedang dalam 
keadaan hamil dapat membuktikan tuduhannya melalui tes 
DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) dari bayi yang dilahirkannya. 
(3) Hasil tes DNA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
menggantikan kewajiban pemohon untuk menghadirkan 4 
(empat) orang saksi. 
Pasal 45  
Orang yang dituduh sebagai pasangan berzina oleh seseorang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), dapat 
mengajukan pembelaan.  
Bagian Keenam 
Pelecehan Seksual 
Pasal 46 
Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah 
pelecehan seksual, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk 
paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling 
banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau 
penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.  
Pasal 47  
Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah 
Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 
terhadap anak, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling 
banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 
(sembilan ratus) gram emas  murni atau penjara paling lama 90 
(sembilan puluh) bulan.  
Bagian Ketujuh... 
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Bagian Ketujuh  
Pemerkosaan 
Pasal 48  
Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah 
Pemerkosaan diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling 
sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 
(seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 
(seribu dua ratus lima puluh) gram emas  murni, paling banyak 
1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau 
penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling 
lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan. 
Pasal 49 
Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah 
Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram 
dengannya, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling 
sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua 
ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) 
gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas 
murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) 
bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan. 
Pasal 50 
Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah 
Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap 
anak-diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 
(seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau 
denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, 
paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara 
paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 
(dua ratus) bulan. 
Pasal 51 
(1) Dalam hal ada permintaan korban, Setiap Orang yang 
dikenakan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 
dan Pasal 49 dapat dikenakan ‘Uqubat Restitusi paling 
banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni.  
(2) Hakim dalam menetapkan besaran ‘Uqubat Restitusi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu 
mempertimbangkan kemampuan keuangan terhukum. 
(3) Dalam hal Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang 
tidak dapat dihindari, maka ‘Uqubat Restitusi untuk korban 
dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku. 
Pasal 52 
(1) Setiap Orang yang mengaku diperkosa dapat mengajukan 
pengaduan kepada penyidik tentang orang yang 
memperkosanya dengan menyertakan alat bukti permulaan.  
(2) Setiap diketahui adanya Jarimah Pemerkosaan, penyidik 
berkewajiban melakukan penyelidikan untuk menemukan 
alat bukti permulaan. 
 
(3) Dalam... 
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(3) Dalam hal penyidik menemukan alat bukti tetapi tidak 
memadai, orang yang mengaku diperkosa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan sumpah sebagai 
alat bukti tambahan untuk menyempurnakannya. 
(4) Penyidik dan jaksa penuntut umum meneruskan perkara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Mahkamah 
Syar’iyah Kabupaten/Kota dengan bukti permulaan serta 
pernyataan kesediaan orang yang mengaku diperkosa untuk 
bersumpah di depan Hakim.  
(5) Kesediaan orang yang mengaku diperkosa untuk bersumpah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan oleh 
penyidik dalam berita acara khusus untuk itu. 
Pasal 53  
(1) Sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) 
diucapkan 5 (lima) kali.  
(2) Sumpah yang pertama sampai keempat menyatakan bahwa 
dia jujur dan sungguh-sungguh dalam pengakuannya bahwa 
dia telah diperkosa oleh orang yang dia tuduh.  
(3) Sumpah yang kelima menyatakan bahwa dia rela menerima 
laknat Allah, apabila dia berdusta dengan tuduhannya.  
Pasal 54 
(1) Apabila orang yang menuduh setelah di depan hakim tidak 
bersedia bersumpah, sedangkan dia telah menandatangani 
berita acara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52, dia 
dianggap terbukti telah melakukan Jarimah Qadzaf.  
(2) Orang yang menuduh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 80 (delapan puluh) 
kali.  
Pasal 55  
(1) Setiap Orang yang dituduh telah melakukan Pemerkosaan 
berhak mengajukan pembelaan diri bahwa dia tidak 
melakukan Pemerkosaan.  
(2) Dalam hal alat bukti adalah sumpah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 52, maka orang yang dituduh dapat membela 
diri dengan melakukan sumpah pembelaan sebanyak 5 (lima) 
kali.  
(3) Sumpah yang pertama sampai keempat menyatakan bahwa 
dia tidak melakukan Pemerkosaan dan tuduhan yang 
ditimpakan kepadanya adalah dusta.  
(4) Sumpah yang kelima menyatakan bahwa dia rela menerima 
laknat Allah, apabila dia berdusta dengan sumpahnya. 
Pasal 56  
Apabila keduanya melakukan sumpah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 53, maka keduanya dibebaskan dari ‘Uqubat. 
 
 
 
Bagian Kedelapan... 
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Bagian Kedelapan 
Qadzaf 
Pasal 57 
(1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Qadzaf 
diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 80 (delapan puluh) 
kali. 
(2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana yang 
dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Hudud 
cambuk 80 (delapan puluh) kali dan dapat ditambah dengan 
‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 400 (empat ratus) gram 
emas murni atau ‘Uqubat Ta’zir penjara paling lama 40 
(empat puluh) bulan.   
Pasal 58  
(1) Dalam hal ada permintaan tertuduh, Setiap Orang yang 
dikenakan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 
dapat dikenakan ‘Uqubat Restitusi paling banyak 400 (empat 
ratus) gram emas murni.  
 
(2) Hakim dalam menetapkan besaran ‘Uqubat Restitusi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu 
mempertimbangkan kemampuan keuangan terhukum dan 
kerugian materiil tertuduh. 
(3) Dalam hal Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang 
tidak dapat dihindari, maka ‘Uqubat Restitusi untuk tertuduh 
dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku. 
Pasal 59  
Dalam hal suami atau istri menuduh pasangannya melakukan 
perbuatan Zina, dapat mengajukan pengaduan kepada hakim 
dan menggunakan sumpah sebagai alat bukti. 
Pasal 60  
(1) Sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan di 
depan hakim dengan nama Allah sebanyak 5 (lima) kali. 
(2) Pada sumpah pertama sampai dengan ke 4 (empat),  penuduh 
menyatakan bahwa dia telah melihat istri atau suaminya 
melakukan perbuatan Zina. 
(3) Pada sumpah yang terakhir atau ke 5 (lima) suami 
menyatakan bahwa dia bersedia menerima laknat Allah di 
dunia dan di akhirat apabila dia berdusta dengan 
sumpahnya. 
(4) Pada sumpah yang terakhir atau ke 5 (lima) istri menyatakan 
bahwa dia bersedia menerima murka Allah di dunia dan di 
akhirat apabila dia berdusta dengan sumpahnya. 
Pasal 61 
(1) Suami atau isteri yang dituduh sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 59, dapat mengikuti prosedur yang sama 
bersumpah dengan nama Allah sebanyak 5 (lima) kali, untuk 
menyatakan bahwa tuduhan pasangannya adalah tidak 
benar. 
(2) Pada... 
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(2) Pada sumpah pertama sampai dengan ke 4 (empat) tertuduh 
menyatakan bahwa tuduhan suami atau isterinya tidak benar 
dan 1 (satu) kali yang terakhir menyatakan bersedia 
menerima laknat Allah di dunia dan di akhirat apabila dia 
berdusta dengan sumpahnya ini. 
(3) Apabila suami atau istri yang dituduh melakukan Zina tidak 
bersedia melakukan sumpah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dia akan dikenakan ‘Uqubat Zina sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1). 
(4) Apabila suami atau istri yang menuduh pasangannya 
melakukan Zina, tidak bersedia melakukan sumpah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dia akan dijatuhi 
‘Uqubat Qadzaf.  
(5) Apabila suami dan istri saling bersumpah, keduanya 
dibebaskan dari ‘Uqubat Hudud melakukan Jarimah Zina 
atau Qadzaf.  
Pasal 62 
(1) Suami dan isteri yang saling bersumpah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 61 ayat (5) akan dikenakan ‘Uqubat 
Ta’zir tambahan diputuskan ikatan perkawinan mereka dan 
tidak boleh saling menikah untuk selama-lamanya. 
(2) Pemutusan ikatan perkawinan sebagaiman dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan melalui Mahkamah Syar’iyah. 
(3) Penyelesaian lebih lanjut mengenai akibat dari putusnya 
perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diselesaikan dengan kesepakatan bersama antara suami 
dengan isteri, atau melalui gugatan perdata ke Mahkamah 
Syar`iyah.   
(4) Suami atau isteri yang mengajukan gugatan cerai dengan 
alasan pasangannya telah melakukan perbuatan Zina tidak 
dituduh melakukan Qadzaf.  
Bagian Kesepuluh  
Liwath 
Pasal 63 
(1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah 
Liwath diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir paling banyak 100 
(seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 
(seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 
(seratus) bulan.  
(2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir 
cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda 
paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni 
dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan. 
(3) Setiap Orang yang melakukan Liwath dengan anak, selain 
diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 
(seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram 
emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan. 
 
Bagian Kesebelas... 
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Bagian Kesebelas 
Musahaqah 
Pasal 64 
(1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah 
Musahaqah diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir paling banyak 
100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 
(seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 
(seratus) bulan.  
(2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir 
cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda 
paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni 
dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan. 
(3) Setiap Orang yang melakukan Jarimah Musahaqah dengan 
anak, selain diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk 
paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 
1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 
(seratus) bulan. 
 
BAB V 
PERBARENGAN PERBUATAN JARIMAH 
Pasal 65  
Dalam hal Setiap Orang melakukan lebih dari satu perbuatan 
Jarimah yang tidak sejenis, maka akan dikenakan ‘Uqubat untuk 
masing-masing Jarimah.  
BAB VI 
JARIMAH DAN ‘Uqubat BAGI ANAK-ANAK 
Pasal 66 
Apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) 
tahun melakukan atau diduga melakukan Jarimah, maka 
terhadap Anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman 
kepada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan 
pidana anak. 
Pasal 67 
(1) Apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun 
tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau 
belum menikah melakukan Jarimah, maka terhadap anak 
tersebut dapat dikenakan ‘Uqubat paling banyak 1/3 (satu 
per tiga) dari ‘Uqubat yang telah ditentukan bagi orang 
dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang 
tuanya/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan 
oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota. 
(2) Tata cara pelaksanaan ‘Uqubat terhadap anak yang tidak 
diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai 
sistem peradilan anak diatur dalam Peraturan Gubernur. 
 
 
 
BAB VII... 
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BAB VII 
GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI 
Bagian Kesatu 
Ganti Kerugian 
Pasal 68  
(1) Setiap Orang yang ditangkap dan ditahan oleh aparat 
berwenang yang diduga melakukan Jarimah tanpa melalui 
prosedur atau proses hukum atau kesalahan dalam 
penerapan hukum, atau kekeliruan mengenai orangnya, 
berhak mendapatkan ganti kerugian. 
(2) Setiap Orang yang ditahan dan setelah itu diputus bebas oleh 
mahkamah, berhak mendapatkan ganti kerugian.  
(3) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) untuk satu hari ditetapkan sebesar 0,3 (nol koma tiga) 
gram emas murni atau uang yang nilainya setara dengan itu.  
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ganti kerugian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.  
Bagian Kedua 
Rehabilitasi 
Pasal 69  
(1) Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, berhak 
mendapatkan rehabilitasi. 
(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang Hukum Acara 
Jinayat. 
BAB  VIII 
KETENTUAN LAIN-LAIN 
Bagian Kesatu 
PeriZinan 
Pasal 70 
(1) Setiap instansi dilarang memberi izin kepada penginapan, 
restoran atau tempat-tempat lain untuk menyediakan  atau 
memberi fasilitas terjadinya Jarimah sebagaimana diatur 
dalam Qanun ini.   
(2) Apabila izin sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) tetap 
diberikan, maka izin tersebut tidak berlaku di wilayah Aceh. 
(3)  Setiap Badan Usaha yang melanggar Qanun ini dapat 
dikenakan ‘Uqubat tambahan berupa pencabutan izin usaha.  
BAB IX 
KETENTUAN PERALIHAN 
Pasal 71  
Pada saat qanun ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan hukum jinayat dan peraturan 
pelaksanaannya masih tetap berlaku sepanjang tidak 
bertentangan dengan Qanun ini. 
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Pasal 72 
Dalam hal ada perbuatan Jarimah sebagaimana diatur dalam 
qanun ini dan diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, yang 
berlaku adalah aturan Jarimah dalam Qanun ini.  
Pasal 73  
(1) Ketentuan ‘Uqubat Ta’zir yang ada dalam qanun lain, 
sebelum qanun ini ditetapkan, disesuaikan dengan ‘Uqubat 
dalam Qanun ini. 
(2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan 
perhitungan, cambuk 1 (satu) kali disamakan dengan penjara 
1 (satu) bulan, atau denda 10 (sepuluh) gram emas murni.  
(3) Dalam hal ‘Uqubat dalam qanun lain sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) bersifat alternatif antara penjara, denda atau 
cambuk, yang dijadikan pegangan adalah ‘Uqubat cambuk.  
(4) Dalam hal ‘Uqubat dalam Qanun lain sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) bersifat alternatif antara penjara atau denda, 
yang dijadikan pegangan adalah penjara.  
 
BAB X 
KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 74 
Pada saat qanun ini mulai berlaku:  
a. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 
2003 tentang Khamar dan Sejenisnya (Lembaran Daerah 
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 25 
Seri D Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 28); 
b. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Maisir (Perjudian) (Lembaran Daerah Provinsi 
Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 26 Seri D 
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe 
Aceh Darussalam Nomor 29); dan 
c. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 
2003 tentang Khalwat (Mesum) (Lembaran Daerah Provinsi 
Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 27 Seri D 
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe 
Aceh Darussalam Nomor 30). 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 
 
 
Pasal 75... 
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Pasal 75 
Qanun ini mulai berlaku 1 (satu) tahun setelah diundangkan. 
 
Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam 
Lembaran Aceh. 
 
           
           
             
           
           
           
           
           
           
           
           
           
          
  
 
 
 
 
LEMBARAN ACEH TAHUN 2014 NOMOR 7. 
 
  
Diundangkan di Banda Aceh 
pada tanggal   23  Oktober     2014 M 
                      28 Dzulhijjah 1435 H 
                                                                                       
SEKRETARIS DAERAH ACEH, 
 
 
 
DERMAWAN 
 
 
 
 
 
 
 
\\\ 
 
 
NAMA 
Ditetapkan di Banda Aceh 
pada tanggal  22   Oktober     2014 
     27 Dzulhijjah 1435 
 
 
GUBERNUR ACEH, 
 
 
 
ZAINI ABDULLAH 
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PENJELASAN 
ATAS 
QANUN ACEH 
NOMOR 6 TAHUN 2014 
TENTANG 
HUKUM JINAYAT 
 
I.  UMUM  
Masyarakat Aceh dalam perjalanan panjang sejarahnya dikenal sebagai 
masyarakat yang sangat dekat bahkan fanatik terhadap ajaran Islam, sehingga 
Islam menjadi identitas budaya dan kesadaran jati diri.  Masyarakat Aceh 
menyatukan ajaran agama ke dalam adat istiadat dan hukum adat sedemikian 
rupa sehingga menyatu dan terbaur, yang dalam pepatah adat dinyatakan 
dengan ungkapan Hukom ngoen adat lage dzat ngoen sifeut (Hubungan syariat 
dengan adat adalah ibarat hubungan suatu zat (benda) dengan sifatnya, yaitu 
melekat dan tidak dapat dipisahkan).  
Di era Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Aceh sejak awal 
kemerdekaan telah meminta dan bahkan menuntut kepada Pemerintah untuk 
diberi izin melaksanakan syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, seperti 
pendidikan, tata kehidupan bermasyarakat, tata kelola Pemerintahan Gampong, 
dan hukum, baik yang publik maupun yang privat. 
Pada masa sekarang, pelaksanaan syariat Islam di Aceh adalah amanat 
dan perintah paling kurang dari tiga Undang-Undang, yaitu:  
1. Undang-Undang Nomor  44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; dan  
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang 
Penanganan Permasalahan Hukum dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi 
dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Nanggroe 
Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.  
Dalam undang-undang yang pertama pelaksanaan syariat Islam 
dinyatakan sebagai bagian dari upaya memberikan payung hukum yang konkret 
untuk ”Keistimewaan Aceh” yang sudah diberikan sejak tahun 1959 (melalui 
Keputusan Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia, waktu itu Indonesia 
masih berdasarkan UUDS 1950).  Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2006, pelaksanaan syariat Islam dianggap sebagai bagian dari pemberian 
otonomi... 
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otonomi khusus untuk Aceh, yang diamanatkan oleh TAP MPR dan lebih dari itu 
juga sebagai bagian dari pelaksanaan Memorandum of Understanding between 
The Government of Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement, yang 
ditandatangani di Helsinki pada bulan Agustus 2005. Sedangkan dalam Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2007, dicantumkan beberapa ketentuan tentang 
pelaksananaan Syariat Islam dan adat Aceh yang muncul sebagai akibat dari 
musibah Gempa Bumi dan Tsunami, yaitu tentang (1) penetapan Baitul Mal 
sebagai pengelola harta agama, yaitu harta orang Islam yang meninggal dunia 
tidak  meninggalkan ahli waris dan harta yang terletak di lingkungan umat Islam 
tetapi tidak diketahui siapa pemiliknya. (2) Penetapan Baitul Mal sebagai  badan 
resmi yang akan menjadi  pengawas  atas wali anak yatim.  
Setelah kehadiran Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, tetapi sebelum 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, ada sebuah undang-undang lain 
tentang otonomi khusus untuk Aceh, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai 
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Undang-undang ini memperkenalkan 
Qanun sebagai wadah untuk syariat Islam yang akan dijalankan sebagai hukum 
positif di Aceh, sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Undang-undang ini 
juga memperkenalkan peradilan syariat Islam di Aceh, yang akan dilakukan oleh 
Mahkamah Syar`iyah, sebagai bagian dari sistem peradilan nasional dengan 
dibantu oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 
ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2006.  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, Pemerintah Provinsi 
membentuk Panitia untuk menghimpun bahan, menetapkan bidang dan langkah 
kerja serta menulis Rancangan Qanun Aceh tentang pelaksanaan Syariat Islam 
sebagai hukum positif di Aceh. Untuk itu, Panitia menetapkan tiga bidang 
penulisan Rancangan Qanun dengan langkah-langkahnya sebagai berikut: 
1. Bidang pertama penulisan Qanun Aceh tentang peradilan Syariat Islam (al-
qadha’) itu sendiri serta Qanun di bidang aqidah, ibadat (shalat, puasa, zakat 
dan rumah ibadat/masjid) serta syiar Islam; 
2. Bidang kedua penulisan Qanun di bidang jinayat (pidana) materiil dan formil; 
dan 
3. Bidang ketiga  penulisan Qanun di bidang muamalat (perdata keharta-
bendaan) materiil dan formil.  
Untuk... 
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 Untuk bidang yang kedua, yaitu penulisan Qanun di bidang jinayat, Panitia 
mengelompokkan persoalan menjadi empat kelompok besar yang sekaligus 
menjadi langkah penulisannya yaitu:  
a. penulisan peraturan (Qanun dan Peraturan gubernur) yang berkaitan dengan 
perlindungan akhlak, kesusilaan dan kehormatan diri, (keluhuran akhlak dan 
moral);  
b. penulisan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan nyawa manusia;  
c. penulisan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan harta kekayaan; 
dan  
d. adapun penulisan peraturan yang berkaitan dengan hukum acara, akan 
dilakukan secara bertahap sesuai dengan hukum materiil yang 
memerlukannya.  
Untuk langkah pertama disahkan tiga buah Qanun:  
a. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang 
Minuman Khamar dan Sejenisnya;  
b. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Maisir (Perjudian); dan  
c. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang 
Khalwat (Mesum).  
Pemilihan tiga masalah di atas untuk dituliskan ke dalam Qanun sebagai 
Qanun awal di bidang pidana, dilakukan paling kurang karena dua 
pertimbangan. Pertama perbuatan-perbuatan tersebut  merupakan maksiat 
(haram) dalam syariat dan relatif sangat meresahkan masyarakat Aceh namun 
belum tertangani secara baik. Perbuatan meminum khamar dan melakukan 
khalwat tidak merupakan perbuatan pidana dalam hukum nasional, sedang 
maisir  hanya yang tidak mendapat izin yang merupakan perbuatan pidana. 
Kedua, terjadi euforia di berbagai lapisan masyarakat di Aceh, dalam bentuk 
“pengadilan rakyat” yang muncul di tengah masyarakat terhadap ketiga jenis 
perbuatan pidana di atas, segera setelah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 
disahkan. Antara bulan September sampai Desember 1999 tercatat belasan 
kasus dalam tiga masalah di atas, yang diselesaikan masyarakat melalui 
“pengadilan rakyat” di berbagai tempat  di Aceh.  
Seperti diketahui uqubat cambuk pertama dijatuhkan pada bulan Januari 
2005 dan eksekusinya dijalankan pada Juni 2005. Pada saat itu telah terlihat 
berbagai kelemahan pada Qanun yang ada, baik di bidang materiil ataupun 
formilnya... 
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formilnya. Memang sejak awal ditulis dan disahkan sudah direncanakan bahwa 
Qanun-Qanun ini akan direvisi dan disempurnakan setelah dilaksanakan secara 
nyata di lapangan, dalam arti telah ada tersangkanya, ada proses penyidikan, 
penuntutan, penyidangan dan pembacaan putusan sampai tingkat berkekuatan 
hukum tetap termasuk kasasi, dan setelah itu ada pelaksanaan uqubat oleh 
jaksa penuntut umum. Menurut rencana, setelah disahkan pada tahun 2003 
yang lantas diikuti dengan sosialisasi, maka Qanun ini akan dilaksnakan tahun 
2004. Setelah itu dilakukan revisi tahun 2005. Karena berbagai sebab, 
diantaranya musibah Gempa Bumi dan Tsunami dan MoU Helsinki yang 
kemudian disusul dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, 
maka revisi dan penyempurnaan atas tiga qanun tersebut baru dapat terlaksana 
dan dibicarakan di DPRA pada tahun 2009. Tetapi karena ada perbedaan 
pendapat antara Eksekutif dan Legislatif, maka rancangan tersebut tidak jadi 
disahkan, walaupun sudah disetujui oleh fraksi-fraksi yang ada di DPRA dalam 
Sidang Paripurna mereka. Sesudah itu baru pada tahun 2014 sekarang inilah 
revisi dan penyempurnaan tersebut dapat disahkan. 
Prinsip utama yang menjadi pegangan, serta metode penulisan rancangan 
qanun tentang pelaksanaan Syari`at Islam dari perspektif ushul fikih, ada empat 
pokok pikiran (prinsip) yang menjadi pegangan utama yang perlu dikemukakan 
dalam penjelasan ini.  
Pertama sekali, ketentuan-ketentuan yang akan dilaksanakan itu harus 
tetap bersumber kepada Al-qur’an dan Sunnah Rasulullah. 
Kedua, penafsiran atau pemahaman atas Al-qur’an dan Hadis tersebut 
akan dihubungkan dengan keadaan dan kebutuhan lokal (adat) masyarakat 
Aceh pada khususnya atau dunia Melayu Indonesia pada umumnya, serta 
dengan tata aturan yang berlaku dalam kerangka NKRI. 
Ketiga, penafsiran dan pemahaman tersebut akan diupayakan untuk 
selalu berorientasi ke masa depan, guna memenuhi kebutuhan masyarakat 
Indonesia yang sedang membangun di awal abad ke lima belas hijriah atau abad 
ke dua puluh satu masehi, serta mampu menyahuti “semangat” zaman modern 
seperti tercermin dalam isu perlindungan HAM dan kesetaraan gender, serta 
mempertimbangkan kemajuan ilmu dan teknologi terutama sekali ilmu hukum, 
yang perkembangannya relatif sangat cepat dan pesat. 
Keempat, guna melengkapi tiga prinsip di atas dipedomani prinsip yang 
terkandung dalam sebuah kaidah fiqih kulliah yang dikenal luas, al-muhafazhah 
‘ala-l qadim-ish shalih wa-l akhdzu bi-l jadid-il ashlah, yang maknanya lebih 
kurang “tetap memakai ketentuan-ketentuan lama (mazhab) yang masih baik 
(relavan)... 
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(relevan) serta berusaha mencari dan merumuskan ketentuan baru yang lebih 
baik dan lebih unggul”.  
Dengan empat prinsip ini diharapkan Syariat Islam yang dituangkan  ke 
dalam Qanun Aceh sebagai hukum positif (fiqih) Aceh yang menjadi sub-sistem 
dalam sistem hukum nasional dan sistem peradilan nasional ini, akan tetap 
berada di bawah naungan Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah dan tetap berada 
dalam bingkai sejarah panjang pemikiran fikih dan penerapan syariat Islam di 
berbagai belahan dunia. Begitu juga Qanun-Qanun ini akan tetap bertumpu 
pada budaya dan adat istiadat lokal masyarakat Indonesia, khususnya 
masyarakat Aceh, serta sistem hukum yang berlaku di dalam NKRI. Dengan 
demikian kegiatan dan pilihan ini diharapkan mampu mewujudkan sebuah 
tatanan hukum (fiqih) baru yang berakar dan menyatu dengan kesadaran 
hukum rakyat serta mampu memenuhi kebutuhan masa depan bangsa yang 
semakin rumit dan kompleks, serta tidak tersandung pada tuduhan 
mengabaikan perlindungan HAM dan kesetaraan gender. Dalam ungkapan 
masyarakat lokal yang dikutip dari Al-Qur’an, upaya ini sering dinyatakan 
sebagai upaya untuk merumuskan aturan hukum yang ”rahmatan lil `alamin”.  
Pilihan untuk menggunakan empat prinsip penafsiran di atas menjadi 
penting sekiranya diingat bahwa upaya pelaksanaan Syariat Islam di Aceh dalam 
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sekarang, adalah sebuah 
“terobosan besar dan penting” yang diberikan oleh negara kepada masyarakat 
Aceh untuk mencari dan merumuskan sebuah “model” penerapan hukum 
berdasar Syariat Islam di dalam masyarakat dan negara modern.   
Beralih kepada cara yang ditempuh untuk menentukan perbuatan pidana, 
bagaimana cara, apa ciri, dan atau apa rukun dan syarat yang diperlukan agar 
sebuah perbuatan dapat ditetapkan sebagai jarimah (perbuatan pidana), maka 
Qanun ini cenderung mengikuti ketentuan yang ada dalam fiqih itu sendiri.  
Dalam fiqih ada dua cara untuk menetapakan bahwa suatu perbuatan adalah 
jarimah. Cara yang pertama, nash (Al-Qur’an atau Hadist) sendiri yang 
menyatakannya sebagai perbuatan yang harus dijatuhi hukuman (‘Uqubat), 
misalnya Al-Qur’an menyatakan bahwa penzina dicambuk seratus kali, 
pembunuh dikenai qishash atau diyat. Perbuatan jenis ini diidentifikasi sebagai 
jarimah Hudud. Di dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah meyuruh Sahabat 
memukul (mencambuk) orang yang terbukti meminum khamar. Sebagian ulama 
menyatakan jarimah dan uqubat minum khamar sebagai hudud, tetapi sebagian 
lagi menyatakannya sebagai ta`zir.   
Model... 
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Model yang kedua, ditetapkan dengan salah satu dari tiga cara. Pertama, 
ayat Al-Qur’an atau Hadist menyatakan/menetapkan perbuatan tersebut 
berbahaya untuk masyarakat. Kedua, manusia berdasarkan pertimbangan akal 
sehat berkesimpulan bahwa untuk ketertiban umum, perbuatan itu perlu diatur 
dan pelanggarannya dapat dijatuhi uqubat, seperti peraturan untuk tertib 
lalulintas. Cara yang ketiga, perbuatan tersebut merupakan perbuatan 
pendahuluan yang sekiranya diteruskan akan menjadi jarimah kelompok yang 
pertama (hudud), misalnya khalwat dan ikhtilath, atau merupakan perbuatan 
yang sudah masuk ke dalam lingkup atau menjadi bagian dari jarimah kelompok 
yang pertama, misalnya menjual khamar, menyediakan tempat untuk 
melakukan maisir atau membantu atau membujuk orang agar melakukan zina 
atau pemerkosaan dan seterusnya. Perbuatan jenis ini oleh ulama fiqih 
disepakati sebagai jarimah ta`zir. Penetapan jenis dan bentuk ‘uqubat, serta 
berat atau ringan uqubat yang akan dijatuhkan tersebut, diserahkan kepada 
masyarakat muslim itu sendiri untuk menentukan atau merumuskannya. Untuk 
kasus Aceh, kewenangan penyusunan secara formal oleh undang-undang 
diserahkan kepada Pemerintah Aceh dan DPRA, sedang secara substansial 
penulisan rancangannya dipersiapkan para ulama dan para sarjana. Begitu juga 
pembahasannya di DPRA didampingi oleh para ulama, para sarjana dan para 
praktisi.  
Mengenai kerugian yang ditimbulkan, berhubung jarimah dalam qanun ini 
pada pokoknya berupaya memberi perlindungan pada akhlak, maka kerugian 
utama yang ditimbulkannya pun berhubungan dengan akhlak, lebih banyak 
menimpa diri sendiri dari orang lain. Meminum khamar akan merugikan orang 
yang meminumnya, begitu juga maisir akan merugikan orang yang 
melakukannya. Dengan demikian kerugian “langsung” yang ditimbulkan oleh 
jarimah (yang dirumuskan di dalam qanun ini), hanya sedikit yang berhubungan 
dengan orang lain, misalnya pemerkosaan, pelecehan seksual, menjual khamar, 
dan seterusnya. Kerugian yang menerima orang lain harus disebutkan kerugian 
“langsung”, karena kerugian tidak langsung atau kerugian jangka panjang dari 
pelanggaran jarimah-jarimah tersebut seperti keruntuhan akhlak, kemiskinan, 
hilangnya kesetiakawanan, dan sebagainya, kuat dugaan akan terjadi dalam 
jangka panjang. 
Mengenai jenis ‘uqubat, di dalam Al-Qur`an sudah disebutkan beberapa 
jenis seperti; ‘uqubat mati (qishash), ‘uqubat amputasi (potong tangan), ‘uqubat 
penjara (kurungan dalam rumah, diasingkan), ‘uqubat cambuk dan ‘uqubat diyat 
(semacam ganti rugi yang dibayarkan pelaku kepada korban penganiayaan atau 
keluarga korban pembunuhan) dan ‘uqubat denda. Perincian dan penjelasan 
lebih... 
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lebih lanjut tentang rumusan, bentuk, serta tata cara penjatuhannya oleh hakim 
dan pelaksanaannya oleh Jaksa Penuntut Umum relatif  masih sangat terbuka 
untuk dikembangkan  dan di dalam kenyataan telah diijtihadkan oleh para 
ulama dari berbagai mazhab. Walaupun harus disebutkan bahwa pengembangan 
(ijtihad) pada hudud relatif lebih terbatas sekiranya dibandingkan dengan 
pengembangannya pada jarimah takzir.   
Pada jarimah ta`zir ada kemungkinan untuk memperluas atau menambah 
‘uqubat dengan jenis ‘uqubat lain yang dianggap layak dan sejalan dengan 
prinsip Syari`ah. Di dalam Qanun ini ‘uqubat ta`zir dibagi dua,  pertama uqubat 
ta`zir utama yang bentuk dan besarannya ditentukan di dalam Qanun, dan yang 
kedua ‘uqubat ta`zir pelengkap yang hanya bentuknya ditentukan di dalam 
qanun. Sedang besarannya dan alasan serta pertimbangan untuk 
menjatuhkannya akan diatur dalam Peraturan Gubernur sehingga akan lebih 
lentur. Qanun memberi izin kepada hakim untuk menjatuhkannya walaupun 
tidak dituntut oleh jaksa penuntut umum. Dengan demikian hakim juga bisa 
tidak menjatuhkannya walaupun dituntut oleh jaksa penuntut umum.  
Mengenai Kesetaraan ‘uqubat, di dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh 
Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang 
Aqidah, Ibadah Dan Syi’ar Islam, ditetapkan bahwa satu kali cambuk sama 
dengan dua bulan penjara, sama dengan denda        Rp.500.000,- (lima ratus 
ribu rupiah) alasan dan pertimbangan yang dipakai pada waktu itu adalah 
menyamakan seratus kali cambuk sebagai uqubat cambuk tertinggi yang ada 
dalam nash (Al-Qur’an) dengan penjara dua ratus bulan (16 tahun delapan 
bulan) sebagai hukuman penjara tertinggi dalam KUHP, dan denda 
Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)  taksiran harga untuk 100 ekor anak 
lembu, uqubat diyat untuk pembunuhan tidak sengaja.  
Di dalam Qanun jinayat ini, berdasarkan bahan bacaan dan masukan dari 
banyak pihak, dan kenyataan di lapangan, diupayakan melakukan perbaikan 
sebagai berikut. Hukuman mati atau diyat yaitu membayar 100 (seratus) ekor 
unta dewasa (sebagai uqubat untuk pembunuhan sengaja) dianggap sebagai 
uqubat tertinggi, tepatnya uqubat denda tertinggi. Uqubat ini disamakan dengan 
hukuman penjara seumur hidup atau penjara tertinggi yang ada dalam KUHP 
yaitu 15 (lima belas) tahun (untuk memudahkan dibulatkan menjadi 200 (dua 
ratus) bulan). Adapun hukuman lain yang ditentukan oleh nash yaitu cambuk 
seratus kali (untuk perbuatan zina) dan potong satu tangan (untuk pencurian) 
harus dianggap sebagai hukuman yang lebih rendah dari itu. ‘Uqubat cambuk 
100 (seratus) kali dianggap sama dengan separuh hukuman mati, dengan alasan 
hukuman... 
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hukuman tertinggi dalam masalah perlindungan kehormatan dan kejahatan 
seksual ini adalah hukuman untuk para pemerkosa yang beratnya direncanakan 
dua kali hukuman untuk orang-orang yang berzina. Dengan demikian hukuman 
cambuk seratus kali dianggap sama dengan penjara 100 (seratus) bulan dan 
harga 50 (lima pulu) ekor unta.   
Sedang mengenai ‘uqubat denda dan restitusi, di dalam buku-buku fiqih 
ditemui hadist yang menyatakan bahwa pada masa Nabi diyat berat yaitu 100 
(seratus) ekor unta dewasa dianggap sama dengan harga 1000 (seribu) dinar 
emas, lebih kurang sama dengan 4200 (empat ribu dua ratus) gram emas pada 
masa sekarang. Berdasarkan pendapat ini ‘uqubat mati dapat disamakan dengan 
denda sebesar 4000 (empat ribu) gram emas dibulatkan. Dengan demikian 
setengah hukuman mati, yaitu hukuman cambuk seratus kali dapat disamakan 
dengan denda sebesar 2000 (dua ribu) gram emas. Berdasarkan uraian di atas 
maka satu kali hukuman cambuk pada dasarnya dianggap sama dengan penjara 
satu bulan atau denda sebesar 20 (dua puluh) gram emas.  
Namun demikian, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi 
masyarakat di Aceh, penetapan denda dengan menggunakan emas dalam jumlah 
yang relatif besar terasa sangat memberatkan. Oleh karena itu, besaran ‘uqubat 
denda diturunkan jumlahnya hingga 50 % (lima puluh persen) dari ketentuan 
asal. Dengan demikian ditetapkan kesetaraan baru 1 (satu) kali cambuk setara 
dengan 1 (satu) bulan penjara, dan setara pula dengan denda 10 (sepuluh) gram 
emas.  
Emas dipilih untuk menentukan besaran ‘uqubat denda, di samping 
karena lebih sesuai dengan hadist Rasulullah, juga karena dianggap lebih stabil, 
sehingga tidak akan terjadi kesenjangan antara uqubat denda dengan uqubat 
lainnya karena adanya inflasi setelah waktu berjalan beberapa lama. Untuk 
memudahkan, Ketua Mahkamah Syar`iyah Aceh diberi kewenangan untuk 
menetapkan kesetaraan harga emas dengan uang rupiah secara berkala. 
Penetapan ini akan diubah dan disesuaikan setiap ada perbedaan dengan harga 
pasar. Ketua Mahkamah Syar`iyah wajib melakukan penyesuaian apabila harga 
dalam penetapan telah berbeda lebih dari sepuluh persen dengan harga di 
pasaran, baik lebih mahal ataupun lebih murah.   
Untuk jarimah Hudud Qanun ini tidak menganut prinsip uqubat alternatif. 
Sedangkan untuk jarimah ta’zir menganut prinsip uqubat alternatif yaitu 
cambuk atau denda atau penjara. Berdasarkan alur pikir di atas, maka uqubat 
Hudud zina ditetapkan 100 (seratus) kali cambuk dan ‘uqubat minum khamar 
ditetapkan 40 (empat puluh) kali cambuk. Namun untuk orang yang sudah 
diputus... 
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diputus bersalah, yang mengulangi kembali jarimah yang sama (residivis), maka 
hakim dapat menambah dengan ‘uqubat Ta’zir yang ditentukan di dalam qanun 
ini. Sedangkan untuk jarimah Ta’zir seperti khalwat ditetapkan 10 (sepuluh) kali 
cambuk setara dengan 10 (sepuluh) bulan penjara atau 100 (seratus) gram emas 
murni. Sedang jarimah takzir yang dianggap lebih berbahaya dari jarimah hudud 
yaitu pemerkosaan ditetapkan ‘uqubat yang lebih berat, namun tetap bersifat 
alternatif, antara cambuk, denda dan penjara. 
Prinsip bahwa ‘uqubat ditetapkan secara alternatif dimaksudkan untuk 
memberi keleluasaan kepada hakim untuk berijtihad guna lebih mendekatkan 
dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dalam beberapa kasus, misalnya 
pengulangan dan pemerkosaan  hakim berdasarkan pertimbangannya dapat 
menetapkan ‘uqubat tambahan, sehingga `uqubat yang dijatuhkan secara 
kumulatif telah melebihi ketentuan ‘uqubat untuk hudud. Adapun besaran 
‘uqubat, dalam qanun ini ditetapkan batasan tertinggi dan terendah. Untuk 
batasan terendah ada tiga bentuk. Bentuk yang pertama ditentukan langsung 
pada masing-masing jarimah. Sedangkan yang kedua adalah batasan umum 
yaitu ¼ (seperempat) dari batasan tertinggi. Adapun bentuk yang ketiga tidak 
disebutkan, yaitu ‘uqubat utama yang dijadikan sebagai tambahan. Jadi untuk 
yang ketiga ini batas terendahnya adalah ‘uqubat terendah yang dapat 
disetarakan yaitu cambuk satu kali, penjara satu bulan atau denda 20 (dua 
puluh) gram emas murni.  
Selain ‘uqubat utama, Hakim atas pertimbangannya dapat juga 
menjatuhkan ‘uqubat pelengkap walaupun tidak diminta (dituntut) oleh jaksa 
penuntut umum. Dengan demikian hakim diberi kekuasaan yang relatif besar 
untuk menjatuhkan ‘uqubat, dan inilah yang memang digariskan dalam  hukum 
(fiqih) Islam bahwa hakim bukanlah semata-mata sebagai ‘corong’ undang-
undang.  Peluang untuk menjatuhan ‘uqubat pelengkap dibuka di dalam qanun 
ini agar rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, yang 
mungkin berbeda antara satu kasus dengan kasus lain, atau satu daerah dengan 
daerah lainnya, atau satu waktu dengan waktu lainnya, dapat tertampung.  
Mengenai ketentuan umum, pada dasarnya megikuti ketentuan umum 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kecuali yang disebutkan 
lain di dalam Qanun ini, atau tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.  
 
 
 
 
II PASAL DEMI PASAL... 
 
  
- 33 -  
 
II. PASAL DEMI PASAL  
Pasal 1 
Cukup jelas.  
Pasal 2 
Huruf a  
Yang dimaksud dengan asas “keislaman” adalah ketentuan-
ketentuan mengenai jarimah dan ‘uqubah di dalam qanun ini 
harus berdasar kepada Al-Qur’an dan hadist, atau prinsip-prinsip 
yang diambil dari keduanya. Begitu juga kesadaran untuk 
menjalankan dan mematuhi qanun ini adalah berhubugan dengan 
ketaatan kepada kedua dalil utama tersebut.  
Huruf b 
Yang dimaksud dengan asas “legalitas” adalah tiada suatu 
perbuatan dapat dijatuhi ‘uqubat kecuali atas ketentuan-
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada 
sebelum perbuatan dilakukan. 
 Huruf c 
Yang dimaksud dengan asas “keadilan dan keseimbangan” adalah 
penetapan besaran uqubat di dalam Qanun, dan setelah itu 
penjatuhannya oleh hakim, haruslah memperhatikan keadilan dan 
keseimbangan bagi tiga pihak:  
a) harkat dan martabat korban dalam bentuk hak untuk 
memperoleh restitusi atas penderitaan dan kerugian yang dia 
terima secara adil dan patut;  
b) harkat dan martabat pelaku kejahatan dalam bentuk 
penjatuhan ‘uqubat secara adil, sehingga terlindungi dari 
kezaliman, serta adanya pemulihan nama baik dan ganti rugi 
sekiranya ada kekeliruan dalam penangkapan dan atau 
penahanan; serta  
c) perlindungan masyarakat secara umum, sehingga tercipta 
keamanan, ketertiban, kenyamanan serta kesetiakawanan 
sosial (takaful, simbiosis) diantara mereka.  
Huruf d 
Yang dimaksud dengan asas “kemaslahatan” adalah ketentuan 
dalam Qanun ini bertujuan untuk mewujudkan sebagian dari lima 
perlindungan yang menjadi tujuan diturunkannya syariat yaitu, 
perlindungan agama, nyawa, akal, keturunan dan harta.  
Perbuatan yang merugikan, baik untuk orang lain atau untuk diri 
sendiri akan dilarang oleh Qanun dan akan diancam dengan 
‘uqubat.  
Huruf e 
Yang dimaksud dengan asas “perlindungan hak asasi manusia” 
adalah adanya jaminan bahwa rumusan jarimah dan ‘uqubatnya 
akan sejalan dengan upaya melindungi dan menghormati fitrah, 
harkat dan martbat kemanusiaan, sesuai dengan pemahaman 
masyarakat muslim Indonesia tentang HAM.   
 
 
Huruf f... 
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  Huruf f  
Yang dimaksud dengan “pembelajaran kepada masyarakat 
(tadabbur)” adalah, semua isi qanun baik rumusan jarimah, jenis, 
bentuk serta besaran ‘uqubat, diupayakan dengan rumusan yang 
mudah dipahami sehingga mengandung unsur pendidikan agar 
masyarakat mematuhi hukum, mengetahui perbuatan-perbuatan 
yang dilarang dan meyakininya sebagai perbuatan buruk yang 
harus dihindari, mengetahui uqubat yang akan dia derita kalau 
larangan tersebut dilanggar, serta memahami adanya 
perlindungan yang seimbang bagi korban, pelaku jarimah dan 
masyarakat. 
Pasal 3 
Cukup jelas. 
Pasal 4 
Ayat (1) 
 Cukup jelas. 
Ayat (2) 
 Cukup jelas. 
Ayat (3) 
 Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Huruf a 
  Cukup jelas. 
Huruf b 
 Uqubat denda dinyatakan dalam bentuk emas.  
 ‘Uqubat ini boleh dibayar dengan uang sesuai dengan 
harga emas pada waktu jarimah dilakukan.  
 Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh diberi kewenangan 
menetapkan kesetaraan harga emas dengan uang 
rupiah secara berkala. Penyesuaian dapat dilakukan 
sewaktu-waktu ketika terjadi perubahan harga di 
pasaran sehingga tidak sesuai lagi dengan harga dalam 
penetapan.  
 Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh wajib melakukan 
penyesuaian, apabila harga dalam  penetapan telah 
berbeda lebih dari 10% (sepuluh persen) dengan harga 
di pasaran, baik lebih mahal ataupun lebih murah.   
Huruf c 
  Cukup jelas. 
Huruf d 
  Cukup jelas.  
Ayat (5) 
 Cukup jelas. 
 
 
Ayat (6)... 
 
  
- 35 -  
 
Ayat (6) 
 Pertimbangan tertentu misalnya antara lain keadaan orang tua 
yang tidak mampu, dan keadaan lingkungan yang tidak 
mendukung pemulihan pelaku.  
Ayat (7) 
Peraturan Gubernur ini menjelaskan pengertian dan besaran dari 
masing-masing ‘uqubat tambahan, alasan-alasan yang dapat 
dipertimbangkan hakim untuk menjatuhkannya, cara 
menjatuhkannya dan cara melaksanakannya.   
Pasal 5 
Cukup jelas. 
Pasal 6 
Cukup jelas.  
Pasal 7  
Cukup jelas.  
Pasal 8  
  Ayat (1) 
 Cukup jelas. 
  Ayat (2) 
 ‘Uqubat cambuk atau penjara dikenakan kepada pelaku dan 
penanggung jawab, sedang uqubat denda dikenakan kepada 
perusahaannya.  
Pasal 9  
Setiap orang yang melaksanakan perintah perundang-undangan harus 
sesuai dengan prosedur tetap pelaksanaan tugas masing-masing institusi. 
Setiap orang yang melaksanakan perintah jabatan harus sesuai dengan 
aturan dan kode etik profesi. 
Pasal 10  
Cukup jelas.  
Pasal 11  
Cukup jelas. 
Pasal 12  
Ayat (1) 
Tempat kerja meliputi tempat setiap orang melakukan pekerjaan 
atau tempat untuk menuntut ilmu pengetahuan, baik di darat, di 
laut atau sarana perhubungan lainnya. Ruang kerja yang tidak 
transparan, maka pintunya harus terbuka. 
 Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan “pejabat setempat” adalah Keuchik atau 
nama lain, kepala dusun atau nama lain.  
Pasal 13  
Cukup jelas.  
Pasal 14  
Cukup jelas.  
Pasal 15... 
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Pasal 15  
Cukup jelas.  
Pasal 16  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “menyimpan” di sini tidak termasuk untuk 
petugas Rumah Barang Sitaan Negara. 
Ayat (2)   
Cukup jelas.  
Pasal 17  
Cukup jelas.  
Pasal 18  
Cukup jelas. 
Pasal 19  
Cukup jelas. 
Pasal 20  
Cukup jelas. 
Pasal 21  
Cukup jelas. 
Pasal 22  
Cukup jelas. 
Pasal 23  
Cukup jelas. 
Pasal 24  
Peradilan adat gampong berwenang menyelesaikan perkara jarimah 
khalwat apabila terjadi di gampong tersebut dan para pelakunya 
merupakan penduduk di gampong tersebut.  
Pasal 25  
 Cukup jelas. 
Pasal 26  
Cukup jelas. 
Pasal 27  
Cukup jelas. 
Pasal 28  
Cukup jelas. 
Pasal 29  
Cukup jelas. 
 
 
 
 
 
Pasal 30... 
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Pasal 30    
Ayat (1)   
Tuduhan dapat dilakukan kepada salah satu pihak atau kepada 
kedua belah pihak.  
Tuduhan dapat dilakukan secara resmi kepada penyidik, atau 
dilakukan secara lisan atau tertulis, baik ditempat umum atau 
terbuka, ataupun disebarkan kepada umum.  
Ayat (2)   
Cukup jelas. 
Pasal 31  
Perbuatan ini termasuk delik aduan, karena itu baru akan diusut kalau 
ada pengaduan dari pihak tertuduh.  
Pengaduan dapat dilakukan oleh salah satu pihak atau kedua belah 
pihak.  
Pasal 32 
Cukup jelas. 
Pasal 33 
Cukup jelas. 
Pasal 34 
Cukup jelas. 
Pasal 35 
Cukup jelas. 
Pasal 36  
Kehamilan bukanlah alat bukti untuk menuduh seorang perempuan telah 
melakukan jarimah zina. Orang yang menuduh perempuan hamil telah 
berzina tetapi tidak mampu menghadirkan 4 (empat) orang saksi, 
dianggap melakukan jarimah qadzaf.  
Pasal 37 
Cukup jelas. 
Pasal 38 
Cukup jelas. 
Pasal 39 
Cukup jelas.  
Pasal 40 
Cukup jelas. 
Pasal 41 
Cukup jelas. 
Pasal 42 
Cukup jelas. 
Pasal 43 
Ayat (1)  
Cukup jelas. 
Ayat (2)... 
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Ayat (2)  
Kesaksian tersebut harus menyebutkan secara jelas mengenai 
waktu dan tempat serta orang yang menjadi pelaku perbuatan 
zina yang dia saksikan. 
Ayat (3)  
Orang yang mengaku di tempat umum dan tidak mampu 
menghadirkan paling kurang 4 (empat) orang saksi, maka dia 
akan dijatuhi uqubat zina dan qadzaf, sedang orang yang 
mengaku kepada hakim dan tidak dapat menghadirkan sekurang-
kurangnya empat orang saksi dan mencabut pengakuannya, maka 
dia akan dijatuhi uqubat qadzaf.   
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Pasal 44 
Cukup jelas. 
Pasal 45 
Cukup jelas. 
Pasal 46 
Cukup jelas. 
Pasal 47 
Cukup jelas. 
Pasal 48 
Cukup jelas. 
Pasal 49 
Cukup jelas. 
Pasal 50 
Cukup jelas. 
Pasal 51 
Ayat (1)  
Cukup jelas. 
Ayat (2)  
Cukup jelas. 
Ayat (3)  
Dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara 
Jinayat, ganti rugi untuk korban disebutkan dengan nama 
kompensasi bukan restitusi.  
Permintaan restitusi untuk kepentingan anak diwakili oleh orang tua 
atau walinya. 
Pasal 52 
Cukup jelas.  
Pasal 53 
Cukup jelas. 
 
Pasal 54... 
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Pasal 54 
Cukup jelas. 
Pasal 55 
Cukup jelas. 
Pasal 56 
Cukup jelas. 
Pasal 57 
Cukup jelas. 
Pasal 58 
Cukup jelas. 
Pasal 59 
Tuduhan suami atau isteri bahwa pasangannya telah melakukan zina 
untuk dijatuhi uqubat adalah berbeda dengan tuduhan untuk meminta 
perceraian. Karena hal tersebut dalam permohonan/pengaduan perlu 
disebutkan secara jelas apakah dia menuduh untuk dijatuhi uqubat atau 
untuk perceraian.  
Pasal 60 
Ayat (1)  
cukup jelas. 
Ayat (2)  
Lafaz sumpah adalah “Wallahi, demi Allah, saya bersumpah bahwa 
saya telah melihat suami/istri saya melakukan zina”, (4 kali). 
Ayat (3)  
Lafaz sumpah yang terakhir “Wallahi, demi Allah, saya rela 
menerima laknat Allah di dunia dan di akhirat apabila saya berdusta 
dalam sumpah saya ini”. 
Ayat (4)  
Lafaz sumpah yang terakhir “Wallahi, demi Allah, saya rela 
menerima murka Allah di dunia dan di akhirat apabila saya berdusta 
dalam sumpah saya ini”. 
Pasal 61 
Ayat (1)  
cukup jelas. 
 Ayat (2) 
Lafaz sumpah adalah “Wallahi, demi Allah, saya bersumpah bahwa 
saya tidak melakukan zina sebagaimana tuduhan suami/istri saya” 
(4 kali). 
Selanjutnya sumpah yang terakhir “Wallahi, demi Allah, saya rela 
menerima laknat Allah di dunia dan di akhirat apabila saya berdusta 
dalam sumpah saya ini”.  
Sumpah sebagaimana tercantum dalam uraian penjelasan ini dapat 
membebaskan suami atau istri yang mendakwa pasangannya dari 
hukuman Qadzaf dan hubungan perkawinannya putus selama-
lamanya. 
Keputusan... 
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Keputusan perceraian dan akibat-akibatnya melalui keputusan 
perdata. 
Ayat (3)  
cukup jelas. 
Ayat (4)  
cukup jelas. 
Ayat (5)  
cukup jelas. 
Pasal 62 
Cukup jelas. 
Pasal 63 
Cukup jelas. 
Pasal 64 
Cukup jelas. 
Pasal 65 
Yang dimaksud dengan sejenis misalnya antara minum khamar dengan 
menjual, menyimpan atau membawanya dan seterusnya; antara 
melakukan maisir dengan memberikan fasilitas untuk melakukan maisir 
dan seterusnya; antara khalwat, ikhtilath, zina dan seterusnya. 
Pasal 66 
Cukup jelas. 
Pasal 67 
Cukup jelas. 
Pasal 68 
Ayat (1)  
Cukup jelas. 
Ayat (2)  
Ganti kerugian untuk penahanan dihitung paling banyak 1/2 
(setengah) gram emas murni per hari dengan jumlah seluruhnya 
paling banyak 50 (lima puluh) gram emas murni. 
Ayat (3)  
Cukup jelas. 
Ayat (4)  
Cukup jelas. 
Pasal 69 
Cukup jelas. 
Pasal 70 
Cukup jelas. 
Pasal 71 
Cukup jelas.  
Pasal 72 
Cukup jelas. 
Pasal 73... 
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Pasal 73 
Cukup jelas. 
Pasal 74 
Cukup jelas. 
Pasal 75 
Cukup jelas. 
 
TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 66. 
 
 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR  21 TAHUN  2007
TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
DENGAN  RAHMAT TUHAN YANG  MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang: a.  bahwa setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha
Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan
harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh undang-
undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa perdagangan orang, khususnya perempuan dan
anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan
harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi
manusia, sehingga harus diberantas;
c. bahwa perdagangan orang telah meluas dalam bentuk
jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak
terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam
negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat,
bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma
kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak
asasi manusia;
d. bahwa keinginan untuk mencegah dan menanggulangi
tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai-
nilai luhur, komitmen nasional, dan internasional untuk
melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan
terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan
kerja sama;
e. bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan perdagangan orang belum memberikan landasan
hukum yang menyeluruh dan terpadu bagi upaya
pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam  huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu
membentuk Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang;
Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang ...
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2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan
Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of all
Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4235);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG.
BAB I
  KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan,
pengangkutan, penampungan, pengiriman,  pemindahan, atau
penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,
penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan,
penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,
penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat,
sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang
kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam
negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau
mengakibatkan orang tereksploitasi.
2. Tindak ...
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2. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan
atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur
tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.
3. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis,
mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang
diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
4. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang
melakukan tindak pidana perdagangan orang.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)
tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang
terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan
badan hukum.
7. Eksploitasi adalah  tindakan dengan atau tanpa persetujuan
korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran,
kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa
perbudakan, penindasan,  pemerasan, pemanfaatan fisik,
seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum
memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau
jaringan  tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan
seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan
baik materiil maupun immateriil.
8. Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ
tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk
mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas
pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.
9. Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak,
mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari
keluarga atau komunitasnya.
10. Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau
melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain.
11. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum,
dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan
psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau
menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
12. Ancaman ...
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12. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan
hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan
tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang
menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki
seseorang.
13. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan
kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau
immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.
14. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap
kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan
perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun
dalam masyarakat.
15. Penjeratan Utang adalah perbuatan menempatkan orang
dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa
menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang
menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai
bentuk pelunasan utang.
BAB II
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
Pasal 2
(1) Setiap orang  yang melakukan perekrutan, pengangkutan,
penampungan, pengiriman,  pemindahan, atau penerimaan
seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan
kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan
utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun
memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali
atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut
di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima
belas) tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling
banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana
dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).
Pasal 3 ...
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Pasal 3
Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara
Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di
wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara
lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun
dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling
sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan
paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
Pasal 4
Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar
wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk
dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan
paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling
banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
Pasal 5
Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan
menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud
untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan
pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh
juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus
juta rupiah).
Pasal 6
Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke
luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak
tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan
pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh
juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus
juta rupiah).
Pasal 7 ...
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Pasal 7
(1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan
korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit
menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan,
atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka
ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman
pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan
Pasal 6.
(2)  Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan
matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup
dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus
juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima
milyar rupiah).
Pasal 8
(1) Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan
kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana
perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka pidananya
ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2,
Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
(2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa
pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.
(3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dicantumkan sekaligus dalam  amar putusan pengadilan.
Pasal 9
Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya
melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana
itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1
(satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda
paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan
paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta
rupiah).
Pasal 10 ...
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Pasal 10
Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk
melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan
pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3,
Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
Pasal 11
Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan
jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang,
dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
Pasal 12
Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban
tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan
persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak
pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana
perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau
mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan
orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
Pasal 13
(1) Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh
korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh
orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama
korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik
berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain,
bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri
maupun bersama-sama.
(2)  Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh
suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka
penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan
terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
Pasal 14 ...
- 8 -
Pasal 14
Dalam hal panggilan terhadap korporasi, maka pemanggilan untuk
menghadap dan penyerahan surat panggilan disampaikan kepada
pengurus di tempat pengurus berkantor, di tempat korporasi itu
beroperasi, atau di tempat tinggal pengurus.
Pasal 15
(1) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh
suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap
pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap
korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga)
kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
a. pencabutan izin usaha;
b. perampasan kekayaan hasil tindak pidana;
c. pencabutan status badan hukum;
d. pemecatan pengurus; dan/atau
e. pelarangan  kepada  pengurus tersebut  untuk  mendirikan
    korporasi dalam bidang usaha yang sama.
Pasal 16
Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh
kelompok yang terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidana
perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut
dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga).
Pasal 17
Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3,
dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya
ditambah 1/3 (sepertiga).
Pasal 18 ...
- 9 -
Pasal 18
Korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku
tindak pidana perdagangan orang, tidak dipidana.
BAB III
TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
Pasal 19
Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan
palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan
dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah
terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7
(tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00
(empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00
(dua ratus delapan puluh juta rupiah).
Pasal 20
Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan
alat bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi
saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan tindak pidana
perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana
denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)
dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh
juta rupiah).
Pasal 21
(1)   Setiap orang yang melakukan penyerangan fisik terhadap
saksi atau petugas di persidangan dalam perkara tindak
pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima)
tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00
(empat puluh juta rupiah) dan paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
(2) Jika ...
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(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan saksi atau petugas di persidangan luka berat,
maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2
(dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana
denda paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta
rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus
juta rupiah).
(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan saksi atau petugas di persidangan mati, maka
pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)
tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana
denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh
juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam
ratus juta rupiah).
Pasal 22
Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau
menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap
tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara perdagangan
orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)
tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling
sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling
banyak Rp200.000.000,00  (dua ratus juta rupiah).
Pasal 23
Setiap orang yang membantu pelarian pelaku tindak pidana
perdagangan orang dari proses peradilan pidana dengan:
a. memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta
kekayaan lainnya kepada pelaku;
b. menyediakan tempat tinggal bagi pelaku;
c. menyembunyikan pelaku; atau
d. menyembunyikan informasi keberadaan  pelaku,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun
dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Pasal 24 ...
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Pasal 24
Setiap orang yang memberitahukan identitas saksi atau korban
padahal kepadanya telah diberitahukan, bahwa identitas saksi
atau korban tersebut harus dirahasiakan dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh)
tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus
dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua
ratus delapan puluh juta rupiah).
Pasal 25
Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda, maka
terpidana dapat dijatuhi pidana pengganti kurungan paling lama 1
(satu) tahun.
Pasal 26
Persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan
penuntutan tindak pidana perdagangan orang.
Pasal 27
Pelaku tindak pidana perdagangan orang kehilangan hak tagihnya
atas utang atau perjanjian lainnya terhadap korban, jika utang
atau perjanjian lainnya tersebut digunakan untuk mengeksploitasi
korban.
BAB IV
PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN
DI SIDANG PENGADILAN
Pasal 28
Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan
dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dilakukan
berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali
ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
Pasal 29 ...
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Pasal 29
Alat bukti selain sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang
Hukum Acara Pidana, dapat pula berupa:
a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan
secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan
itu; dan
b. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca,
dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa
bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda
fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara
elektronik, termasuk tidak terbatas pada:
1) tulisan, suara, atau gambar;
2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; atau
3) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki
makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu
membaca atau memahaminya.
Pasal 30
Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi
korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa
bersalah, apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya.
Pasal 31
(1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup penyidik
berwenang menyadap telepon atau alat komunikasi lain yang
diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan
melakukan tindak pidana perdagangan orang.
(2) Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
hanya dilakukan atas izin tertulis ketua pengadilan untuk
jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
Pasal 32 ...
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Pasal  32
Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan
kepada penyedia jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran
terhadap harta kekayaan setiap orang yang disangka atau didakwa
melakukan tindak pidana perdagangan orang.
Pasal 33
(1) Dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang
pengadilan, pelapor berhak dirahasiakan nama dan alamatnya
atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat
diketahuinya identitas pelapor.
(2) Dalam hal pelapor meminta dirahasiakan nama dan
alamatnya atau hal-hal lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), kewajiban merahasiakan identitas tersebut diberitahukan
kepada saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan
tindak pidana perdagangan orang sebelum pemeriksaan oleh
pejabat yang berwenang yang melakukan pemeriksaan.
Pasal 34
Dalam hal saksi dan/atau korban tidak dapat dihadirkan dalam
pemeriksaan di sidang pengadilan, keterangan saksi dapat
diberikan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual.
Pasal 35
Selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang
pengadilan, saksi dan/atau korban berhak didampingi oleh
advokat dan/atau pendamping lainnya yang dibutuhkan.
Pasal 36
(1) Selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di
depan sidang pengadilan, korban berhak mendapatkan
informasi tentang perkembangan kasus yang melibatkan
dirinya.
(2) Informasi ...
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(2) Informasi tentang perkembangan kasus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian salinan
berita acara setiap tahap pemeriksaan.
Pasal 37
(1) Saksi dan/atau korban berhak meminta kepada hakim ketua
sidang untuk memberikan keterangan di depan sidang
pengadilan tanpa kehadiran terdakwa.
(2) Dalam hal saksi dan/atau korban akan memberikan
keterangan tanpa kehadiran terdakwa, hakim ketua sidang
memerintahkan terdakwa untuk keluar ruang sidang.
(3)  Pemeriksaan terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat dilanjutkan setelah kepada terdakwa diberitahukan
semua keterangan yang diberikan saksi dan/atau korban
pada waktu terdakwa berada di luar ruang sidang pengadilan.
Pasal 38
Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan
terhadap saksi dan/atau korban anak dilakukan dengan
memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dengan tidak
memakai toga atau pakaian dinas.
Pasal 39
(1) Sidang tindak pidana perdagangan orang untuk memeriksa
saksi dan/atau korban anak dilakukan dalam sidang
tertutup.
(2) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
saksi dan/atau korban anak wajib didampingi orang tua, wali,
orang tua asuh, advokat, atau pendamping lainnya.
(3) Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa
kehadiran terdakwa.
Pasal 40 ...
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Pasal 40
(1) Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak, atas
persetujuan hakim, dapat dilakukan di luar sidang pengadilan
dengan perekaman.
(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
di hadapan pejabat yang berwenang.
Pasal 41
(1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut,
tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka
perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran
terdakwa.
(2) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum
putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan
segala keterangan saksi dan surat yang dibacakan dalam
sidang sebelumnya dianggap sebagai alat bukti yang diberikan
dengan kehadiran terdakwa.
Pasal 42
Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan
oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan,
kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada keluarga
atau kuasanya.
BAB V
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
Pasal 43
Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam
perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan
berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain dalam
Undang-Undang ini.
Pasal 44 ...
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Pasal 44
(1) Saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang
berhak memperoleh kerahasiaan identitas.
(2)  Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga
kepada keluarga saksi dan/atau korban sampai dengan
derajat kedua, apabila keluarga saksi dan/atau korban
mendapat ancaman baik fisik maupun psikis dari orang lain
yang berkenaan dengan keterangan saksi dan/atau korban.
Pasal 45
(1)  Untuk melindungi saksi dan/atau korban, di setiap provinsi
dan kabupaten/kota wajib dibentuk ruang pelayanan khusus
pada kantor kepolisian setempat guna melakukan
pemeriksaan di tingkat penyidikan bagi saksi dan/atau
korban tindak pidana perdagangan orang.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan ruang
pelayanan khusus dan tata cara pemeriksaan saksi
dan/atau korban diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia.
Pasal 46
(1) Untuk melindungi saksi dan/atau korban, pada setiap
kabupaten/kota dapat dibentuk pusat pelayanan terpadu
bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan
orang.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme
pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 47
Dalam hal saksi dan/atau korban beserta keluarganya
mendapatkan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau
hartanya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memberikan
perlindungan, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses
pemeriksaan perkara.
Pasal 48 ...
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Pasal 48
(1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli
warisnya berhak memperoleh restitusi.
(2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti
kerugian atas:
a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
b. penderitaan;
c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau
psikologis; dan/atau
d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat
perdagangan orang.
(3)  Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam
amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana
perdagangan orang.
(4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat
pertama.
(5)  Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat
dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara
diputus.
(6)  Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari
terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.
(7)  Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat
banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam
putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan
kepada yang bersangkutan.
Pasal 49
(1) Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua
pengadilan yang memutuskan perkara, disertai dengan tanda
bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut.
(2) Setelah ketua pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ketua pengadilan mengumumkan
pelaksanaan tersebut di papan pengumuman pengadilan yang
bersangkutan.
(3) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh
pengadilan kepada korban atau ahli warisnya.
Pasal 50 ...
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Pasal 50
(1) Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak
korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6), korban atau
ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada
pengadilan.
(2) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan
surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi,
untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi
kepada korban atau ahli warisnya.
(3) Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari,
pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita
harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk
pembayaran restitusi.
(4) Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku
dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu)
tahun.
Pasal 51
(1)  Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi
sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah
apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik
maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang.
(2)  Hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh
korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian,
relawan pendamping, atau pekerja sosial setelah korban
melaporkan kasus yang dialaminya atau pihak lain
melaporkannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(3)  Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan
kepada pemerintah melalui menteri atau instansi yang
menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah.
Pasal 52
(1) Menteri atau instansi yang menangani rehabilitasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) wajib
memberikan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial,
pemulangan, dan reintegrasi sosial paling lambat 7 (tujuh)
hari terhitung sejak diajukan permohonan.
(2) Untuk ...
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(2) Untuk penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi kesehatan,
rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan
Pemerintah Daerah wajib membentuk rumah perlindungan
sosial atau pusat trauma.
(3) Untuk penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), masyarakat atau lembaga-lembaga pelayanan
sosial lainnya dapat pula membentuk rumah perlindungan
sosial atau pusat trauma.
Pasal 53
Dalam hal korban mengalami trauma atau penyakit yang
membahayakan dirinya akibat tindak pidana perdagangan orang
sehingga memerlukan pertolongan segera, maka menteri atau
instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial
di daerah wajib memberikan pertolongan pertama paling lambat 7
(tujuh) hari setelah permohonan diajukan.
Pasal 54
(1) Dalam hal korban berada di luar negeri memerlukan
perlindungan hukum akibat tindak pidana perdagangan
orang, maka Pemerintah Republik Indonesia melalui
perwakilannya di luar negeri wajib melindungi pribadi
dan kepentingan korban, dan mengusahakan untuk
memulangkan korban ke Indonesia atas biaya negara.
(2) Dalam hal korban adalah warga negara asing yang berada di
Indonesia, maka Pemerintah Republik Indonesia
mengupayakan perlindungan dan pemulangan ke negara
asalnya melalui koordinasi dengan perwakilannya di
Indonesia.
(3) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, hukum internasional, atau kebiasaan
internasional.
Pasal 55 ...
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Pasal 55
Saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang, selain
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini juga berhak
mendapatkan hak dan perlindungan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan lain.
BAB VI
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
Pasal 56
Pencegahan tindak pidana perdagangan orang bertujuan
mencegah sedini mungkin terjadinya tindak pidana perdagangan
orang.
Pasal 57
(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga
wajib mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.
(2)   Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan,
program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk
melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah
perdagangan orang.
Pasal 58
(1) Untuk melaksanakan pemberantasan tindak pidana
perdagangan orang, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
mengambil langkah-langkah untuk pencegahan dan
penanganan tindak pidana perdagangan orang.
(2) Untuk mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-
langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah
membentuk gugus tugas  yang beranggotakan wakil-wakil dari
pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga
swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/
akademisi.
(3) Pemerintah ...
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(3) Pemerintah Daerah membentuk gugus tugas yang
beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah daerah, penegak
hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya
masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi.
(4) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3) merupakan lembaga koordinatif yang bertugas:
a. mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan
tindak pidana perdagangan orang;
b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja
sama;
c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan
korban meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi
sosial;
d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum;
serta
e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.
(5)  Gugus tugas pusat dipimpin oleh seorang menteri atau pejabat
setingkat menteri yang ditunjuk berdasarkan Peraturan
Presiden.
(6) Guna mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-
langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah
dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang
diperlukan.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan
organisasi, keanggotaan, anggaran, dan mekanisme kerja
gugus tugas pusat dan daerah diatur dengan Peraturan
Presiden.
BAB VII
KERJA  SAMA  INTERNASIONAL  DAN
PERAN SERTA MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Kerja Sama Internasional
Pasal 59
(1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah
Republik Indonesia wajib melaksanakan kerja sama
internasional, baik yang bersifat bilateral, regional, maupun
multilateral.
(2) Kerja sama ...
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(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan dalam bentuk perjanjian bantuan timbal balik
dalam masalah pidana dan/atau kerja sama teknis lainnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat
Pasal 60
(1) Masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan dan
penanganan korban tindak pidana perdagangan orang.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau
melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada
penegak hukum atau pihak yang berwajib, atau turut serta
dalam menangani korban tindak pidana perdagangan orang.
Pasal 61
Untuk tujuan pencegahan dan penanganan korban tindak pidana
perdagangan orang, Pemerintah wajib membuka akses seluas-
luasnya bagi peran serta masyarakat, baik nasional maupun
internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, hukum, dan kebiasaan internasional yang berlaku.
Pasal 62
Untuk melaksanakan peran serta sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 60 dan Pasal 61, masyarakat berhak untuk memperoleh
perlindungan hukum.
Pasal 63
Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60
dan Pasal 61 dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII ...
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BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 64
Pada saat Undang-Undang ini berlaku, perkara tindak pidana
perdagangan orang yang masih dalam proses penyelesaian di
tingkat penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang
pengadilan, tetap diperiksa berdasarkan undang-undang yang
mengaturnya.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 65
Pada saat Undang-Undang ini berlaku, maka Pasal 297 dan Pasal
324 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan
Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia lI Nomor 9) jo
Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan
Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang
Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik
Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660)
yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan
terhadap Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3850) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
Pasal 66
Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang
ini harus diterbitkan selambat-lambatnya dalam 6 (enam) bulan
setelah Undang-Undang ini berlaku.
Pasal 67
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar ...
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal  19 April  2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
             ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 April  2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
                 REPUBLIK INDONESIA,
        ttd.
                     HAMID AWALUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR  58
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR  21 TAHUN  2007
TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
I. UMUM
Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia.
Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk
dari pelanggaran harkat dan martabat manusia.
Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai
negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang
lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat
internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB).
Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok
yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.
Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk
eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain,
misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik
serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang
melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau
penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau
memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala
bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,
pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau
memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari
orang yang memegang kendali atas korban.
Bentuk-bentuk eksploitasi meliputi kerja paksa atau pelayanan
paksa, perbudakan, dan praktik-praktik serupa perbudakan, kerja paksa
atau pelayanan paksa adalah kondisi kerja yang timbul melalui cara,
rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa jika ia
tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka ia atau orang yang menjadi
tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis.
Perbudakan ...
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Perbudakan adalah kondisi seseorang di bawah kepemilikan orang lain.
Praktik serupa perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam
kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu
pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain itu
kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendakinya.
Tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak,
telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun
tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan
tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara
yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku
tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya
antarwilayah dalam negeri tetapi juga antarnegara.
Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya
telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 297
KUHP menentukan mengenai larangan perdagangan wanita dan anak laki-
laki belum dewasa dan mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai
kejahatan. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak menentukan larangan memperdagangkan, menjual, atau
menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual. Namun, ketentuan
KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut tidak merumuskan
pengertian perdagangan orang yang tegas secara hukum. Di samping itu,
Pasal 297 KUHP memberikan sanksi yang terlalu ringan dan tidak sepadan
dengan dampak yang diderita korban akibat kejahatan perdagangan orang.
Oleh karena itu, diperlukan undang-undang khusus tentang tindak pidana
perdagangan orang yang mampu menyediakan landasan hukum materiil
dan formil sekaligus. Untuk tujuan tersebut, undang-undang khusus ini
mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara, atau
semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan
orang, baik yang dilakukan antarwilayah dalam negeri maupun secara
antarnegara, dan baik oleh pelaku perorangan maupun korporasi.
Undang-Undang ini mengatur perlindungan saksi dan korban sebagai
aspek penting dalam penegakan hukum, yang dimaksudkan untuk
memberikan perlindungan dasar kepada korban dan saksi. Selain itu,
Undang-Undang ini juga memberikan perhatian yang besar terhadap
penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang dalam
bentuk hak restitusi yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana
perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi korban, dan mengatur juga
hak korban atas rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta reintegrasi
yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi mereka yang mengalami
penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan
orang.
Pencegahan ...
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Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang
merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat,
dan keluarga. Untuk mewujudkan langkah-langkah yang komprehensif dan
terpadu dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan tersebut perlu
dibentuk gugus tugas. Tindak pidana perdagangan orang merupakan
kejahatan yang tidak saja terjadi dalam satu wilayah negara melainkan juga
antarnegara. Oleh karena itu, perlu dikembangkan kerja sama internasional
dalam bentuk perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana
dan/atau kerja sama teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Penyusunan Undang-Undang ini juga merupakan perwujudan
komitmen Indonesia untuk melaksanakan Protokol PBB tahun 2000 tentang
Mencegah, Memberantas dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan
Orang, khususnya Perempuan dan Anak (Protokol Palermo) yang telah
ditandatangani Pemerintah Indonesia.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Ayat (1)
Dalam ketentuan ini, kata “untuk tujuan” sebelum frasa
“mengeskploitasi orang tersebut” menunjukkan bahwa tindak pidana
perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak
pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur
perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan
akibat.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 3
Ketentuan ini dimaksudkan bahwa wilayah negara Republik Indonesia
adalah sebagai negara tujuan atau transit.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6 ...
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Pasal 6
Yang dimaksud dengan frasa “pengiriman anak ke dalam negeri” dalam
ketentuan ini adalah pengiriman anak antardaerah dalam wilayah negara
Republik Indonesia.
Pasal 7
 Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “luka berat” dalam ketentuan ini  adalah:
a.  jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan
akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
b.  tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan
atau pekerjaan pencaharian;
c.  kehilangan salah satu pancaindera;
d.  mendapat cacat berat;
e.  menderita sakit lumpuh;
f.  mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-
kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu)
tahun tidak berturut-turut; atau
g.  gugur atau matinya janin dalam kandungan seorang perempuan
atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “penyelenggara negara” dalam ketentuan ini
adalah pejabat pemerintah, anggota Tentara Nasional Indonesia,
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat keamanan,
penegak hukum atau pejabat publik yang menyalahgunakan
kekuasaannya untuk melakukan atau mempermudah tindak pidana
perdagangan orang.
Yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kekuasaan” dalam
ketentuan ini adalah menjalankan kekuasaan yang ada padanya
secara tidak sesuai tujuan pemberian kekuasaan tersebut atau
menjalankannya secara tidak sesuai ketentuan peraturan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 9 ...
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Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
 Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pencabutan izin usaha, perampasan
kekayaan hasil tindak pidana, pencabutan status badan hukum,
pemecatan pengurus, dan/atau pelarangan pengurus tersebut
mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama” dalam
ketentuan ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 16
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “kelompok yang
terorganisasi” adalah kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga)
orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu dan bertindak
dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur
dalam Undang-Undang ini dengan tujuan memperoleh keuntungan
materiil atau finansial baik langsung maupun tidak langsung.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18 ...
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Pasal 18
Yang dimaksud dengan “dipaksa” dalam ketentuan ini adalah suatu
keadaan di mana seseorang/korban disuruh melakukan sesuatu
sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan
dengan kehendak sendiri.
Pasal 19
Yang dimaksud dengan “dokumen  negara” dalam ketentuan ini meliputi
tetapi tidak terbatas pada paspor, kartu tanda penduduk, ijazah, kartu
keluarga, akte kelahiran, dan surat nikah.
Yang dimaksud dengan “dokumen  lain” dalam ketentuan ini meliputi
tetapi tidak terbatas pada surat perjanjian kerja bersama, surat
permintaan tenaga kerja Indonesia, asuransi, dan dokumen yang  terkait.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “petugas di persidangan” adalah hakim,
penuntut umum, panitera, pendamping korban, advokat, polisi, yang
sedang bertugas dalam persidangan tindak pidana perdagangan orang.
Ayat (2)
Cukup jelas.
 Ayat (3)
Cukup  jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Ketentuan ini berlaku juga bagi pemberitahuan identitas korban atau
saksi kepada media massa.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27 ...
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Pasal 27
Dalam ketentuan ini, korban tetap memiliki hak tagih atas utang atau
perjanjian jika pelaku memiliki kewajiban atas utang atau perjanjian
lainnya terhadap korban.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Yang dimaksud dengan “data, rekaman, atau informasi yang dapat
dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau
tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda
fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik” dalam
ketentuan ini misalnya: data yang tersimpan di komputer, telepon, atau
peralatan elektronik lainnya, atau catatan lainnya seperti:
a. catatan rekening bank, catatan usaha, catatan keuangan, catatan
kredit atau utang, atau catatan transaksi yang terkait dengan
seseorang atau korporasi yang diduga terlibat di dalam perkara
tindak pidana perdagangan orang;
b. catatan pergerakan, perjalanan, atau komunikasi oleh seseorang
atau organisasi yang diduga terlibat di dalam tindak pidana menurut
Undang-Undang ini; atau
c. dokumen, pernyataan tersumpah atau bukti-bukti lainnya yang
didapat dari negara asing, yang mana Indonesia memiliki kerja sama
dengan pihak-pihak berwenang negara tersebut sesuai dengan
ketentuan dalam undang-undang yang berkaitan dengan bantuan
hukum timbal balik dalam masalah pidana.
Pasal 30
 Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Yang dimaksud dengan “penyedia jasa keuangan” antara lain, bank,
perusahaan efek, reksa dana, kustodian, dan pedagang valuta asing.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35 ...
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Pasal 35
Yang dimaksud dengan “pendamping lainnya” antara lain psikolog,
psikiater, ahli kesehatan, rohaniwan, dan anggota keluarga.
Pasal 36
 Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “korban berhak mendapatkan informasi
tentang perkembangan kasus yang melibatkan dirinya” dalam
ketentuan ini adalah korban yang menjadi saksi dalam proses
peradilan tindak pidana perdagangan orang.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “informasi tentang perkembangan kasus
setiap tahap pemeriksaan” dalam ketentuan ini antara lain, berupa
salinan berita acara pemeriksaan atau resume hasil pemeriksaan
pada tingkat penyidikan, dakwaan dan tuntutan, serta putusan
pengadilan.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Ayat (1)
Yang dimaksud “perekaman“ dalam ayat ini dapat dilakukan
dengan alat rekam audio, dan/atau audio visual.
Ayat (2)
              Yang dimaksud “pejabat yang berwenang“ adalah penyidik atau
penuntut umum.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Ketentuan ini dimaksudkan untuk:
a. memungkinkan bahwa terdakwa yang melarikan diri mengetahui
putusan tersebut; atau
b. memberikan ...
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b. memberikan tambahan hukuman kepada terdakwa berupa
“pencideraan nama baiknya” atas perilaku terdakwa yang tidak
kooperatif dengan proses hukum.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Ayat (1)
Dalam ketentuan ini, mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan
sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian
Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik
bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan.
Penuntut umum memberitahukan kepada korban tentang haknya
untuk mengajukan restitusi, selanjutnya penuntut umum
menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak
pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan.
Mekanisme ini tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan
sendiri gugatan atas kerugiannya.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kerugian lain” dalam ketentuan ini
misalnya:
a. kehilangan harta milik;
b. biaya transportasi dasar;
c. biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan
proses hukum; atau
d. kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5) ...
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Ayat (5)
Dalam ketentuan ini, penitipan restitusi dalam bentuk uang di
pengadilan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.  Ketentuan ini disamakan dengan proses penanganan
perkara perdata dalam konsinyasi.
Ayat (6)
Restitusi dalam ketentuan ini merupakan pembayaran riil (faktual)
dari jumlah restitusi yang diputus yang sebelumnya dititipkan pada
pengadilan tingkat pertama.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “rehabilitasi kesehatan” dalam ketentuan ini
adalah pemulihan kondisi semula baik fisik maupun psikis.
Yang dimaksud dengan “rehabilitasi sosial” dalam ketentuan ini
adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi mental sosial dan
pengembalian keberfungsian sosial agar dapat melaksanakan
perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam
masyarakat.
Yang dimaksud dengan “reintegrasi sosial” dalam ketentuan ini
adalah penyatuan kembali korban tindak pidana perdagangan orang
kepada pihak keluarga atau pengganti keluarga yang dapat
memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
Hak atas “pemulangan” harus dilakukan dengan memberi jaminan
bahwa korban benar-benar menginginkan pulang, dan tidak beresiko
bahaya yang lebih besar bagi korban tersebut.
Ayat (2)
Dalam ketentuan ini permohonan rehabilitasi dapat dimintakan oleh
korban atau kuasa hukumnya dengan melampirkan bukti laporan
kasusnya kepada kepolisian.
Ayat (3) ...
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Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “pemerintah” dalam ketentuan ini adalah
instansi yang bertanggung jawab dalam bidang kesehatan, dan/atau
penanggulangan masalah-masalah sosial, dan dapat dilaksanakan
secara bersama-sama antara penyelenggara kewenangan tingkat
pusat, provinsi, dan kabupaten/kota khususnya dari mana korban
berasal atau bertempat tinggal.
Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam ketentuan ini, pembentukan rumah perlindungan sosial atau
pusat trauma dilakukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing
daerah, dengan memperhatikan asas prioritas. Dalam hal daerah
telah mempunyai rumah perlindungan sosial atau pusat trauma,
maka pemanfaatan rumah perlindungan sosial atau pusat trauma
perlu dioptimalkan sesuai dengan Undang-Undang ini.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “perwakilannya di luar negeri” dalam
ketentuan ini adalah kedutaan besar, konsulat jenderal, kantor
penghubung, kantor dagang atau semua kantor diplomatik atau
kekonsuleran lainnya yang sesuai peraturan perundang-undangan
menjalankan mandat Pemerintah Republik Indonesia untuk
melindungi kepentingan warga negara atau badan hukum Indonesia
yang menghadapi permasalahan hukum di luar negeri.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 55
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan lain” dalam
ketentuan ini mengacu pula pada undang-undang yang mengatur
perlindungan saksi dan/atau korban.
Pasal 56 ...
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Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Pemerintah” dalam ketentuan ini adalah
instansi yang menjalankan urusan antara lain, di bidang pendidikan,
pemberdayaan perempuan, dan ketenagakerjaan, hukum dan hak
asasi manusia, komunikasi dan informasi.
Yang dimaksud dengan “Pemerintah Daerah” dalam ketentuan ini
meliputi provinsi dan kabupaten/kota.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “penanganan” meliputi antara lain, kegiatan
pemantauan, penguatan, dan peningkatan kemampuan penegak
hukum dan para pemangku kepentingan lain.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Pemerintah Republik Indonesia” dalam
ketentuan ini adalah pejabat yang oleh Presiden diberikan kewenangan
penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar
negeri Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “bantuan timbal balik dalam masalah pidana”
dalam ketentuan ini misalnya:
a. pengambilan alat/barang bukti dan untuk mendapatkan pernyataan
dari orang;
b. pemberian dokumen resmi dan catatan hukum lain yang terkait;
c. pengidentifikasian orang dan lokasi;
d. pelaksanaan permintaan untuk penyelidikan dan penyitaan dan
pemindahan barang bukti berupa dokumen dan barang;
e. upaya pemindahan hasil kejahatan;
f. upaya persetujuan dari orang yang bersedia memberikan kesaksian
atau membantu penyidikan oleh pihak peminta dan jika orang itu
berada dalam tahanan mengatur pemindahan sementara ke pihak
peminta;
g. penyampaian dokumen;
h. penilaian ahli dan pemberitahuan hasil dari proses acara pidana;
dan
i. bantuan ...
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i. bantuan lain sesuai dengan tujuan bantuan timbal balik dalam
masalah pidana.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Yang dimaksud dengan “perlindungan hukum” dalam ketentuan ini dapat
berupa perlindungan atas:
a. keamanan pribadi;
b. kerahasiaan identitas diri; atau
c. penuntutan hukum sebagai akibat melaporkan secara bertanggung
jawab tindak pidana perdagangan orang.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
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